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ABSTRAK
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Al-tas‘ir al-jabri sebagai kebijakan penting pemerintah untuk
menstabilkan harga pasar ternyata memiliki legalitas yang masih kontroversial.
Kontroversi tersebut disebabkan adanya nass hadith yang melarangnya, di
samping masuk dalam kategori memakan harta dengan cara bati/ dan
menimbulkan bahaya pada pihak penj an pembeli. Dalam perspektif a/-
qawz? ‘id al-fighiyah, ternyata pra 7 (abri mendapatkan legalitasnya

aha ss Ii daf* al-darar al- ‘amm,
'yah. Kaidah ini masuk
lah pada penelitian ini
r selalu dalam koridor
diharamkan. Masalah
h dan sharh-sharimya.
bermadhhab Hanafi

yaitu materi ke-26 dalam
dalam kategori kaidah taza
adalah tentang bagaimana
yang diperbolehkan dan
tersebut akan dicarikan jé
Al-Majallah merupakan
yang juga dikategorikan ¢

Rumusan masala
praktik al-tas‘ir al-jab
Bagaimanakah prosedur
tazahum al-matasid dal ‘h-sharfmya? Adapun
tujuannya yaitu mengeta aS: oS tas praktiknya dalam
kitab tersebut, dan.menge h psedur ope al praktiknyap ektlf kaidah
tazahum al-mg Jalz rSE

Penelitian ini m Kriptif dalam bentuk
studi pustaka. Sumber data ajalladan sharh-sharinya,
dan kitab lain yang dlrUJuknya SEC angsung ataupun tldak Iangsung
Sedangkan sumber data
usul al-figh, al-gawa
Pengumpulan data m
menggunakan model
menggunakan metode de

Penelitian ini me@a@aNte“arma@@ ggsan yang melandasi
legalitas praktik al-tas‘ir al-jabri adalah adanya ghabn fahish. Kriteria ghabn
fahish yang dapat melegalkan praktiknya adalah yang memiliki dampak nyata
menimbulkan darar ‘amm, baik dengan atau tanpa unsur kesengajaan, dan baik
dengan atau tanpa unsur taghrir. Status ghabn fahish terhadap legalitas praktik a/-
tas‘ir al-jabri di samping sebagai ‘udhr juga sebagai syarat sebagaimana dalam
hukum wad5 (korelatif). 2) Prosedur operasional praktik al-tas‘ir al-jabri
perspektif kaidah ke-26 dalam a/-Majallah yaitu pertama, menggunakan standar
harga yang adil dengan batasan tidak kurang dan tidak lebih dari nilai
komoditasnya. Kedua, berkonsultasi, berkoordinasi, dan atau dengan
pertimbangan seorang pakar yang memilki kriteria berpengalaman, berpandangan
logis, dan memiliki kejelian dan jiwa visioner. Ketiga, bermotivasi menolak
bahaya atau kerusakan yang lebih massif.

g melandasi legalitas
sharh-sharlmya? 2)
bri perspektif kaidah

entang al- Mfya]]ab
Pengolahan data
teknik analisisnya
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Di antara tugas penting pe dalam bidang ekonomi adalah
mewujudkan stabilitas har : an jage anisme pasar dari berbagai
distorsi.* Ketika terjadi 5 L tuk menyelesaikannya

dalam rangka menciptakan ke 2L ara solusi strategisnya

adalah dengan mengelu , .;:' i a atau dalam istilah

Al-tasir se B Starti”p M Bfarga.’ Secara istilah

didefinisikan sebagai ST | e ¢ arga-harga komoditas

'Dalam perspektif yurisprudensi Islam, tugas p secara umum adalah menjaga agama dan
mengelola kebutuhan duniawigsterm dal jaga stabilitas harga pasar.
Tugas yang terakhir tersebu j departemen pengawasan
(wilayat al-hisbah). Abu al- Mawardi, al-Ahkam al-
Sultaniyah wa al-Wilayat al- , 1989), 3, 336. Secara
sederhana mekanisme pasar waran secara kondusif.
Sadono Sukirno, Pengantar T JY. indo Persada, 2002), 43.
Harga dan titik keseimbangan Pilgﬁﬂt’u r k@e@akan dan tarik ulur antara
permintaan dan penawaran. Irham Fahmi, Ekonomi Politik: Teori dan Realita, cet. I (Bandung:
Alfabeta, 2013), 2. Distorsi pasar (market distortion) adalah gangguan terhadap mekanisme pasar,
atau kesenjangan (gap) antara permintaan dan penawaran. MBHA, “Menuju Harga yang Adil”

dalam Pengantar Ekonomika Mikro Islami, 294.
’Hal ini didasarkan kepada kaidah fikih:

asdiaall, by e e Sl
“Kebijakan (seorang penguasa) atas rakyatnya harus terorientasikan kepada kemaslahatan.”
Materi ke-58 dalam Lajnah Mu’allifah, al-Majallah, cet. | (Beirut: al-Matba ‘ah al-Adabiyah,
1302/1884), 29.
*Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, “Si‘t”, al-Mawsu‘ah al-Fighiyah, vol. XXV (Kuwait:
Matabi* Dar al-Safwah, 1994), 8; Muhammad Abu al-Huda al-Ya‘qubi al-Hasani, Ahkam al-
Tas‘Ir fi al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Basha’ir al-Islami, 2000), 11.



dan jasa yang wajib dipatuhi.* Sedangkan a/-jabr7 (paksaan)® merupakan kata
sifat yang lebih berfungsi sebagai penguat.

Status hukum a/-tas i al-jabri adalah haram,® karena melanggar syarat
umum transaksi yaitu meniadakan unsur saling rela dan adanya unsur

kesewenangan.’ Hal ini didasarkan pada nass (al-Qur’an dan al-Hadith):

555 51§ ey 28 280 s,m 3; Fe <j;Js ngf L
Artinya: ] o8 er @andenlah kamu saling

suka di ani

|
f

P

A\

E 3
=
e O

¢ a.f}]"]z: jé_/f
“Pada masa n pokok naik,
maka para S : ai Rasulullah,

PONOROGO

*Al-Hasani, Ahkam al-Tas r, 13.

*Artinya, tanpa disifati pun kata a/-zas 7r sebenarnya sudah mengandung paksaan. Oleh karenanya,
dalam beberapa referensi ada yang hanya menggunakan redaksi a/-fas7r saja dan ada yang
menyebutkan secara lengkap, a/-tas ‘ir al-jabri.

®Ibid., 47; Hammad, “al-TasTr al-Jabri”, 79

"\bid., 105; Yusuf al-Qardawi, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq £i al-Iqtisad al-Islanii, cet. 1 (Kairo:
Maktabah Wahbah, 1995), 427-428.

8Al-Qur’an, 4: 29.

%“Ala’ al-Din ‘Ali bin Balban al-Farisi, a/-Ihsan i Taqrib Sahih Ibn Hibban, vol. 11X, cet. I
(Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1991), 340, nomor 4967; Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid
al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, vol. 11 (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.)
236, no. 2195.



tetapkanlah  harga barang wuntuk kami”. Beliau SAW.
menjawab: “Sesungguhnya hanya Allah yang berhak
menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan
dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku
berjumpa dengan Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang
menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang
menyangkut darah maupun harta. " *°

Realitas yang mendukungnya adalah bahwa suatu ketika Walikota Ubullah

menurunkan harga, akhirnya Khalifah Umar mengirim surat kepadanya yang

isinya: “Biarkanlah mereka, karge dalah urusan Allah.” Di Samping
bahwa terma al-tas‘ir aly , ' denal pada masa Sahabat
maupun 7abin."! ' )

Argumentasi’ hwa al-tas‘ir al-jabri
yang enggan menjual
scarcity), dan dari sisi

pembeli yang terhal@fig apatkan” bare ebliflihan mereka kecuali

dengan harga yang t : ga terjadi in Tasi. alahal, bahaya haruslah

Hal di si beberapa abad
setelahnya di mana n dan program resmi
pemerintah. Di Andalusi i wenangadn khusus wilayat al-

hisbah (Departemen gdal an pard petugas khusus yang
OGO

""Hammad, “al-Tasr al-Jabri”, 80; Hadis telah dizakhrij oleh Abu Dawud, al-Turmuzi, Ibn
Majah, al-Darimi, Ahmad, al-Bayhaqi, Yahya Ibn ‘Umar al-Kinani, al-Hafiz ‘Abd al-Razaq, Abu
Ya‘la, al-Bazzar, dikutip dalam Al-Hasani, Ahkam al-Tas ‘i, 108, dengan sembilan hadis lainnya
di bawah sub judul adillat al-mani‘in Ii al-tas ‘ir min al-hadith al-nabawi.

" Al-Hasani, Ahkam al-Tas‘Tr, 67.

"2 Al-Hasani, Ahkam al-Tas Tr, 105-106.

BMateri ke-20, Muhammad Khalid al-Atasi, Sharh al-Majallah, cet. I, vol. I (Beirut: Dar al-Kutub

al-“Iinityah, 2016), 49. (JI 5;22)



disebut muhtasib.** Di Baghdad, al-Zaynabi (447-543 H.) seorang Ketua
Mahkamah Agung mendapatkan instruksi dari Khalifah Abbasiyah al-
Mustarshid Billah (w. 529 H.) untuk mengondisikan harga pasar dengan a/-
tasir al-jabri”® Selain itu, Khalifah al-Nasir li Dinillah (w. 622 H.)
menginstruksikan kepada hakim bernama Muhammad bin Yahya untuk

melegalkan al-tas‘ir al-jabri yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim

bawahannya di Baghdad.™® 3

individu dalam me akan haknya Caita‘assuf bt mal al-hagg)® Di
dalam disiplin a/-gawagid a I-tas . bfitliperbolehkan sebagai

solusi untuk menghind@ri te A bahave yang lebiff massif. Problematika
\ : |

moan ditanggung untuk
t
Ah bin Muhammad al-
ld%k ah kitab AMajallat al-

Ahkam al-‘Adliyah, Tonu Nujaym dalam al-Ashbah wa al-Naza’imya, dan

“Bahaya yan
menolak bah

‘Ali Haydar, Yusuf

Zarqa dalam sharh-s.

Mustafa al-Hasari dalam Sharh Majami‘ al-Haga’ignya memberikan

' Tbn Sa“id al-Andalusi, a/-Mughrab i Huly al-Maghrib, dikutip dalam Ibid., 19-20.

" Al-Qalqashandi, Subh al-A ‘sha f7 Sina‘at al-Insha, dikutip dalam Ibid., 21-22.

Ibid., 22.

YIbid., 137.

'S Al-Hasani, Ahkam al-Tas T, 125.

19l\/[ateri ke-26 dalam Ali Haydar, Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam, vol. 1 (Riyad: Dar
‘Alam al-Kutub, 2003), 40.



pernyataan tegas di bawah kaidah tersebut bahwa a/-tas ‘ir al-jabri hukumnya
boleh (jawaz) ketika pemilik makanan melampaui batas dengan kecurangan

yang sangat.”’ Al-Atasi menjelaskan lebih detil dengan prosedurnya yaitu:

g})b‘d.l’u.«\.&co \y\@ﬂJWMW‘ L@_Aﬁj
6\3.5\ J}@U' J b3 cd‘:o/-u JL;.: ‘y/z.::: 3 c\.iw\

“Di antara cabangnya yaitu p
adil, dengan rekomendasi g

entuan harga dengan harga yang
alinya, ketika pemilik makanan

dalam kitab a/-Majallah terséb gah raz: al-mafasid > Yaitu
kaidah tentang perte jan an drSeaerapa E ; g tidak bisa ditinggal

semuanya karena sa‘ : gand i meninggalkan salah

pak adanya perbedaan

yang ko idah fikih
menghendaki bole usul al-figh, ketika
terjadi pertentangan' O 'nmuﬂaq) dan khusus
“Ibid.; Yusuf Asaf, Mir’at al A?/]q anin al-SharTyah wa al-
Ahkam al-‘Adliyah (Mesir: atb umlyah alim Rustum Baz, Sharh al-

Majallah, 31 dalam ‘Abd al-Karim Zaydan al-Wajiz fi Sharh al-Qawa‘id al-Fighiyah fi al-
Shari‘ah al-Islamiyah, cet. | (Beirut: Muassasat al-Risalah, 2001), 93; Ahmad bin Muhammad al-
Zarqa, Sharh al-Qawa‘id al-Fighiyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 197-198; Ibn Nujaym, a/-
Ashbah wa al-Naza’ir, cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), 96; Mustafa bin Muhammad al-Kuz
al-Hasari, Manafi’ al-Haqa’iq i Sharh Majami‘ al-Haga’iq (t.tp.: Dar al-Tiba‘ah al-‘Amirah,
1273 H.), 323.

*' Al-Atasi, Sharh al-Majallah, 63.

*Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa‘di, A/-Qawa‘id al-Fighiyah: al-Manzumah wa Sharhuha , cet. 1
(Kuwait: al-Muraqabah al-Thaqafiyah, 2007), 118-121; Idem, Manzumat al-Qawa‘id al-Fighiyah,
cet. I (Riyad: Dar al-Mayman li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2010), 10. Bait ke 13-14.

»Sa‘d bin Nasir al-Shithri, Sharh al-Manzumah al-Sa‘diyah fi al-Qawa‘id al-Fighiyah, cet. 11
(Riyad: Dar Ishbiliya, 2005), 60.



(mugayyad) maka harus dimenangkan yang mugayyad lewat mekanisme al/-
jam* wa al-tawfiq (integrasi), takhsis,**dan alternatif lain adalah istihsan.*
Perbedaan ini perlu dimaknai bahwa semua ketentuan hukum baik
yang berasal dari sumber yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan
adalah bertujuan merealisasikan kemaslahatan.?® Perbedaannya, kemaslahatan

dalam nass diusung dalam terma keadilan lewat redaksi-redaksinya yang

eksplisit, sedangkan kemasla/r) lain nass lewat prinsip-prinsip
kaidah universal (al-gay B V8 implisit.>” Substansi dari
‘ ® Jika ada ungkapan
um Allah,”® maka di
ka di situ ada hukum

slahah tetapi produk

hukum yang dihasilk ' J egaskan bahwa perbedaan

~tas‘ir al-jabri agar

selalu dalam korido suk dalam area yang

*Wahbah al-Zuhay[i, Usil al-
SIdem., al-Wajiz i Usul al-Fi Rie:
* Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa 18n Muh -Lakhmi aFShatibi, a~-Muwafaqat, vol. 11, cet. |
(Saudi Arabia: Dar Ibn AfférP90 1“6‘6 annOJ(G @ ibn ‘Abd al-Salam, a/-
Qawa‘id al-Kubra al-Mawsum bi al-Qawa ‘id al-Ahkam fi Islah al-Anam, vol. 1 (Damaskus: Dar
al-Qalam, t.t.), 39.

2" Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berfikir Induktif Menemukan
Hakikat Hukum Model a/-Qawa'id al-Fighiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 309-310.
*Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin al-Kamal al-Suyufi, A/-Ashbah wa al-Naza’ir 7 al-Qawa‘id al-
Fighiyah (Kairo: al-Maktab al-Thaqafi, 2007), 31; al-Fadani, a/-Fawa’id al-Janiyah, vol. 1, 91-92;
al-Shahari, /dah al-Qawa‘id al-Fighiyah, 5.

»Jamal Ma’mur Asmani, Figh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi, cet.
I (Surabaya: Khalista, 2007), 282.

**Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn al-Qayyim al-Jawziyah, a/-Turug al-
Hukmiyah fi al-Siyasah al-SharTyah, vol. 1 (Jeddah: Dar a‘Alam al-Fawa’id, t.t.), 31.

Materi ke-39 al-Atasi, Sharh al-Majallah, 87. QG fi 28281 55 L3 Yy

86), 1178, 1182-1183.



diharamkan, mengingat ia termasuk dalam ranah dispensasi (rukhsah).**
Karena rukhsah mengharuskan adanya ‘udhr (alasan), maka permasalahan
lain adalah sejauh manakah kategori ‘udhr dapat melegalkan praktik a/-tas ‘ir
al-jabri. Karena ketika ‘udhr tidak memenuhi persyaratan, menyebabkan al/-
tas ‘ir al-jabri kembali kepada hukum asalnya yaitu haram.

Selanjutnya, penulis akan memfokuskan penelitiannya kepada

prosedur operasional praktik a 7 perspektif kaidah tazahum al-

maftasid di atas sekalig yang menjadi pijakan
legalitasnya. Kitab yan : itu Majallat al-Ahkam
al-‘Adliyah, sebua um ekonomi Islam
bermadhhab Hanafi 1876 M. Al-Majallah
merupakan hasil penguasa Dinasti
‘Uthmaniyah sebag proses peradilan di

semua wilayah kekua bKitab ini memiliki enam_szan yang tercetak,

makhtutat) dan tidak kurang darre Uh dua sharh dalam bentuk naskah

tercetak (a/-matbu‘ai
Bertolak dari akan nulis M@rasa tertarik dengan

penelitian tersebut dai,alﬁ leﬂn e(ialﬁ sebuah tesis dengan

judul “AL-TAS‘IR AL-JABRI PERSPEKTIF KAIDAH TAZAHUM AL-

2 Al-Hasani, Ahkam al-Tas ‘ir, 68; Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin Taimiyah, al-Hisbah f7 al-Islam
aw Wagzifat al-Hukumah al-Islamiyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyabh, t.t.), 32-42.

3 ALl Ahmad Ghulam Muhammad al-Nadwi, “Al-Qawa‘id al-Fighiyah wa Atharuha fi al-Figh al-
Islami,” (Tesis, Universitas Umm al-Qura, Makkah, 1984), 440.

**Shamil Shahin, Dirasah Mujazah ‘an Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, cet. 1 (Damaskus: Dar
Ghar Hira’, 2004), 43-59.



MAFASID DALAM KITAB MAJALLAT AL-AHKAM AL-‘ADLIYAH

DAN SHARH-SHARENYA).”

Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahannya
dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kriteria alasan ( ‘udhr) yang melandasi legalitas praktik a/-
tas‘ir al-jabri dalam Kitab Majaliat al-Ahkam al- ‘Adliyah dan sharh-
sharfinya?

2. Bagaimanakah prosedur operasional praktik al-tasir al-jabri
perspektif kaidah tazahum al-matasid dalam kitab Majallat al-Ahkam

al-‘Adliyah dan sharh-sharfiinya?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian
ini adalah untuk:

1. Mengetahui kriteria faktor ( ‘udhr) yang melandasi legalitas praktik a/-
tas‘ir al-jabri dalam Kitab Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah dan sharh-
sharhnya.

2. Mengetahui prosedur operasional praktik a/-tas‘ir al-jabri perspektif
kaidah tazahum al-mafasid dalam Kitab Majaliat al-Ahkam al-

‘Adliyah dan sharh-sharhnya.



D. Kegunaan Penelitian.
Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretik penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah
pemikiran hukum ekonomi Islam, terutama tentang teori regulasi harga
(al-tas‘ir al-jabri). Hal ini didasarkan kepada prinsip kontinuitas (a/-
muhafazah ‘ala al-gadim al-salih dan la yasluh amr hazih al-ummah illa
bima saluh bih awa’iluha).

2. Kegunaan praktis penelitian ini akan berupa sumbangan pemikiran bagi
para praktisi ekonomi, kalangan akademis, dan stakeholder perekonomian
negara untuk merealisasikan kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada
keadilan dan kemaslahatan publik. Terutama dalam sistem dan
pengawasan mekanisme pasar agar selalu stabil lewat regulasi harga.
Dalam hal-hal tertentu sebagai pertimbangan positifisasi hukum ekonomi

Islam.

E. Kajian Terdahulu

Kajian tentang al-tas‘ir al-jabri (regulasi harga) termasuk jarang
dilakukan, baik dalam konteks ke-Indonesia-an maupun ke-Islam-an. Penulis
berasumsi bahwa hal itu dikarenakan a/-tas‘ir al-jabri dianggap masalah
yang klise di samping minimnya referensi (dengan legalitas yang
kontroversial). Di antara yang jarang itu adalah tesis “Regulasi Harga
Perspektif Ibn Taimiyah” yang ditulis oleh Idrus, mahasiswa Program
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

Masalah yang dibahas di dalamnya adalah faktor-faktor apakah yang

mendorong Ibn Taimiyah membuat konsep pengendalian (regulasi) harga?
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Bagaimana metode dan bentuk regulasi harga perspektif lbn Taimiyah
sehingga dapat meyakinkan pihak-pihak yang tidak menyetujui adanya
regulasi harga? Masih relevankah konsep pengendalian (regulasi) harga
perspektif Ibn Taimiyah yang terbilang klasik itu diterapkan di dunia pasar
modern seperti sekarang ini?

Tesis ini bertujuan umum untuk 1) Mengetahui secara komprehensif
dan sistematika berpikir Ibn Taimiyah dalam merumuskan pengendalian
(regulasi) harga; 2) Mengetahui dan mengungkap hal-hal apa saja yang
mempengaruhi fluktuatif harga di pasar; 3) Mengelaborasi konsep
pengendalian harga lbn Taimiyah tersebut sehingga dapat menghasilkan
konsep baru tentang regulasi harga dan lebih aplikatif untuk konteks
kekinian. Sedangkan tujuan khususnya yaitu 1) Membuktikan sejauh mana
kebenaran konsep pengendalian (regulasi) harga perpektif lbn Taimiyah; 2)
Membuktikan sejaun mana relevansi dan aplikatifnya kontribusi Ibn
Taimiyah tersebut dalam perkembangan pasar dan regulasi harga di era
globalisasi seperti sekarang ini. Teori yang digunakan adalah mekanisme
pasar, distorsi pasar dan peran pemerintah.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Bahwa konsep
pegendalian harga (regulasi harga) yang dirumuskan lbn Taimiyah sama
sekali tidak bertentangan dengan sikap Rasulullah Saw. yang tidak
melakukan regulasi harga. Rasulullah Saw. enggan menetapkan regulasi
karena kenaikan harga disebabkan oleh mekanisme pasar dan menghormati
para importir yang memasok barang-barang kebutuhan pokok ke kota

Madinah. Sedangkan alasan Ibn Taimiyah menetapkan regulasi harga bukan
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karena mekanisme pasar melainkan karena distorsi pasar dan kondisi-kondisi
darurat lainnya.

2) Setelah dikompromikan, pendapat Ibn Taimiyah tentang regulasi
harga juga tidak bertentangan dengan pendapat sebagian para ulama yang
mengatakan bahwa "tidak dibenarkan melakukan regulasi harga”. Tujuan
para ulama hanyalah untuk menjaga kemaslahatan para penjual dan pembeli
dan mereka juga tidak menginginkan adanya kezaliman dalam bentuk
apapun.

3) Regulasi harga menurut Ibn Taimiyah ada dua tipe yaitu regulasi
harga yang dilarang dan regulasi harga yang dibolehkan. 4) Dalam
mekanisme penetapan regulasi harga, Ibn Taimiyah mengharuskan pemegang
otoritas publik untuk melakukan musyawarah dengan perwakilan pasar,
dalam hal ini adalah mereka yang terlibat langsung semua aktivitas pasar
seperti produsen, penjual dan pembeli. 5) Secara subtansi, tidak seorang pun
diperbolehkan melakukan penetapan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari

harga yang ada.*®

Di antara jurnalj yang 5 ang ini adalah “7asr al-

Jabari (Penetapan idor Figh Dengan

ahlt‘as > 37 {#flal yan
PONOROGO

memfokuskan pembahasannya pada perbedaan pandapat ulama’ mengenai

Mempertimbangkan itulis Qusthoniah ini

®ldrus, “Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2007), 4-173.

%Pada kata al-jabar7, penulis mengutip sebagaimana judul asli jurnal tersebut. Menurut ejaan yang
benar dalam linguistik Arab (ilmu Sar/) adalah al-jabri dengan dibaca mati (sukun) huruf
konsonan bahya. la merupakan derivasi dari kata jabar-yajbur-jabr-jubur yang berarti menekan
(al-qahr) dan memaksa (al-ikrah). Lihat Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyah, “jabar”, a/l-Mu %am al-
Wasit, cet. IV (Saudi Arabia: Maktabah al-Su‘udiyah, 2004), 104-105; Kementerian Wakaf dan
Urusan Agama, “jabar”, al-Mawsu‘ah al-Fighiyah, vol. XXV, 102-103; Ibn Manzur, “‘jabar ”,
Lisan al-‘Arab, vol. VI (Kairo: Dar al-Ma “arif, t.t.), 535.
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boleh tidaknya negara menetapkan harga. Masing-masing golongan memiliki
dasar hukum dan interpretasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa
definisi-definsi tentang tas ir al-jabri memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu:
pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua,
pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga,

penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Mengenai penetapan sendiri,  sebagian  ulama

mengharamkannya dan sg hbkannya. Penetapan harga

A

pada suatu perdaganga a di dalamnya terdapat
kemungkinan adanyafifanipui2 2 bgrakibatidiknya harga. Berbagai
macam metode pene ‘ ; am dengan ketentuan
sebagai berikut; harg usaha/pedagang tidak
menzalimi pihak pe il keuntungan di atas
normal atau tingkat kew g-masing pihak, baik
pihak pe

Jurnal lain lisis adalah “Pasar
Syari’ah Dan Kesei eh Marhamah Saleh.

Jurnal ini lebih me f (731-798), Yahya

bin ‘Umar (825-901); al G i
PON
dan Ibn Khaldun (1332-1404).

ymlyah (1263-1328)

R

Jurnal ini menyimpulkan bahwa mekanisme pasar yang sesuai dengan
syariah memang tidak mengedepankan intervensi pemerintah pada kondisi

pasar berjalan normal. Namun ketika pasar mengalami distorsi, maka

¥’Qusthoniyah, “Tasr al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Figh Dengan
Mempertimbangkan Realitas Ekonomi”, Jurnal Syari’ah, volume Il, nomor 2 (Oktober, 2014), 80.
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pemerintah tentu perlu turun tangan membenahi carut-marut harga, sesuai
dengan misi yang diemban untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Untuk
itu perlu ditekankan aspek moralitas yang berdampingan dengan motif
mencari laba dalam perniagaan. Tak kalah penting dari persoalan regulasi
adalah komitmen Islam dalam menegakkan aturan-aturan dengan

memberlakukan institusi hisbah. Secara komparatif, para ulama terdahulu

telah menyumbangkan pemikirag embahas mekanisme pasar dan

arga oleh pemerintah.

asalah kenaikan harga
dengan me B e AWars ,‘ indlaff kontrol harga.

b. Yahya bin ' etapan harga adalah

tidak boleh elakukan intervensi,

elakukan

c. Al-Ghazali ian dari “keteraturan
alami”. peran enjamin keamanan
jalur perda od i komoditas perlu

N OROG

mendapat proteksi pemerintah. Tidak setuju dengan keuntungan

yang Dberlebih untuk menjadi motivasi pedagang, keuntungan

sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.

d. Ibn Taymiyah (1263-1328): Perekonomian berdasarkan pada

mekanisme pasar dengan kebebasan keluar-masuk pasar dan harga
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sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Intervensi harga oleh
pemerintah dibenarkan untuk menegakkan keadilan serta memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat. Pasar harus dibersihkan dari praktik
monopoli, pemalsuan produk, dan praktek-praktek bisnis yang tidak
jujur lainnya. Harga ditentukan oleh interaksi antara kekuatan

permintaan dan penawaran. Praktek monopoli dilarang untuk

menjamin harga yang ae arakat. Pemerintah tidak perlu

dari hukum

penelitian yang me i a a al-tas’ir al-jabari

dalam perspektif k /- ‘A h, terutama terkait

kaidah tazahum alltha@RdNSEINGER @BisGheflis berbeda dengan
penelitian-penelitian yang lain dalam segi:
a. Perspektif yang digunakan difokuskan kepada kaidah tazahum al-

matasid. Di samping bahwa referensi yang digunakan bukan kitab

*®Marhamah Saleh, “Pasar Syari’ah Dan Keseimbangan Harga”, Media Syariah, volume XIIl,
nomor 1 (Januari — Juni 2011), 21-34.
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fikin umum, melainkan dibatasi pada kitab Majallat al-Ahkam al-
‘Adliyah, sharh-sharimya, dan Kitab-kitab induk madhhab Hanafi
yang menjadi referensinya.

b. Teori yang digunakan adalah kaidah tazahum al-mafasid dan
maslahah dalam disiplin al-gawa‘id al-fighiyah. Dalam disiplin usul

al-figh masuk dalam teori sub bab ta‘arud al-adillah dan magqasid al-

shari ‘ah.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk studi pustaka

(library research) atau penelitian literer.>® Hal ini dikarenakan data

*Library research yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada
dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang
relevan. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian: Paradigma positivisme Objektif, Phenomenologi
Interpretatif, Logika Bahasa Platonis, Chomskyist, Hegelian & Heurmeneti, Paradigma Studi
Islam, Matematik Recursion-, Set-Theory & Structural Equation Modeling dan Mixed, edisi VI
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), 260.



16

utama yang dirujuk dalam penelitian ini adalah data-data kepustakaan,
yaitu Kitab AMajallat al-Ahkam al-‘Adliyah beserta sharh-sharinya dan
referensi-referensi kepustakaan lain yang menjadi pendukungnya.
Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif.** Penulis
berusaha menggambarkan dan mengelaborasi konsep-konsep dalam

obyek penelitian berupa al-tas‘ir al-jabri kemudian dianalisis dengan

teori al-qawa‘id al-fighiy, pdukungnya. Metode ini lebih

utamanya digunakgvn- Ka '\./‘t-erivik;s?" dalam sumber teks untuk
“ i kaidah tazahum al-
mafasid, dan Majdllat al R/ ah. TUjian dipilihnya metode
ini adalah untuk l ; upun pembaca dalam
memahami kon ekanismenya secara

utuh serta hubun

2. Sumber Data
Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan kitab-
kitab berikut:
a. Al-Majallah (naskah asli) karya tim penyusun (ulama’ dan
fugaha’) pada dinasti ‘Uthmani.

b. Sharh-sharh dari Kitab Majallat al-Ahkam al- ‘Adliyak:

*Secara sederhana deskriptif berarti menjelaskan peristiwa atau kejadian. Nana Sudjana, Tuntunan
Penyususnan Karya llmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, cet. XIll (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2011), 52-53; Deskriptif juga diartikan usaha penyampaian informasi secara detail
mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu. John W.
Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, cet. IV (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2014), 282. Di antara jenis ini yaitu penelitian analisis dokumen yang dirancang
untuk mengumpulkan informasi lewat pengujian arsip dan dokumen. Penelitian ini juga disebut
penelitian analisis isi (content analisys).
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4)

5)

6)

7)
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Jami® al-Adillah ‘ala Mawadd al-Majallah Karya ‘1zz Talu
Najib Bik Hawawini.

Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam Karya Ali
Haydar Afandi.

Sharh al-Majallah Karya Ilyas Matar.

Sharh al-Majallah karya Muhammad Khalid al-Atasi dan
Muhammad Tahir al-Atasi.

Mir’at al-Majallah Karya Y usuf Asaf.

Tahrir al-Majallah karya Muhammad al-Husein Al Kashif
al-Ghita’.

Sharh  al-Qawa‘id  al-Fighiyah Kkarya Ahmad bin
Muhammad al-Zarqa.

Al-Madkhal al-Figh al-‘Amm karya Mustafa bin Ahmad al-
Zarqa.

Al-Qawa‘id al-Fighiyah Ma* al-Sharh al-Mujaz karya ‘ Azat

‘Ubeid al-Da‘as.

c. Referensi induk yang diadopsi secara langsung oleh kaidah-

kaidah fikih dalam kitab Mayjaliat al-Ahkam al-°Adliyah, yaitu:

1)

2)

Al-Ashbah wa al-Naza’ir Karya Ibn Nujaym dan sharh-
sharfmya, di antaranya Ghamz ‘Uyun al-Basa’ir karya al-
Hamawi dan /¢tihat al-Absar wa al-Basa’ir karya Abu al-
Fath.

Khatimat Majami‘ al-Haga’iq Karya al-Khadimi dan sharh-

sharfmya, di antaranya Manafi‘ al-Daqga’iq Karya al-Hasari.



18

Kitab-kitab di atas digunakan untuk mengumpulkan data tentang a/-zas ‘ir
al-jabri, ‘udhr atas praktiknya, dan kaidah tazahum al-matasid beserta
uraiannya.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai
berikut:

a. Disiplin figh. Di antaranya adalah ahkam al-Tas‘ir fi al-Figh al-
Islami karya Al-Hasani, al-Tas ‘ir al-Jabri wa Mawqif al-Shari ‘ah
al-Islamiyah karya Nazih Hammad, al-Figh al-Islami wa
adillatuh karya Wahbah al-Zuhayli, Dawr al-Qiyam wa al-
Akhlaq 17 al-Igtisad al-Islami Karya Y usuf al-Qardawi, al-Hisbah
fi al-Islam karya Ibn Taimiyah, a/-Turuq al-Hukmiyah fi al-
Siyasah al-Shar’iyah Karya Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, dan
lainnya.

b. Disiplin usul al-figh. Di antaranya adalah Dawabit al-Maslahah
fi al-Shari‘ah al-Islamiyah karya al-Buti, Nazariyat al-Ta assuf
11 Isti‘mal al-Haqq fi al-Figh al-Islami Karya Fathi al-Durroini,
al-Muwaftaqat Karya al-Shatibi, Masadir al-Tashri‘ T ma la Nass
fih karya Khallaf, dan lainnya.

c. Disiplin al-gawa ‘id al-fighiyah. Di antaranya adalah a/-Qawa‘id
al-Fighiyah wa Tatbiqatuha fi al-Madhahib al-Arba‘ah Karya
Muhammad al-Zuhaili, Qawa‘id al-Ahkam fi Islah al-Anam
karya Tbn ‘Abd al-Salam, al-Wajiz fi Idah Qawa‘id al-Figh al-

Kulliyah karya al-Burnu, dan lainnya.
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d. Studi-studi tentang al-Majallah. Di antaranya adalah Dirasah
Mujazah ‘an Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah karya Shamil
Shahin, Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah: Masadiruha wa
atharuha fi Qawanin al-Sharq al-Islami Karya al-Qubbaj,
Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah: Ma‘aha Qarar Huquq al-*A’ilah
i al-Nikah al-Madani wa al-Talag Karya al-Jabi, dan lainnya.

Kitab-kitab tersebut digunakan untuk mendukung sumber primer dalam
mengumpulkan data tentang a/-tas ‘ir al-jabri dan ‘udhr atas praktiknya,
dan teori tentang magasid al-shari‘ah, ta‘arud al-adillah dan kaidah

tazahum al-mafasid.

i | 7 XV b |
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik
dokumentasi.* Dokumen yang dimaksud yaitu kitab Majallat al-Ahkam
al- ‘Adliyah dan sharh-sharfmya, dan referensi-referensi lain sebagaimana

dalam sumber data primer dan sekunder.

I ASEers T I SO
4. Prosedur Pengolahan Data

Sesuai model Miles dan Huberman, pengolahan yang dilakukan
setelah data terkumpul yaitu melalui tahapan reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display), pencocokan data (verification),

dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).*?

“Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2010), 274; Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. XXIV, Edisi revisi,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 159, 216-219.

“Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang
Metode-Metode Baru, cet. | (Jakarta: Penerbit Ul-Press, 1992), 16-20; Arikunto, Prosedur
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5. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-
menerus sejak sebelum, selama, dan setelah di lapangan; namun lebih
difokuskan selama di lapangan bersamaan proses pengumpulan data.*®
Dalam menganalisis, penulis menggunakan tiga macam metode yaitu:**

a. Deduktif. Secara umum metode ini penulis gunakan dalam
penentuan data awal tentang status a/-tas‘ir al-jabri, penentuan
teori dan data jadi, dan sebagian pembahasan untuk menjawab
rumusan masalah.

b. Induktif. Secara umum metode ini penulis gunakan pada
penentuan masalah, sebagian pembahasan, dan temuan pada
kesimpulan.

c. Komparatif. Metode ini penulis gunakan di antaranya untuk
mencari sisi kesamaan antara kaidah tazahum al-mafasid dan al-
gawa‘id al-fighiyah, usul al-figh, dan teori maqasid al-shari‘ah,
antara satu kaidah dengan kaidah lainnya yang masuk kategori
tazahum al-mafasid, antara pendapat ulama’ satu dengan ulama’

lainnya, dan selainnya.

Penelitian, 274; Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya
limiyah, cet. I. (Jakarta: Kencana, 2011), 24.

*33ugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. VIII, (Bandung: Alfabeta, 2013), 89-90.
*Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 93;
Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif. (terj.) Tjejep Rohindi Rosyidi
(Jakarta: Ul Press, 1992), 15.
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G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dipilah ke dalam enam bab yang mempunyai

pembahasan berbeda. Namun, antara satu dengan lainnya bersifat interrelasi

dan interdependensi. Bab-bab yang dimaksud yaitu:

1.

Bab | (Pendahuluan) berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memberikan
gambaran awal secara umum dari keseluruhan isi tesis.

Bab Il (Kitab Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah dan Sharh-Sharhnya)
membahas tentang profil singkat kitab Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah
yang meliputi sejarah singkat, kandungan, metode penulisan, sharh-
sharlmya, referensi-referensi induk yang dirujuknya, serta kelebihan
dan kekurangannya. Bab ini perlu diuraikan secukupnya untuk
mengenalkan dan memberikan gambaran tentang eksistensi, urgensi,
dan kontribusi Kitab Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah di dalam
khazanah hukum Islam, khususnya dalam pengawasan dan regulasi
harga pasar.

Bab 11l (Kaidah Tazahum al-Mafasid) berisi uraian tentang konsep
kaidah tazahum al-mafasid dan pandangan disiplin al-gawa‘id al-
fighiyah, usul al-figh, dan teori maqasid al-shari‘ah terhadapnya.
Fungsi bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa antara keduanya
terdapat korelasi yang kuat dan titik temu dalam hal substansi dan
tujuannya. Substansi yang dimaksud adalah sama-sama berkedudukan

sebagai metode untuk istinbat hukum dan menjadi referensi atas
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problematika hukum, sedangkan tujuannya adalah sama-sama ingin
merealisasikan kemaslahatan. Sehingga bab ini menjadi tempat
berkumpulnya teori-teori yang bernuansa maslahah.

Bab IV (Kriteria Faktor ( ‘Udhr) yang Membolehkan a/-Tas ‘ir al-Jabri
dalam Kitab Majallat al-Ahkam al-°‘Adliyah dan Sharh-Sharhnya)
terdiri dari tiga sub bab, yaitu pertama berisi paparan data tentang
konsep umum al-tas ‘ir al-jabri menurut fugaha’. Kedua menguraikan
faktor-faktor (‘udhr) yang membolehkan al-tas‘ir al-jabri menurut
fugaha’ secara umum. Ketiga, analisis tentang alasan (‘udhr) yang
membolehkan al-tas‘ir al-jabri dalam Kitab Majallat al-Ahkam al-
‘Adliyah dan sharh-sharfmya. Fungsi bab ini adalah untuk menjawab
rumusan masalah pertama yang sebelumnya diawali dengan paparan
data tentang al-tas‘ir al-jabri sekaligus analisis data tentang alasan
legalitasnya dalam Kitab Majallat al-Ahkam al-°‘Adliyah dan sharh-
sharfiinya. Dengan demikian bab ini merupakan kolaborasi antara data,
analisis data, dan temuan yang menjadi jawaban atas rumusan
pertama.

Bab V (Prosedur Operasional Praktik a/-Tas‘ir al-Jabri Perspektif
Kaidah Tazahum al-Matfasid dalam Kitab Majaliat al-Ahkam al-
‘Adliyah dan Sharh-Sharfnya) terdiri dari tiga sub bab, yaitu pertama
berisi paparan data tentang praktik a/-tas‘ir al-jabri menurut fugaha’
secara umum. Kedua tentang prosedur operasional praktik a/-tas ‘ir al-
Jjabri dan konsep harga yang adil menurut fugaha’ secara umum.

Ketiga, analisis tentang prosedur operasional praktik al-tas‘ir al-jabri
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perspektif kaidah tazahum al-mafasid dalam Kitab Majallat al-Ahkam
al-‘Adliyah dan sharh-sharlmya. Sebagaimana bab sebelumnya, bab
ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah kedua dengan diawali
dengan pemaparan data-data yang terkait sekaligus analisisnya.

Bab VI (Penutup) yang berisi kesimpulan secara keseluruhan dari
semua analisa pada bab keempat dan kelima, kemudian dilanjutkan
saran-saran yang memiliki relevansi dengan tujuan dalam penelitian
ini. Bab ini berfungsi sebagai penegas atas temuan penulis
sebagaimana jawaban atas rumusan pertama dalam bab IV dan

jawaban atas rumusan kedua dalam bab V.
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BAB II
KITAB MAJALLAT AL-AHKAM AL-‘ADLIYAH

DAN SHARH-SHARENYA

A. Kitab Majallat al-Ahkam al-‘Adl

lembaran yang berisi

suatu informasi . ajalah).* Kitab ini

dinamakan Majalla

bab sebagaimana ma dalam mengedit dan

merevisinya dengan k secara sekaligus.*

mu‘amalah (ekonomi ' erdasarkan madhhab Hanafi di

dalamnya.’ '
Secara istila dliyalidedalah nama sebuah
kompilasi dan kodifikasi ggdw rdﬁ am bidang ekonomi

“Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyah, “al-majallah”, a/-Mu%am al-Wasit, cet. IV (Saudi Arabia:
Maktabah al-Su‘udiyah, 2004), 855, 131.

“Samir Mazin al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah: Masadiruha wa Atharuha i Qawanin
al-Shirq al-Islami, cet. 1 (Yordania: Dar al-Fath li al-Dirasat wa al-Nashr, 2008), 48. Lihat juga
proposal pengesahan yang diajukan Tim Majallah kepada Perdana Menteri ‘Ali Basha dalam Ali
Haydar, Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam, vol. 1 (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003),
11.

“Ibid.
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Islam yang diterbitkan oleh pemerintahan Dinasti ‘Uthmanniyah pada tahun

1293 H./1876 M. yang berisi 1851 materi dalam madhhab Hanafi.**

1. Sejarah Singkat Lahirnya Kitab Majaliat al-Ahkam al-‘Adliyah.
Al-Majallah disusun oleh Tim atau Panitia Khusus (/ajnat al-
majallah, jam Tyyat al-majallah)® selama tujuh tahun delapan bulan, yaitu
mulai 12 April 1286 H./1869 M. sampai 15 September 11293 H./1876
M.>® pada masa kekhalifahan Sultan ‘Abd al-Aziz Khan bin Muhammad

11 (1861-1876 M).*

Problematika ter%’ um terseleksi dengan

|

. . | _ .
rapi (zangifh) sek ab  Shafi‘i, sehingga

penye terhadap
realitas dirasa zaman menuntut

perubahan proble iSi (al- ‘urf wa al-‘adah)

*®Al-Qubbaj, Majallat al-Ah al- ah, 8- il ShaWi#, Dirasah Mujazah ‘an

Majallat al-Ahkam al-‘Adliya t.@a kg)wh_ ir_ql 14-15.
*Tim ini beranggotakan tujuh Tokoh Tegislatif yang paling terkenal (ashhar al-mutasharri 7u), dan

ulama’ al-muhaqqiqin wa al-fuhama’ al-mudaqqigin, yaitu Ahmad Judat Basha sebagai ketua
komisi (nazir diwan al-ahkam al-‘adliyah), al-Sayyid Khalil sebagai pengawas (mufattish al-
awqaf al-humayuniyah), al-Sayyid Ahmad Khalusi dan al-Sayyid Ahmad Hilmi sebagai anggota
komisi (min a‘da’ diwan al-ahkam al-‘adliyah), Sayf al-Din dan Muhammad Amin al-Jundi
sebagai anggota DPR (min a‘da’ shura al-dawlah), dan ‘Ala‘ al-Din bin Abidin sebagai pembantu
umum (min a‘da’ al-jam ‘Tyah). Proposal pengesahan dalam Ali Haydar, Durar al-Hukkam, 13; Al-
Jabi, Al-Majallah, 39.

YAl-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, 50; Shahin, Dirasah Mujazah ‘an Majallat al-
Ahkam al-‘Adliyah, 15; Al-Jabi, Al-Majallah, 38-39.

*'“Ali Ahmad Ghulam Muhammad al-Nadawi, “Al-Qawa‘id al-Fighiyah wa Atharuha fi al-Figh
al-Islami,” (Tesis, Universitas Umm al-Qura, Makkah, 1984), 150; Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam
al-‘Adliyah, 50.
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yang berlaku.>? Berdasarkan hal ini, harapan pemerintah selalu difokuskan
kepada penyusunan suatu kitab fikih mu‘amalah yang terukur, referensial,
tidak mengandung ikhAtilaf, berisi pendapat-pendapat terseleksi, dan
mudah dibaca oleh siapapun. Kitab ini akan memberikan manfaat yang
besar bagi para aparatur hukum dan pegawai pemerintahan. Dengan

membacanya akan terhubung dengan nuansa hukum Islam, dan terbentuk

kecerdasan personal (malakg gengkolaborasikan antara hukum
acara konvensional_, = jngga Kkitab ini menjadi
mu‘tabar (kredib{ ": ol .7 ngi oleh pengadilan
tentang hukum acara
fikasi ini disesuaikan
dengan metode JHRdE : ‘;, f larisegi  klasifikasi  dan
penomoran. Hal udah perujukan bagi
para hakim dan an keputu 1 dangan dalam perkara-
perk .

Awal a
di segala bidang I lah yang dihadapinya.
Dalam bidang h iri ' alah:*>® 1) Dari segi
pemikiran fikih, y i e asi taglid. 2) Dari segi sistem
pengajaran dan pengembangan fikih, muncul kecenderungan umum di

kalangan murid-murid mempelajari fikih dari karya-karya tertentu dari

2Shahin, Dirasah Mujazah ‘an Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, 16; Proposal pengesahan Tim
Majallah dalam ATli Haydar, Durar al-Hukkam, 10.

> Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, 51; Proposal pengesahan Tim Majallah dalam Afi
Haydar, Durar al-Hukkam, 11.

“Ibid., 47.

*Ikhwan, “Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis-
Sosiologis)”, Innovatio, vol. 6, no. 12, Edisi Juli-Desember 2007, 339-340.
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Imam-Imam madhhab yang di anut, tidak dari sumber dan landasannya,
sehingga tidak muncul karya-karya orisinal. 3) Dari segi metode penulisan
karya fikih, metode yang terkenal adalah tarigat al-mutun. Oleh al-Zarqa
metode ini diibaratkan dengan “bagaikan memasukkan unta ke dalam
botol”. Setelah matan fikih dihasilkan, kemudian diberi penjelasan (a/-

sharh), catatan pinggir (al-hashiyah), dan komentar lanjutan (a/-taqrir, al-

ta‘lig).>®

Sebagai on’ terhadap persi \gan antara tradisi dan

modernitas, ftiga Alfiah DefnjRiran dafflgerakan dalam bidang

yang mana keb nya mengaCu kepada rancang

*’Mustafa Ahmad al-Zarqa’, alpacel Nqu]—WnO)l.@eo: Dar al-Fikr, 1968), 186-
187.

57Ikhwan, “Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat”, 340-341; Aksin Wijaya, Nalar
Kritis Epistemologi Islam (Yogyakarta: KKP & Nadi Pustaka, 2012), 3.

%8pjagam ini merupakan kodifikasi yang dilakukan oleh Sultan Mahmud 11 (1785-1839 M) pada
tahun 1839 M.. Piagam ini dianggap sebagai undang-undang hukum pidana dalam lembaga
Negara. Setiap perkara besar keputusannya harus mendapat persetujuan Sultan. Abdul Aziz
Dahlan, et.al, Ensiklopedi Islam, vol. V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1445.

*Piagam ini diumumkan pada tahun 1856 M. pada masa Sultan ‘Abd al-Majid (1839-1861 M)
putra Sultan Mahmud Il sebagai tindak lanjut dari deklarasi Gulhane. Piagam ini lebih banyak
mengandung pembaharuan terhadap kedudukan (non muslim) Eropa karena desakannya, dan
tujuannya adalah untuk memperkuat jaminan yang tercantum dalam piagam Gulhane. Harun
Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang,
1996), 126.
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bangun (master plan) penggantian hukum Islam dengan hukum Barat
(Eropa).®®

Motivasi penyusunan al/-Majallah sebagai undang-undang hukum
perdata di seluruh wilayah kerajaan Ottoman didasari bertambah luasnya
wilayah kekuasaannya di penjuru dunia dan mulai bersinggungan dengan

undang-undang Negara Barat dan Timur. Sehingga Pemerintah mengambil

langkah prefentif dengan me afiltindang-undang yang lengkap yang
a langkah ini untuk
menandingi  gere | rangir Qg# /men pembaharuan,
perubahan, dan pe

Pada tahu

secara otomatis beflku di's \ Ja8dan Kerajaan Ottoman

Hijaz, Ciprus, . hingga 1951 M.),

Libanon (hingga

sama sekali tidak

PONOROGO

pada tahun 1843 Tanzimat menetapkan hukum pidana (Ceza Kanunnamesi), tahun 1850
ditetapkan hukum dagang (Ticaret Kanunnamesi), tahun 1858 ditetapkan hukum pertanahan, dan
pada tahun1863 ditetapkan hukum perdagangan laut. Perangkat hukum material baru tersebut
berkiblat kepada hukum-hukum Barat yang sarat dengan nilai-nilai sekularisme. Ikhwan,
“Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat”, 342. Hukum perdata, kehakiman, dan
peradilan diadopsi dari Swiss, hukum pidana dari Italia dan hukum dagang dari Jerman. Juhaya S.
Praja, Fikih dan Syariat dalam Taufik Abdullah, et. al., Ensklipedi Tematis Dunia Islam, vol. IV
(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), 107.
%! Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, 47.
ZShah‘in, Dirasah Mujazah ‘an Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, 29-30.

Ibid., 31.
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Al-Majallah pernah dicetak sebanyak empatbelas kali dengan
bahasa Ottoman (Turki), di samping dengan bahasa-bahasa lain yaitu
Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Perancis, Portugal, Bulgaria, dan lainnya.
Pada saat itu, al-Majallah termasuk undang-undang kedua di Perancis
setelah Undang-Undang Perdata Perancis. Walaupun dewasa ini al-

Majallah sudah tidak terpakai lagi, tetapi pengaruhnya sangat kentara di

dalam format maupun substa ag-undang modern pada negara-

ateri-materi tersebut
16 buku (al-kitab).

Masing-masing bukl & enjadigheber ) (al-bab), setiap bab

1) Makalah pertama: i ikih dan pembagiannya
(materi
2) Makalah

terdiri damFO9o%ideW (:Qeﬂe QO@ O

b. Buku I tentang jual-beli (materi ke101-403).

‘id al-fighiyah yang

c. Buku Il tentang sewa-menyewa (materi ke 404-611).

d. Buku Il tentang jaminan (materi ke 612-672).

6411

Ibid., 30.
®1bid., 39-40; ‘Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam, al-Qawa‘id al-Fighiyah (Kairo: Dar al-Hadith,
2005), 54.
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e. Buku IV tentang pemindahan utang (materi ke 673-700).

f.  Buku V tentang gadai (materi ke 701-761).

g. Buku VI tentang barang yang dipercayakan (materi ke 762-832).

h. Buku VII tentang pemberian (materi ke 833-880).

i.  Buku VIII tentang perampasan dan perusakan barang (materi ke 881-

940).

J- Buku IX tentang penga gaksaan, dan hak membeli lebih

1571).
n. Buku XIII ter

Buku XIV tenta

ilan dan pemeriksaan perkara

(materi ke 1 '
i beriSlkaidah-kaidah fikih,

kadah-kaidah ugﬁy-faz, Ihﬂuﬂm )69 berbentuk undang-

undang perdata.®®

56 Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-‘AdlTyah, 49.



31

3. Metode Penulisan Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah.

Secara teknis, al-Majallah disusun dengan tahapan: Pertama, /ajnat
al-majallah dengan tujuh anggota yang diketuai oleh Ahmad Judat Basha
menyusun muqgaddimah dan buku |. Setelah selesai naskahnya di serahkan
kepada Dewan Guru Besar dan para pakar dan praktisi hukum Islam untuk

keperluan revisi, verifikasi dan validasi. Setelah lolos, naskah kemudian

diserahkan kepada Perdana ) b Basha disertai dengan proposal

kepada Guru BeSal d paka hukum Islam untuk

r
utam
utlﬁ d

diumumkan seba

1. Usul al-

kepada re igani'bi k &'mhdi
%’Proposal pengesahan Tim Majallah dalam Al Haydar, Durar al-Hukkam, 11; Al-Jabi, Al-
Majallah, 39.
%8Buku 111 tertanggal 1 Juni 1870, buku V tertanggal 4 april 1871, buku VI tertanggal 4 Maret
1872, buku VII tertanggal 9 April 1872, buku VII11 tertanggal 29 Juni 1872, buku XI tertanggal 4
Juli 1874, buku XII tertanggal 15 Nopember 1874, buku XIII tertanggal 1876, buku XIV
tertanggal 1 Juli 1876, buku XV dan XVI tertanggal 15 September 1876. Buku terakhir
ditandatangani /ajnat al-majallah sebanyak delapan orang (setelah proses tukar-ganti anggota),
yaitu Ahmad Judat Basha, al-Sayyid Khalil, Sayf al-Din, al-Sayyid Ahmad Khalusi, al-Sayyid
Ahmad Hilmi, Sayf al-Din, ‘Umar Hilmi, dan Abd al-Sattar. Al-Jabi, A/-Majallah, 39-41.
% ALl Haydar, Durar al-Hukkam, 11; Shamil Shahin, Dirasah Mujazah ‘an Majallat al-Ahkam al-
‘Adliyah, cet. I (Damaskus: Dar Ghar Hira’, 2004), 15.
0 Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-“Ad[Tyah, 40.

lam hal perujukan

asarkan hirarkinya,
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yaitu Zahir al-Riwayah, al-Nawadir, dan al-Wagqi‘at. Istihsan
mendapatkan banyak opsi penggunaan mengingat dia sebagai
metode istinbat yang orisinil dari madhhab Hanafi.”' Di samping
itu, telah ditegaskan pada sampul kitabnya bahwa: “Wa ba‘d an
waqa‘at lada al-bab al-‘ali mawqi‘ al-istihsan ta‘allagat al-iradah

al-saniyah bi an takun dustur Ii al-‘amal biha’ (setelah panitia

sampai pada tema is is iradah saniyah memberikan

adimi. Penyusunan
karya Ib garuhi metode dan
sistematikasgem! ';:‘ j / al-Naza’ir karya Taj

al-Suyuti (w. 911 H.)

o W'n

PONOROGO

""Lihat Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 735;
Ya‘qub bin ‘Abd al-Wahhab al-Bahasin, al-Istiisan: Haqiqatuh, Anwa‘uh, Hujjiyatuh,
Tatbiqatuh al-Mu‘asarah, cet. I (Riyad: Maktabat al-Rushd-Nashirun, 2007), 48.

"*Lajnah Mu’allifah, a/-Majallah, 1.

PIbid., 15; ‘Ali Ahmad Ghulam Muhammad al-Nadwi, “Al-Qawa‘id al-Fighiyah wa Atharuha fi
al-Figh al-Islami,” (Tesis, Universitas Umm al-Qura, Makkah, 1984), 136.

™ Al-Nadwi, “Al-Qawa‘id al-Fighiyah wa Atharuha fi al-Figh al-Islami,”, 147.
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4. Majallat al-Ahkam al- ‘Adliyah. Antara Figh dan al-Qawa ‘id al-Fighiyah.

Menurut al-Nadwi,”

al-Mayjallah laksana sebuah ensiklopedi
hukum Islam dalam bidang mu‘amalah mengingat pembahasannya fokus
kepada masalah transaksi dan perniagaan. Adapun al-Majallah

dikategorikan karya dalam bidang kaidah fikih karena diawali pada

mugaddimahnya dengan kumpulan al-gawa‘id al-fighiyah (99 kaidah). A/-

gawa‘id al-fighiyah terse ; A dari al-Ashbah wa al-Naza’ir

afi, semisal
materi  ke-86. : sebagian mekanisme
aplikasinya.”® Di kecil) kaidah -ketika

dianalisa- tidak 7 qhiyah dalam arti

terminologis, akarigetﬂ : UB aﬂaﬁ‘jﬁl-gﬁyab, yaitu semisal

> Al-Nadawi, “Al-Qawa‘id al-Fighiyah”, 150.

"®Proposal pengesahan Tim Majallah dalam ATl Haydar, Durar al-Hukkam, 11; ‘Abd al-*Aziz
Muhammad ‘Azzam, al-Qawa ‘id al-Fighiyah (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), 54.

7’Shamil Shahin, Dirasah Mujazah ‘an Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, cet. 1 (Damaskus: Dar
Ghar Hira’, 2004), 18.

"Ibid., 18. Materi ke-86 berbunyi oseiZ Y Sllalis 3331 (imbalan dan denda tidak bisa
berkumpul jadi satu).
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pasal 12, 13, 14, dan 64.”° Kemungkinannya, kaidah-kaidah tersebut
dicantumkan karena diperlukan dan seringnya digunakan dalam referensi
fikih. Sebagian besar lainnya adalah berupa dabit, yaitu kaidah yang

berlaku hanya pada satu bab tertentu.

B. Sharh-Sharh Kitab Majallat al-Ahkam al-‘Adffyah

Al-Majallah memiliki | ma etak, dan empatpuluh delapan

e

yang penulis gunakan'$ébagai | pel'l an yaitu

1. Jami* ar]-Adj]]arbI ‘ala MéWéd?d‘;zl-Mz;;]lab karya ‘Izz Talu Najib Bik
Hawawini.

2. Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam karya Ali Haydar Afandi.

3. Sharh al-Majallah karya llyas Matar.

4. Sharh al-Majallah karya Muhammad Khalid al-Atasi dan Muhammad

Tahir al-Atasi.

"Bunyi pasal atau materi ke-12348, Ara bagai berikut:
' I fazdy S 5 2T
(Pada dasarnya ucapan itu dimakha i artihaki
B i 5 iy 5 §

(Dilalah yang berhadapan denﬁ pﬂlN i3k olER, oilfiR ainagan)
S U IR R

(Ijtihad tidak berlaku di dalam area nass)

ENR RV LSS o P S s ALl
(Dalil yang mutlak akan berlaku sebagaimana kemutlakannya selama tidak ada dalil yang
membatasinya, baik berupa nass ataupun dalalah)
$0Shahin, Dirasah Mujazah ‘an Majallat al-Ahkam al-‘Ad[yah, 39-40; ‘Abd al-°Aziz Muhammad
‘Azzam, al-Qawa‘id al-Fighiyah (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), 43-59; Samir Mazin al-Qubbaj,
Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah: Masadiruha wa Atharuha fi Qawanin al-Shirq al-Islami, cet. 1
(Yordania: Dar al-Fath li al-Dirasat wa al-Nashr, 2008), 57-74; Bassam ‘Abd al-Wahhab al-Jabi,
Al-Majallah: Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah wa Ma‘aha Qarar Huquq al-‘A’ilah i al-Nikah al-
Madani wa al-Talag, cet. 1 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 43-54.
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5. Mir’at al-Majallah Karya Y usuf Asaf.

6. Tahrir al-Majallah karya Muhammad al-Husein Al Kashif al-Ghita’.
7. Sharh al-Qawa‘id al-Fighiyah karya Ahmad bin Muhammad al-Zarqa.
8. Al-Madkhal al-Figh al-‘Amm karya Mustafa bin Ahmad al-Zarqa.

9. Al-Qawa‘id al-Fighiyah Ma“ al-Sharh al-Mujaz karya ‘Azat ‘Ubeid

al-Da‘as.
C. Referensi Induk yang Diadopsi itab Maja at al-Ahkam al-°‘Adliyah
Secara umum, m 'Jah bersumber dari Kitab-
kitab fikih umum besel ’ ,""'; 3 I' Al fikih madhhab Hanafi

h, Kitab-kitab wusul al-
figh, dan kitab-kitab ara khusus, referensi

Kitab Majallat al-Ahi bagai berikut:

1. Referensi fikih ye upake Crydsyn ma -materi dalam kitab

usun al-Mayjallah
menyesuaikan klasifikasi hab Hanafi. Di dalam
madhhab Hanafi, sikan menjadi tiga
tingkatan, yaitu: 1)84ah aditgdan 3) al-Wagi‘at*

Zahir al- nf beH anﬁalgan%rﬂsalahan pokok —oleh

karenanya disebut juga a/-usul- yang terdapat dalam enam kitab, yaitu 1)

¥!Shahin, Dirasah Mujazah ‘an Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, 18.

%2 Zahir al-riwayah yaitu diskursus fikih yang diriwayatkan oleh para pendiri madhhab, yaitu Abu
Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Shaybani di dalam enam kitab pokok (a/l-usui).
Sedangkan a/-Nawadir adalah riwayat mereka di selain enam kitab tersebut, dan riwayat-riwayat
pribadi Imam lain. Adapun a/-Wagi‘at adalah fatwa-fatwa hasil istinbat murid-murid mereka dan
generasi sesudahnya di dalam peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan riwayat mereka
tentangnya. Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al- ‘Adliyah, 77-79.
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al-Mabsut, 2) al-Jami‘ al-Saghir, 3) al-Jami‘ al-Kabir, 4) al-Siyar al-
Saghir, 5) al-Siyar al-Kabir, 6) al-Ziyadat. Semuanya adalah karya
Muhammad bin Hasan al-Shaybani (w. 334 H.). Keenam Kitab tersebut
beliau kumpulkan dalam satu kitab yang bernama a/-Kafi, kemudian kitab
ini disharahi oleh al-Sharakhsi (w. 490 H.) di dalam kitabnya a/-Mabsut.>*

Sedangkan a/-Nawadir adalah selain kitab-kitab zahir al-riwayah di atas,

1-Shaybani semisal kitab a/-

Muhammad al-Shay . salba/dM ylriac arye Hasan bin Ziyad dan
k adakalanya berupa
riwayat pribadi sg Mu‘alla bin Mansur.
Adapun al-Wagqi

Kitab-kital stelah’ ami p yaringan, pengeditan,

revisi, kombin

(al-muta’akhkhirun), yaitu:

Bukhari (w. 673 B4, g2 Abu al-Husayn al-
Qaduri (w. 428 H)38) anz a fi (Ww.520 H.), 4) al-Mukhtar
karya al-Mausali % w ﬁ, Wt‘)a[ﬁabﬁfn karya al-Ba‘labaki

(w. 694 H.).%°

8)bid., 77, 80.
®bid., 77-78.
®|bid., 81-83.
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2. Referensi al-gawa‘id al-fighiyah yang digunakan menyusun kaidah-
kaidah fikih dalam kitab Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah.
Dalam meyusunan kaidah-kaidah fikih di dalamnya, Tim penyusun
al-Majallah bersandar kepada dua referensi penting, yaitu kitab a/-Ashbah
wa al-Naza’ir Karya Ibn Nujaym (w. 970 H.) dan penutup kitab Majami‘

al-Haqa’ig karya Tbn Sa ‘id al-Khadimi (w. 1176 H.) dari madhhab

Hanafi®®

wa al-Naza’ir kar | aj '_ ] . ) dan Jalal al-Din al-
Suyuti (w. 911 - | akan-akan a/-Ashbah
karya al-Suyuti 87 Kitab ini memiliki
beberapa sharh di 1 ) ral-Bash : ‘Ala al-Ashbah wa al-
Naza'ir karya al-Ch A0 f 1 al-Basha’ir Sharh
al-Ashba a 1rk al-Ffame . mdat Dhawi

al-Basha’ir Ii Hill Muhimmat™e i wa al-Naza’ir karya Ibn Biri (w.

1099 H)), 4) ¢ y al-Naza’ir Karya al-
Husayni (w. 1172 8.8

Kitab Mampz d—iﬁa 6dﬁhlb)lﬁa]6hadlml dengan suatu

penutup (khatimah)® yang menyebutkan sekitar seratus limapuluh empat

(154) kaidah kulliyah sesuai urutan abjad. Kitab ini memiliki beberapa

% Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-“Adliyah, 92-100.

¥Ibid., 15; ‘Ali Ahmad Ghulam Muhammad al-Nadwi, “Al-Qawa‘id al-Fighiyah wa Atharuha fi
al-Figh al-Islami,” (Tesis, Universitas Umm al-Qura, Makkah, 1984), 136.

*bid., 137-142; Lihat juga Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-‘Ad[Tyah, 93-94.

#Redaksi judul penutup kitab ini yaitu: “Khatimah f7 qa‘idah kulliyah aw akthariyah muhimmah
nafi‘al’. Lihat Abu Sa‘id Muhammad bin Mustafa al-Khadimi, Majami‘ al-Haga’iq, cet. |
(Istanbul: Mahmud Bik, 1318 H), 366.
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sharh, di antaranya yaitu: 1) Manati‘ al-Daga‘iq Sharh Majami‘ al-
Haqga’ig karya Hasari (w. 1215 H.), 2) Sharh Majami‘ al-Khadimi karya
Najib al-‘Inatabi.*® Karya al-Khadimi ini banyak mengadopsi kaidah-
kaidah fikih dalam al-Ashbah wa al-Naza’irkarya Ibn Nujaym.®* Sehingga
dapat dipahami bahwa secara tidak langsung kitab ini terpengaruhi metode

dan sistematika a/-Ashbah wa al-Naza’ir karya al-Subki dan al-Suyuti.

Dengan kata lain, adanya pe dshbah wa al-Naza’ir Karya al-

D. KELEBIHAN DA MAJALL AL-AHKAM AL-

Sebagai sebuahificar GRlGBReK lepasitéri kelebihan (mazaya,

mahasir) dan kekurangan Cauab). Ceduanyasdlitirarkan sebagai berikut.

a. Keistimewaan dari sisi ity yang b tuk undang-undang.
1) Berben dari'SISi urutan, penomoran,

dan teknikipe

2) Redaksi”a Q)iNn@hni@arﬁonada referensi fikih

maupun undang-undang induk.

" Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, 94; al-Nadwi, “Al-Qawa‘id al-Fighiyah wa
Atharuha fi al-Figh al-Islami,”, 147-149.

*' Al-Nadwi, “Al-Qawa‘id al-Fighiyah wa Atharuha fi al-Figh al-Islami,”, 147.

2 Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, 307-310; Lihat juga Muhammad al-Hasan al-Bagha,
“al-Taqnin fi Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah”, Jurnal Fakultas IImu Ekonomi dan Hukum, vol. 25,
nomor Il (Damaskus: Universitas Damaskus, 2009), 764.
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3) Mudah mencari status hukum tertentu karena sudah terkodifikasi
dalam satu buku.
b. Keistimewaan karena menjadi perintis dan pionir.*?
c. Keistimewaan karena kerangkanya.
1) Sitematika pembahasan tema di dalamnya runtut sesuai dengan

kitab-kitab fikih.

2) Problematika dan b asifikasikan ke dalam satu kitab
4

,/

d. Keistimewaal ( : afll Hal ini karena al-

tagnin) hukum Islam, jika dite an kesalahan dan kerancuan maka

'0 lvmg-undang. Di dalam

batang tubuh Jo&sAliy NG/ € %) @itk tfdepat redaksi penjelas

yang seharusnya masuk dalam kategori tafsiran atau penjelasan.

adalah sesuatu ya

a. Kekurangan

b. Kekurangan dalam segi formatnya.

%Lahirnya al-Majallah merupakan terobosan baru dalam sejarah kodifikasi hukum Islam, metode
studi, dan cara penyusunannya. Di samping menunjukkan kepada para pakar undang-undang Barat
bahwa ahli fikih dan pakar undang-undang Islam mampu mengikuti gerak zaman dengan kekayaan
khazanah fikih yang tidak mudah. Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al- ‘Adliyah, 309.

*Ibid., 310-316.

% Al-Qubbaj, Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, 310, 315.
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1) Masih mengandung hukum-hukum formal, seperti prinsip-
prinsip beracara. Padahal undang-undang modern hanya memuat
hukum materiel/tematik, bukan hukum formil.

2) Masih dijumpai pembahasan yang masih campur, tidak urut dan
sistematis.

3) Gaya pembahasannya masih sederhana, tidak berpijak pada

Kekurangan dalam j mati , : ah yang hanya memakai
memenuhi kebutuhan

paharuan. Kebutuhan

ndangan

saksi saja.
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BAB Il

KAIDAH TAZAHUM AL-MAFASID

A. Konsep Kaidah Tazahum al-Mafasid

1. Pengertian Kaidah 7azahum al-Ma#asi

kejaran (1’1t1'.tzim).9 ; ., [ Ram he a kondisi yang terjadi
an.” Sedangkan al-

mafasid merupaki afsadah -antonim dari

sama mengandu lah satunya berarti

~
=

]
Y
3
QD
£,
o
QD
=
=}
=
o
QD
(%2}
QD
=
~
QD
S5

mengharuskan ja

PONOROGO

%Ibn Manzur, “zaham”, Lisan al-‘Arab, vol. XX (Kairo: Dar al-Ma “arif, t.t.), 1819; Majma‘ al-
Lughah al-‘Arabiyah, “zahamal’, al-Mu‘jam al-Wasit, cet. IV (Saudi Arabia: Maktabah al-
Su‘udiyah, 2004), 390.

7Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa‘di, A/-Qawa‘id al-Fighiyah: al-Manzumah wa Sharhuha , cet. 1
(Kuwait: al-Muraqabah al-Thaqafiyah, 2007), 118.

®Manzur, “fasad’, Lisan al-‘Arab, vol. XXXVI, 3412.

*Majma‘ al-Lughah al-Arabiyah, “fasad’, al-Mu ‘jam al-Wasit, 688.

172z al-Din ‘Abd al-*AZiz ibn ‘Abd al-Salam, al-Qawa‘id al-Kubra al-Mawsum bi al-Qawa‘id al-
Ahkam fi Islah al-Anam, vol. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, t.t.), 15.

%1Sa‘d bin Nasir al-Shithri, Sharh al-Manziumah al-Sa‘diyah fi al-Qawa‘id al-Fighiyah, cet. 11
(Riyad: Dar Ishbiliya, 2005), 60.
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pada pernyataan ‘Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa‘di (w. 1376 H.) dalam

manzumalmya:

ad] 3 o JEY 2k, ng Jisas 5}\“ S
Gl e B3 LS @t 2o s

Apabila beberapa kemaslahatan saling bertentangan, maka
(harus) didahulukan  kemaslahatan yang tertinggi
(tingkatannya). Dan sebaliknya, apabila beberapa bahaya
saling bertentangan, & haya yang terendah yang
diambil.*?

Al-Shithri menamb ini sering dilupakan
4

banyak orang, yesatkan.'®® Artinya

bahwa kaidah ini di yang cerdas dalam

menimbang maneé

|

untuk dilaksana <

g harus didahulukan
rusakan yang harus
didahulukan unt h 5ing keduanya terjadi
secara be arkan Kketika
seseorang masukemasji ap | elakukan salat zahiyat

al-masjid padahal salat jam’a dimulai, sebagaimana tidak dapat
dibenarkan juga anya hilang karena
menolak makan dapatffenyelamatkannya.'®

Dalam konteks RehdfPeJein@BaeE diSonf@h k€M pada kasus aktual

semisal menerima Bank sebagai komponen penting dalam menjalankan

roda ekonomi negara daripada mengharamkannya, dan menerima Negara

192¢ Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa‘di, A/-Qawa‘id al-Fighiyah: al-Manziumah wa Sharhuha , cet.
I (Kuwait: al-Muraqabah al-Thaqafiyah, 2007), 118-121; Idem, Manzumat al-Qawa‘id al-
Fighiyah, cet. I (Riyad: Dar al-Mayman li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2010), 10. Bait ke 13-14.

' A1-Shithri, Sharh al-Manzumah al-Sa‘diyah, 57.

*Ibid., 58, 60.
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Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan sistem
pemerintahan yang final dan shar 7 daripada mendirikan Negara Islam.
Pola pikir kaidah dan uraian di atas didasarkan pada suatu

ungkapan:

(..l}_’; 6,0\ J.eL,J\ L:\ cJMJ\ O J.A-\ (..l.ij Ls.d\ JAL,J\ u‘“‘J
S g i

“Orang cerdas bukg g Mmicngetahui kebaikan dari
keburukan | ‘ erdas adalah  yang
mengetahui y ebaikan dan yang

A jika seorang dokter
menemukan dua - i dalgfy Sail akd dia akan mengobati
penyakit yang leb ! ‘“-.;;“ . ga disepakati bahwa

adanya seorang p '-:—_:. _' aljin daripada kekosongan

PONOROGCO

“Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.”

pemirnpin.106
2. Mekanisme Pe

Di antara dakil yang men)al iditas kaidah ini yaitu al-

Qur’an, 2: 172. ¥

" Tagiyuddin Ahmad ibn Taymiyah al-Harrani, Majmu‘at al-Fatawa, vol. XX (T.t.: Dar al-Wafa,
t.t.), 33.

1%Sebagian cendekiawan (ugala’) berkata: “Enampuluh tahun di bawah kekuasaan sultan yang
zalim lebih baik daripada sehari semalam tanpa seorang sultan.” Ibid.

197 A1-Shithri, Sharh al-Manzumah al-Sa‘diyah, 60.
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Di dalam ayat ini terdapat pertentangan antara dua mafSadah, yaitu
kehilangan nyawa dan makan bangkai (jika tidak ingin mati maka harus
makan bangkai, dan jika tidak makan bangkai maka akan mati). Maka
prosedur legalnya adalah mafsadah yang lebih berat dijaga dengan cara
dijauhi -yaitu kehilangan nyawa- walaupun menyebabkan jatuh kepada

mafsadah yang lebih ringan —yaitu makan bangkai-.'® Status mafsadah

yang lebih ringan ini menjadi

agsi (£2/7 ithm).

- = =111 ]
menyebabkan jat opa /l nlnggalkan walaupun
8 1bid. - ‘

12z al-Din ‘Abd al-‘Aziz bnp MaWSLIm bi Qawa‘id al-
Ahkam fi Islah al-Anam, cet. 1, vol. amaskus Dar a Qa am, 00

WOAL-Shithri, Sharh al-Manzimah al-Sa‘diyah, 60; Al-Sa‘di, Al Qawé‘id al-Fighiyah: al-
Manzumah wa Sharhuha , 121.

"Mafasid hagiqi yaitu semua kesusahan ( a/-ghumuun) dan rasa sakit (al-alam), sedangkan majazi
yaitu faktor-faktor penyebabnya (asbabuha). Terkadang faktor penyebab mafsadah adalah
maslahah, sehingga maslahah ini dilarang. Bukan karena statusnya sebagai mas/ahah, akan tetapi
karena keberadaannya sebagai pengantar kepada mafSadah.

Masalih juga terbagi kepada haqiqi dan majazi. Masalih haqiqi yaitu semua kesenangan (a/-
aftall) dan kelezatan (al-ladhdhat), sedangkan majazi yaitu faktor-faktor penyebabnya. terkadang
faktor penyebab maslahah adalah mafsadah, sehingga mafSadah ini diperintahkan. Bukan karena
statusnya sebagai mafsadah, akan tetapi karena keberadaannya sebagai pengantar kepada
maslahah. Majaz tersebut masuk dalam kategori tasmiyyat al-sabab bi ism al-musabbab
(mengucapkan sebab dengan sebutan akibat). Ibn ‘Abd al-Salam, a/-Qawa ‘id al-Kubra, 18-19.



45

jatuh kepada sagha’ir, mafsadah publik ditinggalkan walaupun jatuh
kepada mafsadah privat, dan sagha’ir ditinggalkan walaupun jatuh kepada
makruhat*? Pada mekanisme sederhananya dapat diuraikan sebagai
berikut:

1. Apabila dua mafsadah berupa haram dan makruh, maka dipilih yang

makruh.

2. Apabila keduanya samas 8, haram maka dipilih yang lebih

mafsadah publik masuk [yan berat atau tinggi (a/-
ashadd atau al-a‘

masuk dalam kateg a endah (a/-akhaft atau al-

Kriteria Tingkatan Afafasi

Perilaku palf@) masiahah (al-aslah)
kemudian yang i -aslah)4di bawahnya, dan
meninggalkan sesﬁu?arypﬂgmega@algsad) kemudian yang

lebih merusak (7a al-afsad) sudah tertanam secara alami di dalam karakter

hamba sebagai fitrah dari Tuhannya.!’* Karena sebagian besar

kemaslahatan dunia dan mafasidnya —begitu juga sebagian besar hukum

Y2Al-Sa‘di, Al-Qawa‘id al-Fighiyah: al-Manziumah wa Sharhuha , 121.

131pid.

"Ibn ‘Abd al-Salam, al-Qawa‘id al-Kubra, 9.
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Islam (shari‘ah)- dapat diketahui dengan logika (al-‘agl).*™® Adapun
kemaslahatan akhirat dan mafasidhya hanya dapat diketahui dengan
wahyu (al-nagl).**°

Redaksi-redaksi yang merujuk kepada mafasid yaitu al-sharr

(keburukan), al-darr (bahaya), dan al-sayyi’at (perbuatan-perbuatan

tercela). Kebalikannya, maslahah menggunakan redaksi a/-khayr

(kebajikan), al-naf* (berm - 2/-hasanat (perbuatan-perbuatan

4
S

lung maslahah dunia-
akhirat maupun lam setiap larangan
dipastikan mengs aupun salah satunya.

Akan tetapi tidak hal itu dikarenakan

faktor sulitnya dilakse akan t : kerusakan yang

faktor sulitnya  ditinggalka arena adanya kebaikan yang

menghalanginya.'
Masing-m Jaha dah tefBagi kepada tingkatan

yang berbeda, yefy &gﬁarderiig%(ﬁ),ﬁrendah (adna), dan

"51bid., 7. Kemaslahatan dunia dan mafasidhya beserta faktor-faktor penyebabnya dapat diketahui
dengan kemestian (al-darurat), eksperimen (al-tajarub), tradisi (al- ‘adat), persepsi yang legal (a/-
zunun al-mu ‘tabarat). Apabila masih samar dapat diketahui dengan dalil-dalilnya. Idem., 13.
"°Ibid., 11. Apabila masih samar dapat diketahui dengan dalil-dalil shar‘, yaitu al-Kitab, al-
151”511111.211, al-Ijma’“, al-Qiyas yang legal, dan istidlal yang valid. Idem., 13.

Ibid., 7.
"1bid., 11, 7.
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menengah  (yatawassat  baynahuma). Masing-masing adakalanya
disepakati dan diperselisihkan.'"’

Semua perbuatan hamba yang menjadi sebab timbulnya mas/ahah
statusnya diperintahkan. Kuat tidaknya perintah tergantung pada tingkatan
kebaikannya. Sedangkan perbuatan yang menjadi sebab mafSadah

statusnya dilarang. Dan kuat tidaknya larangan tergantung pada tingkatan

kerusakannya.'?°

4. Bidang Obyek ;;*";"
Berbicara ? h A i berbicara masiahah

karena adanya ‘ | . ya. Maslahah dalam
perspektif disipli jadi inti visi-misinya

dengan redaksi:

| e i)

ebut me utuh berikut:

.qu\.:uJ\ r CSL;a_:J\ "\Mc\
“Menarik saka

Peringkasan menjadi@Befalo (Rideh €3rs&bt @ikarenakan menolak

kerusakan adalah termasuk kategori dari menarik kebaikan. Kaidah inilah

Separo kaidah

bid., 11.

"Ibid., 14-15.

21AL- Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza’ir, 31; Al-Fadani, al-Fawa’id al-Janiyah, vol. 1, 91-92; Al-
Shahari, Idah al-Qawa‘id al-Fighiyah, 5.

221pid.
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yang menjadi referensi semua problematika fikih.'>® Sehingga dapat
dipahami bahwa bidang garapan kaidah tazahum al-maftasid adalah separo
dari keseluruhan problematika fikih, yaitu khusus dalam ranah menolak
kerusakan. Dan ketika terjadi pertentangan antara jalb al-masalih dan dar’
al-mafasid maka harus didahulukan dar’ al-mafasid'** Hal ini

dikarenakan masalah larangan (a/-manhiyat) lebih mendapat perhatian

125

Sang Legislator daripada mas (al-ma’murat).

Dalam _,-;:'“ Siplin_usul al-figlthg masuk dalam teori besar

al-figh masuk dal b habyke {asabid al-adillah, yang di dalamnya
raian di atas maka
pembahasan Kaic a perspektif disiplin

tersebut merupake

Definisi h etimologi maupun
terminologi men

S K0 s PN ORQG R

<

ol S8 B s 3 el B

.z

“Kaidah secara bahasa berarti dasar atau pokok sesuatu.
Sedangkan menurut istilah pakar fikih adalah hukum

1231
Ibid.
1241 ihat materi ke-30 dalam ATi Haydar, Durar al-Hukkam, vol. 1, 41.
B Al-Suyuti, Al-Ashbah wa al-Naza'ir, 31; Al-Shithri, Sharh al-Manziumah al-Sa‘diyah, 61.
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universal atau mayoritas yang digunakan untuk mengetahui
hukum partikular-partikular (nya).”*?°
Dalam hal cakupan mediumnya, definisi di atas lebih mengakomodasi
antara dua pendapat yang saling berlawanan bahwa kaidah fikih bersifat
kulliyah (universal) ataupun mayoritas (aghlabiyah, akthariyah). Pendapat
lain mendudukkan bahwa universalitas tersebut merupakan sifat

redaksinya, sedangkan mayoritas merupakan sifat pengapikasiannya.*?’

2. Validitas al-Qawa‘id al-Fighiyal

1) Al-gawa‘id 7 cl hujj. abila berupa nass (al-
Kitab mauptil undalp, 12 Sigers ' da dalil-dalil yang
ap (istigra’ tamm),"’

atau bersandar ipAtAREatltali Levar Rhtalaf 7h, dengan syarat

tidak adanya I 1y bisa menyelesaikan

2. Al-gawa‘id 7 iela ijadli hujjah, yaitu apabila

berdasar pad i ti qra Mgqis)."** Pendapat ini

"2°ATi Haydar, Durar al-Hukkangm 9

"Jamal Shakir Yusuf ‘AbZPAHéQ aMusgm% g] a -Qa%‘id al-Fighiyah: Dirasah
Nazariyah Tatbigiyah (Disertasi, Universitas Yordania, Yordania, 2008), 164.

"8 ATi Haydar, Durar al-Hukkam, 40.

'2¢ Abd Allah, a/-Mustathnayat min al-Qawa‘id al-Fighfyah, 168.

0 [stigra’ tamm yaitu menetapkan hukum pada partikular lain karena tetapnya hukum tersebut
pada universalnya secara menyeluruh dan menghabiskan semua partikularnya. Istigra’ tamm
menurut usulfyun merupakan dalil gath7 <Abd Allah, A/-Mustathnayat, 168; Al-Mahalli, Sharh
Matn Jam* al-Jawami‘, vol. 2, 345; Al-Ansari, Ghayat al-Wusul, 138.

BIAL-Burnu, al-Wajiz, 42.

2 [stigra’ naqis yaitu menetapkan hukum pada partikular lain karena tetapnya hukum tersebut
pada universalnya secara mayoritas dalam partikularnya. Istigra’ nagis menurut usulfyun hanya
setingkat dalil zanni saja (probable). ‘Abd Allah, al-Mustathnayat, 168; Al-Mahalli, Sharh Matn
Jam* al-Jawami", vol. 2, 346; Al-Ansari, Ghayat al-Wusul, 138. Sebab lain yang menghalangi
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dikemukakan oleh al-Juwayni, Ibn Daqiq al-‘id, al-Zarqa’, al-
Hamawi, dan Ibn Nujaym. Dan pendapat ini diadopsi oleh a/-
Majallah. Tetapi menurut kelompok al-Qarafi, al-Suyuti, dan Ibn
Bashir al-Maliki, a/-gawa‘id al-fighiyah tetap bisa dijadikan Aujjah.">

Panitia penyusunan al-Majallah menyatakan di dalam

proposalnya bahwa :

e s 1 G R a8

&) o5 (e 30215 )

Sl GLUPLAp SEELERLI @ Gl oL o
S ¢ | O3k Gyl

1~ FAPIPE RN i <
e (A ES R WPy
- e

“Para haki
riwayat yang

erpegang pada
utuskan hukum
hanya denga Bari kaidah ini,
walaup 2 idah)
ug al dala ara ¢ isi
maupun peneliti dengan dalil-

ﬁ

dalilnya da Uruh™pec an) aka rujuk secara
khusus kepadanya. Dan de Kaidah-kaidah ini, seseorang
dapat menga Si ni ai hukum agama

yang mulia, a

Menurut
yang disampaikg 09 !ﬂzﬁaﬁlﬁn@i%n Nujaym dan a/-

Majallah masih bersifat umum dan perlu penjelasan yang terperinci. Oleh

lah mutlak. Dan apa

dijadikannya /Aujjah adalah kebanyakan al-gawa‘id al-fighiyah tidak lepas dari kasus
pengecualian (al-mustathnayat). Sehingga bisa jadi kasus yang dikaji adalah merupakan kasus
yang menjadi mustathnayatya. Al-Zarqa, Sharh al-Qawa ‘id al-Fighiyah, 35; Al-Burnu, al-Wajiz,
39.

*Ibid., 169-170.

4 ATi Haydar, Durar al-Hukkam, 11.

S A1-Burnu, al-Wajiz, 40-43.
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karenanya, untuk menentukan status a/-gawa‘id al-fighiyah masih bisa
dilihat dari sumber asalnya, dan dari ada-tidaknya landasan dalil bagi
kasus yang dikaji.

Dan termasuk keistimewaan al-Majallah yang tidak dimiliki oleh
referensi kaidah-kiadah fikih yang lain adalah bersifat mengikat dan

keharusan untuk mengamalkannya, mengingat a/-Majallah adalah sebuah

ganun yang diundangkan : gleh pemerintah terhadap semua

“Maka apabila PENe iangPerang Islah memerintahkan
AN satu pendapat

r cara tersurat maupun
i MW. 8855 H)B@i dalam permulaan

3. Fungsi al-Qawa
Fungsi al as
tersirat oleh peray@at

pasalnya:

PONOROGO

~
o % 0 &T <

@\éh&&}c}hgg(a) c;;%ﬁ&sjw\jgu&Y$z)5d (i.l}«
(©) colatally aedd 3 FaE5 (b) ol odxTis cas)iag
S g Pl s 8T 8355 (d) (2 SUyT e ks

N—

1¥pid., 13.
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;Lu\ 43;&6 4.4.9.3\ Libu,a\up_’u

EAN

“Ketahuilah bahwa ilmu al-ashbah wa al-naza’ir (al-gawa ‘id
al-fighiyah) adalah penting sekali (a) agar orang bisa
menemukan hakikat, dalil, sumber dan rahasia figh. (b) Juga
agar orang mendapatkan cara istimewa dalam memahami figh
serta selalu siap dengan ketentuan figh yang diperlukannya.
(c) Orang juga akan mencapai kemampuan untuk melakukan
ilhag dan takhrij (proses mendeduksi hukum baru berdasarkan
kaidah) dan (d) mengetahui hukum kasus-kasus yang baru
yang belum disebut (dalam al-Qur'an dan Hadis) yang
memang akan terus menerus timbul. Karenanya ada di antara
kita yang mengatakan bahwa hakikat figh adalah mengetahui
naza’ir (padanan-padanan).”’ 137 )

Huruf (a) sampai , .» i tafgilyluruf (b) mengandung
isyarat fungsi ger -_ i. ul I (E)) : ukkan fungsi istinbat

al-ahkam, (e) nj ilgtex, BYang mana keduanya

kerjanya, juge | inya dalam ranah
metodologi pengembangan hukd akhrij) lewat metode i/haq al-masa’il
bi naza’iriha (me n ka dananfYa) atau biasa disebut
dengan metode /g, alegik kasusi@lengan kasus lainnya
(yang sudah manEq ﬂanﬂ Bnﬂ)ﬂnﬁempunyai kesamaan
hikmah (bukan ‘i//ah) dengan meniru cara kerja giyas dalam disiplin usu/

al-figh (dalam hal ini masuk dalam varian giyas shabah). Hal ini untuk

beristidlal dalam rangka mengantisipasi dan menyikapi fenomena

"Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin al-Kamal al-Suyuti, A/-Ashbah wa al-Naza’ir fi al-Qawa‘id
al-Fighiyah (Kairo: al-Maktab al-Thaqafi, 2007), 25.
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problematika kehidupan yang tidak terbatas versus pedoman hukum (nass)

yang terbatas.

4. Kaidah Tazahum al-Mafasid dalam al-Qawa ‘id al-Fighiyah.
Kaidah tazahum al-mafasid merupakan cabang dari kaidah

universal mayor (al-qa‘idah al-kulliyah al-kubra) yang keempat tentang

bahaya yaitu al-darar yuzay arus  dilenyapkan).’*® Di dalam

madhhab Hanafi, uru erjadi tazahum al-mafasid
yaitu:139
_ Y5 572 9
“Tidak bo ulk n Bap /2 mbangi dengan
bahayay Ny

Yo

2 }C?* j};j‘

// - ‘J/.é y j/&' ‘

“Bahaya tidak bo n bahaya yang
sepadan.” '
> Ra up J,,aj‘ s s

“Bahaya ygmﬁﬁ Buith@gwgdwtuk menolak

bahaya yan
Di dalam a/-Majallah terdapat empat kaidah yang masuk dalam

kategori tazahum al-matasid, yaitu:**°

138Al-Suyﬁﬁ, al-Ashbah wa al-Naza’ir, 122; Ibn Nujaym, al-Ashbah wa al-Naza’ir, 94.
"“Muhammad Mustafa al-Zuhayli, al-Qawa‘id al-Fighiyah wa Tatbigatuha fi al-Madhahib al-
Fighiyah, cet. 111, vol. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 199-237.

'°Lajnah Mu’allifah, al-Majallah, cet. | (Beirut: al-Matba ‘ah al-Adabiyah, 1302/1884), 27.
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BB 5o @l Solh S fRs -

“Bahaya yang khusus ditanggung untuk menolak bahaya
yang umum.”**

el gy Ji AW 5

“Bahaya yang lebih berat dihilangkan dengan bahaya yang
lebih ringan.”**?

(=3 Obduds (pa5 15 Ly

“Apabila bertentangan maka
kerusakan yang 0es hayasya dijaga dengan
melakukan kel e

pahaya yang
ahaya yang

ut tamipek jelas adanya dua

ﬁfb ah, darar, dan sharr)
yang saling bertentangan. Dari runtutan kaidah-kaidah di atas

tampak bahwa kaidah ke-26 adalah saudara kaidah ke-27, dan kaidah

"“"Materi ke-26. Ibid.

'*Materi ke-27. bid.

'"*Materi ke-28. Lajnah Mu’allifah, al-Majallah, 27.

'**Materi ke-29. Lajnah Mu’allifah, al-Majallah, 27.

Idah al-Masalik ila Qawa‘id al-Imam Malik dalam Muhammad Sidqi bin Ahmad bin
Muhammad al-Burnu, a/-Wajiz 7 Idah al-Qawa‘id al-Fighiyah al-Kulliyah (Beirut: Mu’assasat al-
Risalah, 1996), 260.
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ke-27, 28, dan 29 adalah sebanding, sama, dan tunggal dalam

hakikat, makna dan cabangannya, walaupun berbeda redaksi.**®

C. Kaidah Tazahum al-Mafasid Perspektif Disiplin Usul al-Figh.
1. Pengertian Usul al-Figh.

Madhhab al-Shafi‘i mendgfinisikan disiplin usu/ al-figh dengan

mengetahui dalil-dalil ; ' e penggunaannya dan kriteria
penggunanya —‘:?f.;";:: rSe anglo h, ama’ (madhhab Hanafi,
Maliki, dan Hanbdll) menge getahui kaidah-kaidah
yang bisa digune | dalil-dalilnya yang
terperinci.'¥’

Dari defin | atas dap mi fungsi ul al-figh adalah ilmu

sumbernya (adillat al-

. Validitas Usul

Validitas i obyek, tujuan dan

manfaat mempel h adalah dalil-dalil

kulliyah dan pretuk-p arinya.

PONOROGO

mengaplikasikan produk berupa hukum-hukum tersebut terhadap

Tujuannya yaitu

'“*Muhammad Khalid al-Atasi dan Muhammad Tahir al-Atasi, Sharh al-Majallah, cet. I, vol. I
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2016), 63, 65; Lihat juga Haydar, Durar al-Hukkam, vol. 1, 41.
"Djkecualikan pertama, kaidah-kaidah yang tidak bisa digunakan untuk istinbat al-ahkam seperti
kaidah yang terbatas kepada dirinya sendiri dan kaidah fikih. Kedua, kaidah-kaidah yang bisa
digunakan istinbat tetapi selain hukum, seperti kaidah ilmu arsitek dan matematika. Termasuk di
dalamnya kaidah-kaidah yang bisa digunakan untuk istinbat al-ahkam dari aspek yang jauh,
seperti kaidah ilmu nahwu. Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, cet. 1 (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1986), 23-24.

“*bid., 27.
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perbuatan dan ucapan manusia.**® Sedangkan manfaatnya dapat dipilah
kepada beberapa aspek, yaitu manfaat kesejarahan, manfaat akademis dan
praktis, manfaat dalam 7jtihad, manfaat dalam bidang perbandingan, dan
manfaat keagamaan.**°

Manfaat akademis dan praktis ( ‘//miyah wa ‘amaliyah)nya yaitu

menghasilkan kemampuan menggali hukum dari dalilnya (bagi mujtahid),

enggali hukum, dan
membekali para i (-0 ghdan pefagkat yang lengkap di
dalam  menzarjliitengih  penUEPaTDeNd. aha’ dahulu, atau

menerbitkan hukufiilsesuai Ug Bu sosial. ™!

- =

Korelasi antara keduanya bertemu dalam terma istihisan. Al-

Zuhayli mendefinisikannya dengan:

“Mengunggulkan gz 'vaseali karena berdasar
suatu dal i
kulli ata
khusus ya

yang dituntut oleh nass yang umum kepada hukum yang bersifat

khusus.™® Dan masuk pada jenis istihsan bi al-darirah dan istihsan bi al-

¥pid., 29.
01pid., 26-32.

pid.

*Wahbah al-Zuhay[i, al-Wajiz £i Usul al-Figh (t.t.: t.p., t.t.), 86.
'33¢Abd al-Wahhab Khallaf, Masadir al-Tashri‘ fi ma Ia nass fih (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972),

72.
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maslahah.">* Istihsan tidak lain hanyalah mengikuti sesuatu yang memang
sebenarnya kita diperintahkan terhadapnya (ittiba® ma huw ma’mur
bih).™>® Ruang lingkup dan bidang istihsan adalah hal-hal yang merupakan
rukhsah (dispensasi), yang mana kesemuanya itu dalam rangka
menghilangi kesengsaraan dan memberi kelonggaran kepada makhluk.**°

Korelasi lain juga bertemu dalam terma dilalat al-‘amm, yaitu

dalam kaidah:
AN Sl s ol faiat
“Ment akhsisKeumy \ yang mutawatir

2 »157

Dalam hal ini, keumuman al-Qur’an, 4: 29 dan hadis riwayat Anas bin
Malik ra. dengan dalil zann/ dari materi ke-26 yang berlandaskan ijma“
dan rasionalisasi nass.

Perbedaannya, korelasi pertama menggunakan perspektif madhhab

Hanafi, sedangkan kedua menggunakan perspektif jumhAur ‘ulama’.

1Q0N

S*Wahbah al-Zuhay[i, al-Figh @asIgmi di?u 1 @)(EpasfF: Dar al-Fikr, 2008), 502;
Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh (T.t.: Dar al-Figh al-‘Arabi, t.t.), 266. Istihsan dengan

kedaruratan yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan yang menyebabkan ia
meninggalkan giyvas demi mengambil ketentuan kondisi darurat tersebut untuk mencegahnya, dan
atau ketentuan hagjah yang setingkat darurat untuk memenuhinya. Al-Zuhayli, a/-Wajiz, 88; Abu
Zahrah, Usul al-Figh, 267. Istihsan dengan masl/ahah yaitu istihsan yang disebabkan adanya suatu
kemaslahatan yang menghendaki suatu kasus dikecualikan dari dalil umum atau kaidah
kulliyahnya. Al-Zuhayli, al-Wajiz, 89.

155 Amir “Abd al-Aziz, Usul al-Figh al-Islami, vol. 1T (Kairo: Dar al-Salam, 1997), 444; al-Qur’an,
39: 55.

"*Muhammad Kamal al-Din Imam, Usi/ al-Figh al-Islami (Iskandaria: Dar al-Matbu‘at al-
Jami‘ah, 1996), 211.

'37¢ Abd al-Ra’uf Mufdi Kharabashah, Manhaj al-Mutakallimin £i Istinbat al-Ahkam al-Shar Tyah,
cet. I (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 267.
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D. Kaidah Tazahum al-Mafasid Perspektif Teori Magqasid al-Shari ‘ah
Secara formal teori magqasid al-shari‘ah masuk dalam ranah disiplin
usul al-figh. Tetapi secara material, di samping masuk dalam ranah disiplin
usul al-figh, dia menjadi muara dan tujuan utama disiplin al-gawa‘id al-
fighiyah. Kedua disiplin tersebut sama-sama mengusung mas/ahah sebagai

dasar dan tujuannya, tetapi dengan kualitas yang berbeda. Disiplin pertama

muatan maslahalnya bersi kur, dan eksplisit sehingga

diredaksikan dengan _keaghla ,‘.‘ angka disiplin  kedua muatan
V/ Lo X )

maglahahnya bersifat A i ids, da plisit. Perbandingan

is gambarkan dengan

kaidah:

“(Berbuat) ai
sesuatu, adap

standarnya (stand lan yang menjadi

wilayah garapan n sesuatu dari batas

minimalnya (atau k i na adanya tuntutan

situasi-kondisi) meru tan“ya wilayah garapan al-
RO

Inya
menj
G O

8Di antara contoh dari kaidah ini adalah wudi”. Di dalam wudu’ wajib membasuh masing-
masing anggota satu kali basuhan dengan sempurna. Sedangkan jika dilebihi dua atau tiga kali
maka hukumnya sunnah. Salat lima waktu adalah wajib, sedangkan tambahan selainnya adalah
sunnah. ‘Abd al-Muhsin bin ‘Abd Allah al-Muzammil, Sharh al-Qawa ‘id al-Sa‘diyah, cet. 1
(Riyad: Dar Atlas, 2001), 149. Yang wajib-wajib itulah yang disebut adil karena sesuai standar
minimal. Sedangkan kelebihannya tersebut dinamakan maslahah. Yang pas dengan standar
minimal sudah pasti maslahah, sedangkan yang lebih dari satndar minimal (dengan tanpa
berlebihan) akan lebih maslahah.
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gawa‘id al-fighiyah. Baik sesuai standar minimalnya, lebih darinya, atau

bahkan kurang darinya karena keadaan darurat sama-sama maslahah.

1. Magqasid al-shari‘ah dan Kaidah Tazahum al-Mafasid.
Magasid al-shari‘ah yaitu makna, hikmah, dan selainnya yang
dirawat oleh Legislator (a/-shari‘) di dalam memberlakukan hukum baik

secara umum maupun khusus g

angka merealisasikan kemaslahatan

hanya pada bida j erlak ang terbatas, semisal
hukum keluarga,

Inti dari te slahah hamba baik di
dunia
menolak bahayzs , : , aidah tazahum al-
matasid dengan alam hal sama-sama
merealisasikan m ah. Bedanya, dalam

kaidah tazahum a dihilangkan sama

N
sekali karena terjagta%bum ygn)g %nlﬁut%nguensi mengorbankan

""Muhammad Sa‘d bin Ahmad bin Mas‘ud al-Yubi, Magasid al-Shari‘ah al-Islamiyah wa
‘Alaqatuha bi al-Adillah al-Shar‘iyah, cet. 1 (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah, 1998), 37. Teori ini
memberikan pengertian bahwa masa depan perbuatan (ma’alat al-af*al) itu diakui dan dituju
secara hukum (mu‘tabarah wa maqsudah shar‘an). Sang Legislator tidak memaksudkan paksaan-
paksan dalam hukum untuk memberatkan dan membahayakan manusia, akan tetapi bertujuan
untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan, di dunia ini maupun di akhirat nanti
secara bersamaan (tahqiq al-masalih wa daf* al-maftasid fi al-‘ajil wa al-ajil ma‘an). Al-Shatibi,
al-Muwataqat, dikutip dalam ‘Azzam, al-Qawa ‘id al-Fighiyah, 22.

101bn < Ashur, Magqasid al-Shari‘ah, dikutip dalam Azzam, al-Qawa ‘id al-Fighiyah, 25.

1" Al-Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, vol 11, 1017.
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untuk jatuh di dalam mafsadah atau darar yang lebih ringan atau kecil
dalam rangka menghindari terjadinya mafsadah atau darar yang lebih berat
atau besar. Dengan kata lain, kaidah tazahum al-mafasid hanya sebatas
meminimalisir mafSadah atau darar karena tuntutan situasi-kondisi.
Walaupun begitu, dalam perspektif al-gawa‘id al-fighiyah, langkah ini

sudah masuk dalam kategori jalb al-masalih lewat tindakan dar’ al-matasid

sebagaimana uraian di ~ Jar Nalkmarasid tersebut dalam rangka

Secara sesuatu  yang

mengandung  mé i arik (al-jalb) dan

r '-L N 3
# W halny? ilkan kegunaan (al-

fawa‘id) dan Kk atan (al-ladha idh)sal engan_cara menolak (al-

menghasilkan (

madarr) dan ; secara terminologi

v

N T ) B ) 4
PO SBIGHEI0 45

“(Maslahah adalah) kemanfaatan yang dituju oleh Sang
legislator (Allah) untuk para hamba-Nya, berupa menjaga
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai
urutan antar (manfaat) tersebut yang telah ditentukan.” 162

12 Al-Buti, Dawabit al-Maslahah, 23.
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Sedangkan manfaat dalam definisi tersebut adalah segala kenikmatan dan
apa-apa yang menjadi perantaranya, dan menolak kesengsaraan dan apa-
apa yang menjadi perantaranya.*®

Dalam tataran pemikiran, memang masl/ahah memiliki dua fungsi,
yaitu: pertama sebagai tujuan hukum Islam; kedua sebagai sumber

hukum Islam. Fungsi pertama sudah menjadi konsensus, sedangkan yang

kedua masih kontroversial g ang disepakati semisal dalam

pernyataan Ibn ‘Abd al al-Buti, yaitu:
4

“Tuntuta %l
tujuannye
tiga bag

A
sekunder,

enjaga tujuan-
dak keluar dari
edua  kebutuhan

“Hukum Isla selur a menartk kemaslahatan
seluruhnya, b&Tk & m(en pﬂ ﬂg besar-besar.
Dan menolak kerusakan seluruhnya, baik yang kecil-kecil
maupun yang besar-besar. Maka engkau tidak akan menemukan
suatu hukum Allah kecuali dia menarik kemaslahatan dunia
maupun akhirat, ataupun menolak kerusakan dunia ataupun

akhirat.”’*®

1% pid.

%4Munim Saleh, Madzhab Syafi’i- Kajian Konsep al-Maslahah dalam Asmani, Figh Sosial Kiai
Sahal Mahfudh, 286.

15 Al-Shatibi, al-Muwafagat, 17.

'%TIbn Abd al-Salam, al-Qawa‘id al-Kubra, 39.
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-

° //// 1 - - ~ z -
3ol R B QW sl WS g

BLEN @ (e S A AN dolis Ol (i

U5 e S Terdh iy 35 o o el
“Sesungguhnya seluruh hukum Allah SWT ditekankan kepada
kemaslahatan hamba di dunia-akhirat. Dan sesungguhnya
tujuan syari’at tiada lain hanya merealisasikan kebahagiaan
hakiki mereka, hal ini sudah menjadi kesepakatan bulat para
ulama’ ﬁkih.”167

&g AtELERY
;j; 2. 1o ‘

“Semua huk ( s ) dikembalikan
kepada terca a | imba. manapun ada

59168

a tak ada satupun

emuanya berorientasi

“Maslahah adalah dalil syar’i yang independen tanpa nass.”

T Al-Bufi, Dawabit al-Maslahah, 73.

' Jamal Ma’mur Asmani, Figh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi,
cet. I (Surabaya: Khalista, 2007), 282.

9 jhat Imam Ghazali Said, “Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama’ Bermadzhab”
sebagai catatan penyunting dalam Lajnat al-Ta’lif wa al-Nashr NU Jawa Timur. Ahkam al
Fuqaha’: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes
Nahdlotul Ulama’ (1926-1999 M.) (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), xlix.
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Kontroversi ini disebabkan karena adanya unsur korelasi tidak
terpakai (al-munasib al-mulghah) yang mana pengaplikasiannya dapat
merusak unitas (kesatuan) dan universalitas hukum Islam. Dan yang
paling pokok karena adanya potensi membuat hukum sendiri,}"

sebagaimana dalam ungkapan:

-

2 &% °(,</ a:o‘?/

o e
-

“Barangsiapa

L¢ ghat, maka ia membuat
hukum sendiri &
4

Sebagaiman At ida | enjadi materi ke-26 di
fikih lain, semisal a/-
Ashbah wa a]-Na, k | -',‘ :. s pefjfedi cabangan kaidah
universal mayor keI ¢ Zad). J-S bl tidak mencantumkan
kaidah inixgi ‘ e aidV - splisit karena
semua partikular dasi 5 pengecualian (al-
mustathnayat) dari kaidah al-dara izal bi al-darar, cabangan kaidah a/-

darar yuzal."* Deng s darar al-khass Ii daf”

ma
darar ‘amm merupa r kasus

darar la yuzal bi a]-dar. ONOROGO

gecualian kaidah a/-

Di dalam al-Ashbahnya, ITbn Nujaym menggunakan redaksi:

AR el w55 15 ok e i

"L ihat selengkapnya dalam Asmani, Figh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, 290-291.

"bn Nujaym, al-Ashbah wa al-Naza'ir, 96.

'Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin al-Kamal al-Suyufi, a/-Ashbah wa al-Naza'ir i al-Qawa‘id al-
Fighiyah, cet. I (Kairo: al-Maktab al-Thaqafi, 2007), 122-123.
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“Bahaya yang khusus harus ditanggung dalam rangka
menolak bahaya yang umum.”*"

Al-Khadimi mencantumkan kaidah ini di dalam Majami‘ al-Haqga’ignya
dengan redaksi:

2~ P S~ al@ - 78 3 /.o ;/Q.

o e @l s Lo Grall

“Bahaya yang khusus harus ditanggung untuk menolak
bahaya yang umum.”*"

Adanya sedikit perbedaan reda bahan kata aj/ (dalam rangka)

pada redaksi Ibn Nujaym J rb-éntuk suéu lah ismiyah pada redaksi

al-Khadimi tidak berp

Kaidah tersebut memiliki urgensi tinggi sebagai solusi dan pilar
agama. la berlandaskan kepada maqasid al-shari‘ah yang tujuan utamanya
adalah merealisasikan kemaslahatan hamba dengan menjaga lima kebutuhan
dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. la bersumber
dari dalil (ijima‘) dan istidial (rasionalisasi nass). Kaidah ini berlaku dalam
setiap kasus yang di dalamnya terdapat dua bahaya umum dan khusus yang
saling berebut. Banyak perintah, larangan, hadd, dan sanksi yang
diberlakukan berdasarkan kaidah ini.'”

Di antara argumentasi yang melandasi kaidah tazahum al-mafasid di

atas adalah ungkapan:

'"Ibn Nujaym, al-Ashbah wa al-Naza’ir, 96.

" Abu Sa‘id Muhammad bin Mustafa al-Khadimi, Majami* al-Haga’ig (T.t.: Matba‘ah Sindah,
1318 H.), 369; Mustafa bin Muhammad al-Kuz al-Hasari, Manafi’ al-Haqa’iq fi Sharh Majami‘
al-Haga’ig. (T .tp.: Dar al-Tiba‘ah al-‘Amirah, 1273 H.), 45.

' Al-Atasi, Sharh al-Majallah, 62.
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“Sesungguhnya barangsiapa yang diuji dengan dua ujian yang
sama maka dia boleh mengambil yang mana saja sesuai
kehendaknya. Jika keduanya berbeda maka dia mengambil yang
paling ringan, karena melakukan keharaman tidak boleh kecuali
karena darurat, dan tidak ada darurat dalam kelonggaran.”"™®

1. Diperbolehkanfihe e ng meRjadikan bocah-bocah

muslim sebag Ak jafl sampai mereka lolos

2. Wajib merobo -j.fr.‘, ong dan mengganggu

jalan umum.

pakar yang : i s melampaui batas
dalam meneta
4. Diperbolehka elakar, dokter yang
tidak profesio

5. Menjual makagn %gm gﬁsﬂetg pQ1 Iglya menolak padahal

dibutuhkan orang lain.

°Al-Burnu, al-Wajiz, 260; Ibn Nujaym, al-Ashbah wa al-Naza'ir, 98; Al-Atasi, Sharh al-
Majallah, 63; Haydar, Durar al-Hukkam, 41.

T Al-Atasi, Sharh al-Majallah, 63; Al-Burnu, al-Wajiz, 197-198; Al-Zarqa, Sharh al-Qawa‘id al-
Fighiyah, 263-264; Ibn Nujaym, al-Ashbah wa al-Naza’ir, 96; Haydar, Durar al-Hukkam, 40.
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6. Merobohkan rumah yang berdekatan dengan kebakaran untuk

mencegah penjalaran.

7. Menjual harta orang yang berhutang yang ditahan untuk melunasi

hutangnya untuk menghindari bahaya para penghutang.

8. Larangan menjadikan kedai untuk tempat masak atau pande besi yang

Jika kaidah ke-26 memfokuskan pada sisi kuantitas (umum-khusus,

luas-sempit, publik-privat, massif-parsial) dari dampak yang ditimbulkan
suatu darar, maka kaidah kaidah ke-27, 28, dan 29 lebih memfokuskan pada

sisi kualitasnya (berat-ringan, besar-kecil, sulit-ringan).
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BAB IV
KRITERIA FAKTOR (‘UDHR) YANG MEMBOLEHKAN AL-TAS‘IR
AL-JABRIDALAM KITAB MAJALLAT AL-AHKAM AL-‘ADLTIYAH

DAN SHARH-SHARENYA

A. Konsep al-Tas‘Ir al-Jabri
1. Pengertian al-Tasir
Secara eti AL ASEr B kata dasar al-si‘r (ism

| . a diderivasi dari kata
fi‘lhya) yang berarti

bersepakat terhac ‘?:, ‘ala ), sehingga al-tas‘ir

maupun mahal h angnya.'™

t
SedangkaniSsecaka a bebB€fapa pendapat dari
kalangan fugaha’,

1. Imam al-Nawawi:

“Menentukan harga makanan dan semisalnya dengan
(batasan) harga yang tidak boleh dilampaui.”

8K ementerian Wakaf dan Urusan Agama, “Si‘r”, a/l-Mawsu‘ah al-Fighiyah, vol. XXV, 8; Al-
Hasani, Ahkam al-Tas‘Ir, 11.
" Ibid.
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2. Imam al-Shawkani:

3, £ . L, s 3 EE
o ciabedl 8 1 5 0 28 5 08 1 DRI 2 O
33U e A IS Ry V) s 13 V0T B3R Al

4 oﬁ % o~
asliad) pladl S Ll

“(Penentuan harga yaitu semisal) seorang penguasa atau para

wakilnya atau siapa saja yang menangani urusan-urusan orang
Islam memerintahkan para pekaku pasar untuk tidak menjual
komoditas mereka kecua a,_harga tertentu, sehingga
mereka dilarang mels sngurangi  (dari harga
tersebut) karena ada :

[C ap
tengharuskan

membuatnya tidak

dalam hal ini pelakunya. Seda definisi al-Shawkani lebih bersifat

diskriptif, tetapi g rang| ;. sukkan obyek-obyek
yang menjadi ja ii kannya upah (jasa)
oleh pekerja. Se@g@ Nm(jel'm orlakndefinisi yang sudah
dimodifikasi dalam rangka menyesuaikan mekanisme, bentuk dan jenis-

jenisnya, sehingga format redaksinya dianggap sudah memenuhi syarat

sebagai suatu definisi yaitu harus jami‘dan mani* ***

180 Al-Hasani, Ahkam al-Tas‘Tr, 13.

81 pig.
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Sedangkan kata al-jabri (paksaan)'®

merupakan Kkata sifat (na%)
yang lebih berfungsi sebagai penguat (/i al-ta’kid). Artinya, tanpa disifati
pun kata al-tas‘ir sebenarnya sudah mengandung nuansa paksaan. Oleh
karenanya, dalam beberapa referensi ada yang hanya menggunakan

redaksi al-tas‘ir saja dan ada yang menyebutkan secara lengkap, al-tas‘ir

al-jabri. Penggunaan redaksi al-jabri secara tersurat terdapat dalam

definisi semisal:

RSAPIESINER a8y 340
s o ) F s % o . of
ENCSAIES | A ol Llel &K

“Yang dimak
harga kebut
sekaligus me
menjualnya se

patasan harga-
pun jasa, dan
a tersebut agar
Dari beberapl ot [ tasPz emiliki dua unsur penting,
Darang atau jasa yang
sa (fjbar,
alnya sesuai harga
i bersifat memaksa dan

yang ditentukan.’

harus dilaksanak arannya. Dan dalam

penyebutannya n tilah-istilah semisal

]
ONOROGO

price intervention, intervensi harga, dan al-tas ‘iral-jabri maka semuanya

merujuk kepada pengertian yang sama, yaitu a/-tas ‘ir.

182paksaan di sini maksudnya keharusan untuk melaksanakan instruksi pemerintah untuk tidak
melebihi atau mengurangi harga yang ditetapkan, bukan memaksa menjual. Sehingga legalitas
transaksinya tidak dipertanyakan. Seandainya memang merupakan paksaan menjual, maka masuk
dalam kategori paksaan yang legal (al-ikrah bi haqq), karena paksaan tersebut merupakan
konsekuensi dari hukum (athar Ii hukm shar). 1bid., 78.

'"®Nazih Hammad, “al-TasIr al-Jabri wa Mawqjif al-Shari‘ah al-Islamiyah minh,” 79.
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Tentang legalitas unsur paksaan (al-jabr, al-ijbar) di dalam
penerapan hukum, praktiknya dapat diamati dalam kasus-kasus berikut:
1)  Wali mujbirterhadap anak gadisnya (bikr).'™
2)  Harta warisan.®

3)  Menelantarkan tanah (a/-ihtijan.*®’

4)  Pembebasan lahan.*®®

5) Tidak mau melunasi
6)
7) ; 'v,;,'fj St \ p/-sharik) dalam rangka
8) ilk al-‘ayn, shirkah
jabriyah 1i al-hifz."**
Al-tas‘ir a ang banyak digunakan
dalam Mawqit al-

Shari‘ah al-Isl ilah dalam kamus

185 Ada empat varian wali dala
'8Seseorang tidak boleh berwi
ahli waris tanpa kesepakatan a salah satu ahli waris. Fa
al-irth haqq jabri (warisan ada ak pa ). A¥Zuhay[i%/-Figh al®8lami, vol. VI, 30.
'%'Seseorang yang pernah mePatQtaLN mnpeuuﬁi, al-mawat) dan ternyata
kemudian dibiarkan terbengkalai, maka ketika sudah mencapai tiga tahun dia tidak punya hak
untuk mengelolanya lagi. Lays /i muhtajir haqq ba‘d thalath sinin (penelantar tanah tidak punya
hak mengelola setelah tiga tahun). Ibid., 35.

'®Hak milik seseorang dapat dicabut untuk kepentingan umum, semisal perluasan jalan, masjid,
kuburan, dan lainnya.

'®Seseorang yang memiliki tanggungan berupa kewajiban menafkahi, wajib pajak, transaksi dan
lainnya dan dia tidak mau melunasinya, maka hakim memutuskan menjual paksa harta miliknya
dimulai dari harta yang ringan dalam rangka menutup hutangnya.

1%Seseorang yang melakukan penimbunan kebutuhan pokok sehingga menimbulkan darar pihak
lain, maka pemerintah boleh memaksa jual atau menetapkan harga jual (a/-tas r).

¥\Mulai nomor tiga sampai enam merupakan contoh diperbolehkannya mencabut hak milik (12az¢
al-milkiyah) dengan cara paksa. Adapun selain itu maka harus dengan kerelaan. Ibid., 40.

2ATR Haydar, Durar al-Hukkam, vol. 111, 20.

-Nadza’ir, 528.
bihkan bagian salah satu
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semisal a/-Mu‘jam al-Wasit,"”* dan al-Figh al-Islami wa Adillatuh Karya
al-Zuhay[i.'* Adapun di dalam perundang-undangan yaitu semisal
undang-undang Mesir nomor 163 tentang pembatasan harga dan laba (a/-
tas‘ir al-jabri wa tahdid al-arbah) dan beberapa hukum peralihannya.
Dalam hal-hal selain itu biasa digunakan istilah a/-tas ‘ir saja, di samping

karena mempersingkat tulisan juga karena memperingan pengucapan.

Dalam urgensi '. ja Haky sefllhditegaskan yaitu:
a. Al-tas irtermask d . iillies /ishall yaitu memerintahkan
| elarang kemungkaran
pisbah adalah fard al-

al-kifayah bagi orang

Artinya: “Da golongan umat

yang yuruh kepada
f kar.” '
Pada kategori“@mr br alam ranah hak-hak
PONOR 0 G O

manusia (huquq al-adamiyin), yang secara umum masuk dalam

perintah menegakkan keadilan. Sedangkan pada kategori nahy ‘an al-

'*Majma* al-Lughah al-‘Arabiyah, “jabar”, al-Mu‘jam al-Wasit, cet. IV, 104-105.

%Wahbah al-Zuhay[li, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, vol. 1X, cet. VI (Damaskus: Dar al-Fikr,
2008) 564. Di dalam halaman ini al-Zuhayli secara formal memberi judul sub bab dengan redaksi
“jawaz al-tas‘ir al-jabri Ii al-darural”’. Dalam beberapa tempat lain beliau menggunakan redaksi
al-tas ‘Iruntuk mempersingkat sebutan.

% Al-Qur’an, 3: 104.
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munkar, dia masuk dalam ranah hugug Allah yang berkaitan dengan

muamalah dan ranah Auqiq al-adamiyin al-mahdah (murni).*®

b. Al-tas‘ir juga merupakan respon dari perilaku al-ta‘assuf fi isti‘mal
al-hagg (radikal dalam menggunakan hak), vyaitu perilaku
menggunakan hak pribadi hingga merugikan hak individu lain atau

hak masyarakat.’®" “Radikal”_ di sini adalah perbuatan yang dapat

menimbulkan aniay itan (mashagqah), menyakiti

a4

(idha’), memba kel rang, Hain. bi al-ghair). Juga dapat
berarti kezalimanfy INg’ Kb , yang timbul dari buruknya
menggunakan taup 3dan tidak sesuai tujuan

198 D

hukum. ak agar tidak muncul

darar, para fugaha jat -UKLraf dan batasan-batasan

“Apabila a 7 angan, maka
kerusakan y. at i ara melakukan

“Tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri dan orang lain.”**

19 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, 240-255.

7 Al-Hasani, Ahkam al-Tas‘Tr, 125.

98¢ Abd al-Aziz ibn ‘Abd Allah ‘Abd al-Aziz al-Sa‘b, “al-Ta‘assuf fi Isti‘mal al-Haqq fi Majal al-
Ijra’at al-Madaniyah”, Disertasi Jami‘ah Naif al-‘Arabiyah li al-‘Ulum al-Amniyah, Riyad, 2010,
75.

""Materi ke-30 dalam Al Haydar, Durar al-Hukkam, 41; Al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza'ir,
123.

?Materi ke-28. Ibid.; Ibid..
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B e B0 e S i

“Bahaya yang lebih sempit atau ringan harus ditanggung untuk
menolak bahaya yang lebih luas/berat.”"**

3.z

o %z 0 @ A 3. %0 &
ey Jig Al g

“(Apabila dua bahaya saling bertentangan) maka bahaya yang
berat harus dihilangkan dengan bahaya yang ringan. "%

U INTT T
“(Apabila ada dua keburukan saling bertentangan) maka harus

eli merupakan daruri. Dengan
demikian, membi ' t si sesuai keinginan
masing-masi t apat abrak kemaslahatan
daruriyat yar*i, naaﬁe%gﬂabm&stﬂkannya secara gat‘l
merupakan tujuan hukum Islam.

Dari sini tampak perlunya keseimbangan antara kemaslahatan

para pedagang dalam mencari keuntungan di atas keuntungan wajar

2! Materi ke-19. Ibid., 36.; Ibid., 120.
292\Materi ke-26. 1bid., 40.

208\ ateri ke-27. Ibid.

2Materi ke-29. Ibid., 41.
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(maslahah tahsiniyah) dengan kemaslahatan menjaga stabilitas
kehidupan manusia (maslahah daruriyah). Sehingga tanpa ragu
diputuskan bahwa kemaslahatan bersama harus didahulukan daripada
kemaslahatan beberapa individu, dan bahwa maslahah daruriyah harus
lebih diutamakan daripada mas/ahah tahsiniyah. Hal ini terinspirasi

dari al-Qur’an, 2: 219 tentang bahaya dalam khamr dan judi dan

205

sebagaimana dalam Kkai di atas. Dalam perspektif

gorikan dalam hifz al-mal

baik dari sisi meRgtapkat utntoncegalQhyin hayth al-man ).

bersepakat bahwa a/-
tas‘ir hukum ':;?‘__.___ olef Seaya._ itk (‘adam al-jawaz
gangannya,
baik mere hasil dari produk
lokal, baik dagangannya.di uhka ndesak oleh masyarakat
atau tidak. P intervensi harga dan
harus membi

oleh mekanlsﬁ QaNe\ﬂ BnQelﬂ/aﬂ dan permintaan.”

Keadaan normal yang dimaksud adalah harga pasar mengalami

tapkan secara alami

keseimbangan karena permintaan bertemu dengan penawaran secara

25 Al-Hasani, Ahkam al-Tas i, 126-129.
20 A1-Buti, Dawabit al-Maslahah, 120.
*"Ibid., 47; Hammad, “al-Tasir al-Jabri”, 79

2%1bid., 79.
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bebas (‘an tarad). Hal ini di dasarkan pada nass al-Qur’an, 4: 29
tentang larangan memakan harta manusia dengan jalan bati/ dan al-

Hadith:
S35 e e A2 S8 16 e A (o e o S 2

SAeh R SE LA Ji 6 s ol e S
Lo Za @ medd s B 51 ey S e Jus

U

5 AN Gls .G

. 7

: “(Pada masa
' n kok naik, maka
para ~ berk@ta—"k liau:  “Wahai
1kal untuk kami”.
@ hanya Allah
Menyempitkan,
rezeki, dan aku
Allah, tidak ada

bal dan Ibn

a bahwa ‘i/lah (ratio
legis) diperb a pe lah unSlr saling rela. Secara

sistemik, uns%irbbiﬁd' aﬂadbmaaWe pasar lewat teori

permintaan dan penawaran. Sedangkan secara parsial, lewat transaksi-

transaksi personal antar pedagang dan pembeli di dalam kesepakatan

keduanya setelah proses tawar menawar. Sehingga transaksi

*YHammad, “al-Tas‘ir al-Jabri”, 80; Hadis telah dizakhrij oleh Abu Dawud, al-Turmuzi, Ibn
Majah, al-Darimi, Ahmad, al-Bayhaqi, Yahya Ibn ‘Umar al-Kinani, al-Hafiz ‘Abd al-Razaq, Abu
Ya‘la, al-Bazzar, dikutip dalam Al-Hasani, Ahkam al-Tas‘ir, 108, dengan sembilan hadis lainnya
di bawah sub judul adillat al-mani‘in Ii al-tas‘ir min al-hadith al-nabawi.
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perniagaan apapun selama didasarkan pada unsur ini maka hukumnya
sah. Selama dua belah pihak saling rela dan sepakat terhadap suatu
harga komoditas, maka pemerintah tidak boleh melakukan intervensi
harga.

Sedangkan argumentasi dari nass kedua yaitu keengganan

Rasulullah untuk melakukan a/-tas‘ir menunjukkan bahwa al-tas‘ir

adalah tidak boleh. 4 boleh tentu beliau akan

melakukannya. “Zial# ketidakbolehant adalah karena al-tas‘ir

dari dampak yang
ditimbulkan, "Lé.\__. ‘ _< rek@homian. Distorsi yang
dimaksud adaldh terjadi ' ip) fdhtara permintaan dan

penawaran. ] . < A menimbulkan kelebihan

permintaan U kelebihan penawaran

( ar gelap

(black ma n jasa pada harga

pasar. Dan p gkali disertai dengan

kolusi, koru;!m !ﬂ mikroekonomi, a/-

tas‘ir | juja da produ konsumen, dan
ONO

perekonomian secara keseluruhan. Surplus yang dinikmati oleh
konsumen dan produsen akan saling bertambah dan berkurang.
Sebagian berkurangnya surplus konsumen akan berpindah kepada

produsen, atau sebaliknya. Bahkan sebagian lain akan benar-benar

“al-Tas‘r al-Jabri”, 80.
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hilang (deadweight loss).?!* Padahal, Nabi SAW bersabda; ¥3 D ¥
jba,b (jangan membahayakan diri sendiri dan apalagi
membahayakan orang lain). Dan hadis ini digunakan dasar utama dari

kaidah induk keempat, yaitu:

Jgs 37

“Segala hal yang Jmembahayakan/merugikan harus
dihilangkan.*?

madhhab al-H jadi pegdapat yadh populer (al-mashhin
dengan redal LT —/ j @ dalam madhhab al-
phih) dan bisa dibuat
I-Malikiyah menjadi
al-Hanabilah menjadi
i-kondisi

bagaimanapun.

2. Dalam keada orm
Dala a i i ma ara pemilik barang

atau jasa terlal’cir@i Narﬂnﬁaﬂrﬂr@jan sekaligus mereka

2IMBHA, “Menuju Harga yang Adil” dalam Pengantar Ekonomika Mikro Islami, 294.

“*Materi ke-20 dalam Haydar, Durar al-Hukkam, 1, 37. Lihat al-Suyuti, al-Ashbah wa al-
Nadza'ir, 120; Ibn al-Nujaym, al-Ashbah wa al-Naza'ir, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 94;
Hammad, “al-Tas‘ir al-Jabri”, 83.

3Banyak dari kalangan yuris Hanafi yang menggqayyidi larangan al-tas‘ir dengan karahah. Dalam
madhhab ini, ketika makruh itu dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah makrih tahrim. Makruh
tahrim sangat dekat kepada haram, seperti dekatnya wajib kepada fard. Dan meninggalkan makruh
hukumnya wajib. Al-Hasani, Ahkam al-Tas ‘ir, 70.

*Ibid., 83,86,89, 95.
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menolak menjual kecuali dengan harga lebih, padahal masyarakat

sangat membutuhkannya, maka dalam hal ini pendapat fugaha’

berpendapat:
a. Madhhab al-Hanafiyah.
Dalam keadaan darurat a/-tas‘ir hukumnya menjadi

boleh (yajuz) dalam semua jenis komoditas (al-sila“).

Kebolehan ini dalg pengaplikasian kaidah:

200 A ‘/a;a. ‘

& <
bolehkan hal-hal

encapai dua kali lipat
. 2) pemerintah tidak
ecuali dengannya. 3)
ahli. Kebolehan ini

ebih luas,

dividu dan hak

' ﬁtan masing-masing
b. Mad al-S

PONOROGO

Al-tasir diperbolehkan hanya dalam keadaan mabhal,

dan hanya meliputi bahan makanan manusia dan binatang.

*PMateri ke-21 dalam Ali Haydar, Durar al-Hukkam, 37; Al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza'ir,

?®Diperbolehkannya al-tas7r pada semua jenis komoditas didasarkan pada pendapat Imam Abu
Yusuf, dan secara giyas kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad yang membatasi a/-

tas‘ir pada makanan pokok manusia maupun binatang (agwat al-bashar wa al-baha’im). Al-
Hasani, Ahkam al-Tas ‘ir, 83, 73, 75.
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Kebolehan ini merupakan pendapat yang tidak bisa dibuat

sandaran (ghayr al-mu‘tamad).*"’

C. Madhhab al-Malikiyah.
Diperbolehkannya a/-tas ‘ir didasarkan pada Imam Ibn
al-‘Arabi dan Ashhab, walaupun merupakan pendapat yang

tidak populer. Ibn al-‘Arabi berkata bahwa walaupun menurut

seluruh ulama’ k hadis tidak diperbolehkan a/-

(zulm la yajuz,
zulm unsur menzalimi dan
paksa : o i ' ghayr haqq),”® 2)
Wajib yaitu dalam rangka
menegﬂaﬂeﬂlaﬂeﬁagngﬁ rgnaksa para pedagang

menjual dengan harga sepadan (gimat al-mithl) dan melarang

mereka mengambil keuntungan yang lebih daripada nilai tukar

“|bid., 86.

“®|bid., 94.

*®Hammad, “al-Tasir al-Jabri”, 80-81; Al-Hasani, Ahkam al-Tas ‘i, 96-97.

?2\bid.; Al-Hasani, Ahkam al-Tas‘ir, 132-133; Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin
Ayyub bin Qayyim al-Jawziyah, al-Turuq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Shar‘Tyah, vol. 11, cet. 1
(Makkah: Dar ‘Alamal-Fawaid, 1428 H.), 639.
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yang sepadan ( ‘“wad al-mithl). Tidak ada al-tas‘ir kecuali

dengan gimat al-mithl*'

Dalam konteks ini, al-Qardawi
memilahnya kepada a/-tas‘ir yang dilarang (a/-mamnu®) dan
yang diwajikan (al-mashru‘).”** Kewajiban al-tasr ini dalam

kondisi:

1) Para pedagang menolak menjual dagangannya dengan

omoditas dari para
dan lainnya) kepada
pedagang lain untuk
usen tersebut. Dan

dengan sangsi jika

oditas, akan tetapi

a wan. Dengan syarat

kat a [-hajah). Karena al-

ajaf 1ebih luasS da urah, dan tidak jarang al-hajah
PONO

ny
0G0

! Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin Taymiyah, a/-Hisbah fi al-Islam Aw Wazifat al-Hukumah al-
Islamiyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.), 22; Al-Jawziyah, al-Turuq al-Hukmiyah, 638-
639.

22 Al-Qardawi, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islanii, 429.

*Di dalam ihtikar al-shira’ terdapat kezaliman, kerusakan di bumi, dan pelanggaran hak dari dua
segi, segi produsen dan segi masyarakat. Dari segi produsen, produsen tidak bisa menemukan
pembeli lain selain penimbun, sedangkan penimbun hanya memberi harga yang rendah kepada
produsen sekaligus bisa menjual kembali di pasar dengan harga yang ia kehendaki. Dalam keadaan
ini, al-tas ir wajib diberlakukan baik dalam pembelian dan penjualan. Mereka tidak boleh membeli
maupun menjual kembali kecuali dengan harga sepadan, dengan mengambil keuntungan yg wajar
dan seimbang. Al-Hasani, Ahkam al-Tas ‘i, 97-98.
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menempati  posisinya. Dalam hal ini, al-hajah

menempati posisi  ‘7//lah dalam menentukan sah

tidaknya a/-tas 7r***

Pendapat Ibn Taymiyah di atas tidak ada satupun yang

menentangnya dari kalangan fugaha’ yang membolehkan al-tas‘ir

dalam kondisi darurat.?®

Sebagai kesimp ' embahasan perbedaan pandangan
; - dalam keadaan normal
maupun tidak norniall penihisép ‘ ulisan Sa‘id Ramadan
al-Buti. Di dala awab : / me rkan bahwa hukum
ondisi (/i al-hajah)
para penulis sebagai
kasus fatwa-fatwa | ' jan nase hadis karena hanya

mendas ahah’>® Al-Bil an tersebut

Pertama, kebijakan Na erupa tidak menuruti permintaan

para Sahabat u V kan tuntutan tugas
pemimpin untuk j a manas8ituasi-kondisi saat itu
pada level belum emigQiuien@h B8O G O

Kedua, redaksi hadis berupa * (il 2 3a¥ iy s A&l 4 Ay )

e Y53 8 iaba” merupakan dalil yang sarih (jelas) bahwa “/ah dari

1pid.
Ipid., 99.
226K asus-kasus tersebut terkumpul dalam sub bab:

P

P o P . g Ee e L 8F ., 2% Yy L. 1. g
aslad jask A A 5h B a3 O fe Gl Cass dkss B e 3

Al-Buti, Dawabit al-Maslahah,182.
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al-tas ir adalah menjaga agar tidak ada yang terzalimi baik dari pihak
penjual dan pembeli dengan menjaga keadilan yang seimbang di antara
keduanya. Seandainya Nabi mengetahui adanya kezaliman, dapat
dipastikan beliau mengeluarkan ketetapan. Hal ini didasarkan pada redaksi
tersebut di samping juga pada hadis “ Jlxa Y3 55 Y 7,

Ketiga, Nabi melarang ihAtikar dengan ‘illah menzalimi manusia

karena menghalangi merg ~me apatkan  kebutuhan  pokoknya.

Sedangkan mengeluarke

I Rtutan merupakan tindakan
4

kategori giyas jali.
maka melakukan a/-
ggar (dosa).?*’

legalitas al-tas‘ir al-

Jjabri dapat didasafkéin pada it atlrah dan istihsan bi al-

pada takhsis nass qgat ‘i

B. Faktor-Faktor ( ‘Ut ' e -Jabri

‘Udhr memi atuk  pltiks I,

argumentasi yang di%ya ala ab 8ﬁed6gl@

tidak berbeda dengan etimologisnya. Redaksi lain yang identik dengan ‘udhr

etimologi berarti

inisi terminologisnya

adalah rukhsah (dispensasi) dan ‘afiv (dimaafkan).??® Sedangkan ‘udhr di sini

dimaksudkan sebagai faktor-faktor yang digunakan argumentasi atau alasan

#"Hal ini didasarkan pada hadis ( #b\> ‘51; G2 V). Ibid., 182-183.

228Ibn Manzur, ““adhar ”, Lisan al-‘Arab, vol. XXXII (Kairo: Dar al-Ma “arif, t.t.), 2854.
2K ementerian Wakaf dan Urusan Agama, “udhr”, al-Mawsu‘ah al-Fighiyah, vol. XXX, 19.
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untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu -dalam hal ini al-tas ‘ir al-jabri-
atau faktor-faktor yang menjadikan al-tas ‘ir al-jabri dimaafkan atau statusnya
menjadi dispensasi, sehingga praktiknya menjadi legal menurut hukum.

Faktor-faktor yang melandasi legalnya paraktik a/-tas‘ir al-jabri di
antaranya adalah:

1. Keadaan tidak normal, di mana para pemilik barang atau jasa terlalu tinggi

dalam menetapkan harga dan. pereka menolak menjual kecuali

kesenjangan antar intaa ) ara erupakan gangguan

<5}
—
<5}
c
s
=3
@D
=
c
e
@,
—
@D

al. Dalam perspektif

yaitu:

a2
L e e

a. pbih dikenal dengan
b. dengan
c. Penipuan (zadlis, ( dalam aspek jumlah
(quantity), i waktu penyerahan
barang (time of"deliveryy).
PO

d. Ketidakpastian (taghrir, uncertainty), baik dalam aspek jumlah, mutu,

harga, dan waktu penyerahan barang.?*

“Nazih Hammad, “al-Tasir al-Jabri wa Mawdqjif al-Shari‘ah al-Islamiyah minh,” 81-82.
Bdrus, “Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah”, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,
2007), 110.
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Faktor pertama disebut faktor darurat (emergency), sedangkan kedua

disebut faktor buatan atau tidak alamiah (non genuine factors).?*?

Muhammad
al-Hawli menyebutkan syarat-syarat bolehnya dilakukan a/-tas‘ir al-jabri
yaitu: a) para penjual (kartel) bersekongkol melawan konsumen, b) kebutuhan

konsumen yang harus dipenuhi, 3) penimbunan oleh produsen atau

pedagang.”®

Keadaan normal di mang il karena perekonomian berjalan
karena menyesuaikan
al-jabri di dalamnya

hukumnya haram. rut | ; ) ini 1 pakan ikrah bi ghayr

Di dalam al-Majallah, terma al-tas‘ir secara eksplisit masuk dan

menjadi partikular (furu®) dari kaidah tazahum al-matasid berupa:

I\ -

PONOROGO

22Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan harga, yaitu genuine factors dan nongenuine
factors. Genuine factors adalah faktor-faktor yang memang secara wajar, logis, dan alamiah, yaitu
adakalanya bersifat musiman (seasonal), siklus (cyclical) maupun struktural (structural). Non
genuine factors adalah faktor faktor yang menyebabkan distorsi terhadap mekanisme pasar yang
bebas, yaitu semisal adanya iftikar, persaingan unfair, kesenjangan (gap) yang jauh. Keadaan
darurat yang dimaksud adalah kenaikan harga yang tidak terjangkau (za ‘addi fahish), menyangkut
kebutuhan pokok, dan adanya ketidak adilan/eksploitasi (istighlal). Lihat MBHA, “Menuju Harga
yang Adil” dalam Pengantar Ekonomika Mikro Islami, 290, 297, 299. Diktat tidak diterbitkan.
*Mahir Muhammad al-Haw[i, “al-Tas‘ir Shurutuh wa Hukmuh: Dirasah Fighiyah Muqaranah”,
Fakultas Syariah Universitas Islam Gaza, 2006, 7-8.

**Tbn Taymiyah, al-Hisbah f7 al-Islam, 22.
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“Bahaya yang khusus ditanggung untuk menolak bahaya yang

umum 99235

Di dalam beberapa shariinya, di antaranya Durar al-Hukkam karya Ali Haydar
dijelaskan bahwa:

A8 55 o ed b e YT jual B g s
A s 8 5 530,

“Sebagaimana diperbolehkan membatasi harga-harga makanan
ketika para pedagang berekspektasi memperoleh tambahan laba
yang mana tambahan ini dapat membahayakan kemaslahatan

A //PERS\ W

umum.
Di dalam Sharh al-Majallah Karya al-Atasi dijelaskan dengan redaksi lain

yaitu:

G plld Sl G35 e il AT s ey snd :\42_3»5
(LQ.S‘ ‘)jﬁl.s \8.93 (‘JM}'U wﬁ./g AR

Redaksi yang berbed al-Zarqa dalam pasal

tersendiri dengan ju / ajallaliwa tasnifiha dalam

karyanya al-Madkhal'@lPFiq.

Pononoaq /
s aailes amild K el o en BuZ ool nandh Sy

“Dan diperbolehkan a/-tas‘ir yaitu membatasi harga terhadap
para penjual ketika mereka melewati batas dan keterlaluan di

dalam harga tersebut. 238

2Materi ke-26 dalam Lajnah Mu’allifah, a/-Majallah, 27.
®Haydar, Durar al-Hukkam, vol. I, 40.

27 Al-Atasi, Sharh al-Majallah, vol. 1, 63.

28 Al-Zarqa, al-Madkhal al-Fight al-‘Amm, 997.
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Redaksi kedua di atas memiliki redaksi yang sama dengan redaksi Sharh-
sharh yang lain, yaitu:

a. Sharh al-Qawa‘id al-Fighiyah karya Ahmad al-Zarqa.

@ gl e g o DBl I Y e s
OY gl it o G 08 5 gzt il Lii;i«éé)
CENEEY G el SE

o o

et o

“Di antara cabangny Lyaitirdiperboleokan a/-as ‘i ketika para
pemilik logistik (bak melampaui dengan
harga yang sangat*(ditafsii—deq ga yang Dberlipat

adang ' ngken kepada rival

pendapat sz J
sangat tidak 1

“Di antara ngny : tikal para pemilik
logistik makar | ) & penjualannya dengan

oo PO ; Jw,:}\ jiee

“Di antara
logistik mak ampa i penj
harga yang s

d. Al-Ashbah Wﬁ jﬁzaﬁkﬁa Ibaﬁ o

w:—buwwdf\.szﬂu ‘5&55&9%\ L@.«ﬁj

para pemilik
nnya dengan

29 Al-Zarqa, Sharh al-Qawa‘id al-Fighiyah, 197-198.
Oy usuf Asaf, Mir’at al-Majallah: wa hiy Sharh Majallat al-Qawanin al-SharTyah wa al-Ahkam
al-‘Adliyah (Mesir: Matba‘ah ‘Umumiyah, 1894), 18.

*'Salim Rustum Baz, Sharh al-Majallah, 31 dalam Zaydan, al-Wajiz fi Sharh al-Qawa‘id al-
Fighiyah, 93
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“Di antara cabangnya yaitu al-tas‘r ketika para pemilik
logistik makanan melampaui di dalam penjualannya dengan
harga yang sangat. "**

€. Manafi’ al-Haga’ig karya al-Hasari.
B oy a3 Rl ST 3R e 2 1
“Di antara cabangnya vyaitu al-tas‘ir ketika para pemilik logistik

makanan melampaui di dalam penjualannya dengan harga yang
15243
sangat.

bahwa ‘udhr yang memotivasi
dilaksanakannya a/-tas K@i, para pemilik komoditas
untuk mencari keu u k-banyaknya, bahkan
dengan melampaui be ng harga. Yang mana
tindakan ini berpote m yang seharusnhya

dihilangkan.

inasi (al-ghalab),

a un secara terminologi
jual B@li komoditas dengan
. 'Harga ters€but tidak digunakan

d
PONOROG

oleh masyarakat dalam transaksi biasanya.’** Secara sederhana a/-

tipuan (a/-khada°)

al-ghabn ada

ung
g

harga yang |

ghabn dapat diartikan menjual dengan harga yang tidak wajar.

*[bn Nujaym, al-Ashbah wa al-Naza'ir, 96.

* Al-Hasari, Manafi’ al-Haqga’iq, 323.

***Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, “ghabn”, al-Mawsu‘ah al-Fighiyah, vol. XXXI, 138,
157.
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Ketidakwajaran ini dikarenakan penjual mengambil laba tambahan
selain harga jual yang sudah mengandung laba.

Redaksi lain yang identik atau memiliki keterkaitan dengan
Kata al-ghabn yaitu al-tadlis, al-ghashsh, dan al-gharar. Al-tadlis yaitu
menyembunyikan cacat komoditas dari pembeli. A/-ghashsh berarti

memperlihatkan sesuatu dengan tidak sesuai sebagaimana yang

tersembunyi. A]-tad[z" - sh terkadang menjadi sebab

atau al-taghrir adalah

I atau hartanya kepada

mengandung unsur
or yang menimbulkan

n.pada Hadis Nabi

. - j ; ‘fw:- /'; ZJ.;
“Bar ‘ 1 ] maka tidak
term ki

Ibn al-*Arabi ata: ‘
PONOROGO

“Sesungguhnya tindakan memasang harga yang tidak
wajar (al-ghabn) di dunia adalah dilarang secara
konsensus (77ma‘) menurut hukum dunia. Tindakan
tersebut masuk dalam kategori penipuan yang
diharamkan secara hukum di dalam semua agama.
Akan tetapi al-ghabn yang sedikit yang tidak mungkin

2*|pid.

**|bid., 139.

*"Hadis riwayat Abu Hurayrah dalam Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-
Naysaburi, Sahih Muslim, cet. I, vol. I (Riyad: Dar Taybah, 2006), 58. Nomor hadis 100-101.
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dihindari maka jual beli tetap disteruskan, jika tidak
demikian maka tidak ada satupun jual beli yang sah
selamanya. Jika ditemukan praktik a/-ghabn yang
banyak dan dimungkinkan dihindari, maka praktik
tersebut wajib ditolak. Tentang ukuran sedikit dan
banyaknya dalam a/-ghabn adalah sesuatu yang sudah
maklum dalam hukum agama.”*®

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa tindakan a/-ghabn baik

sedikit ataupun banyak, selama dapat dihindari (dalam keadaan

normal) maka hukumnya Adapun jika tidak dapat dihindari

naka hukumnya ditolerir.

2. Kilasifkasi dan krite |
Fugaha’ n di dua macam, yaitu

ghabn yasir dan n keduanya menurut
madhahib al-arb
a. Madhhab dengan harga yang
Sedangkan
ar, daftar harga resmi

para penjual. Karena sta arga dapat diketahui dengan taksiran

dan anali i e
memiliki i it ping

harga yandgPtidgR MEmilliki BRendiBipday d€luan tingkatan harga

tertentu, maka tidak ditolerir karena kelebihannya mencapai standar

an ditolerir karena

t dihindari. Adapun

maksimum, di samping dapat dihindari. Ghabn fahish biasanya

tidak terjadi kecuali karena adanya kesengajaan.

*®1bn al-‘Arabi, Ahkam al-Qur’an dalam Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, “ghabn”, a/-
Mawsu‘ah al-Fighiyah, 139.
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Hal ini apabila harganya tidak diketahui oleh masyarakat
dan memerlukan hitungan para penaksir harga (tagwim al-
mugawwimin). Jika harganya diketahui semisal pada roti, daging,
dan pisang maka al-ghabn di dalamnya, maka tidak bisa ditolerir
249

walaupun sedikit dan walaupun berupa koin kuno (fals).

Madhhab Maliki. Ghabn adalah suatu ungkapan menjual komoditas

dengan harga yang lebi 3 umumnya di mana orang-orang
aitu lebih dari sepertiga
harga. g,n'"v N dldikalY-sepertigapya. Adapun tambahan

a tidak wajib ditolak

yang biasanya dapat

hab dan mayoritas
ulama’ ba Sirensi ghab kebi n dan tradisi. Imam

Abu Bakrﬂeatﬁ @gas ert'& rga. Imam Mardawi

menyatakan jika tindakan ghabn mencapai sepertiga harga

komoditas, maka transaksi dapat dibatalkan (fask#).2>?

29| pid.
20 pid.

Bl1pid., 140.

22| pid.
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3. Dampak a/-Ghabn Terhadap Akad.
Mayoritas fugaha’ bersepakat bahwa ghabn yasir di dalam suatu
akad tidak bisa mempengaruhi keabsahannya. Walaupun begitu,
pernyataan ini memiliki pengecualian dalam beberapa kasus tertentu.?*®

Sedangkan pada ghabn fahish terdapat tiga pandangan, yaitu:

a. Madhhab Hanafi di dalam zahir al-riwayah, Shafi‘i dan Maliki di

dalam pendapat popul atakan bahwa ghabn fahish tidak

ali menyatakan bahwa

mperoleh hak khiyar

2. Al-Ghabn al-FahishPerspektif Ki ' hkam al-“Adlyah dan
Sharh-Sharfnya. ':ﬁ
a. Pengertian dafiBat “ ish,
Tyas MataenderiRikay <52 G gah:

Ak BT g 9l e s g 4 G

3.

“*pandangan ini memiliki pengecualian bahwa ghabn fahish tetap memiliki pengaruh terhadap
akad walaupun tidak disertai dengan taghrir (penipuan), yaitu dalam dua kasus. Pertama,
transaksinya seorang ayah, kakek, pelaksana wasiat, orang yang menerima perwalian, penerima
modal, dan wakil. Kedua, jual belinya orang yang pasrah (mustaslim) yang meminta informasi
(mustansih). bid.

**|bid., 140-142.
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“Ghabn yaitu menjual harta dengan harga yang lebih
sedikit dari nilainya, atau membelinya dengan harga
yang lebih banyak darinya.”"*®

Di dalam al-Majallah pada buku pertama sub bab pendahuluan materi

ke-165 dijelaskan pengertian a/-ghabn al-fahish, yaitu:

@;ii)\jcqujﬁ\@}ﬁ\ﬂ@’JJs&lézﬂcyw\w
RCRUIERCH] &) B 3 UuAs 3 um,l-s} cub‘}i’i—\

%) pada jenis
L jenis  hewan,
au lebih. (dan
%) pada jenis
la sesuatu).”?>

l

‘Ali Haydar € wa tindakan menjual

dirham yang ga 12,5 (‘ashrah wa

rubu’) atau

(ahad ‘ashar) )
bernilai 10 d rga 1
harga 10 masuk’dala habi Fahish.

har) a
PONOROGO

Haydar memberikan argumentasi bahwa adanya perbedaan

njual komoditas yang
pbeli 10,5
[0 dengan harga 11
, menjual tanah yang

membeli 12 dengan

prosentase ghabn pada varian komoditas yang berbeda tersebut
didasarkan pada sering tidaknya komoditas tersebut digunakan dalam

transaksi. Semakin sering atau banyak suatu komoditas digunakan

>*[lyas Matar, Sharh al-Majallah, cet. 1 (Istanbul: t.p., 1882), 88.
257Lajnah Mu’allifah, al-Majallah, 37.
®8Haydar, Durar al-Hukkam, 131.
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20 hig,
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sebagai obyek transaksi maka semakin sedikit ukuran prosentase
ghabn fahisinya. Sebaliknya, jika semakin jarang atau sedikit
penggunaannya maka semakin tinggi ukuran prosentasenya.>>’

Dari uraian di atas dapat dibuat suatu definisi (za‘r7f) pada
Klasifikasi ghabn dengan menggunakan batasan (Aadd), yaitu bahwa

ghabn fahish adalah ghabn yang prosentasenya mencapai ukuran

ketentuan di atas atau b Sedangkan ghabn yasir adalah
Contoh ghab a0 ienjlial dir \ g bernilai 10 dengan
harga 10 leb| .:: ~ ;4 \ au membeli 10 lebih
sekian denga 63T itas Yahg bernilai 10 dengan
: dengan harga 10.%°

pembatasan seperti di
Jtaakhkhirun) untuk

pengaplikasiannya. Maa ati mendefinisikan ghabn fahish

dengan:
. SENAEE
“Hargr yag INSMLBM fog h%a yan%mdibuat

oleh para penaksir harga yang berpengalaman.

-

Dengan demikian, jika penjual A menaksir harga propertinya dengan

nilai 100, penjual B dengan 95, dan penjual C dengan 90; maka

1 Al-Zarqa, Sharh al-Qawa‘id al-Fighiyah, 182-183. Pendapat yang mengatakan bahwa ghabn
fahish adalah harga yang berlipat ganda (du‘f al-gimah) terkadang bersumber dari pendapat yang
tidak valid (muqabil al-sahih). ldem., 198.
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apabila properti tersebut dijual dengan harga antara 90-100 maka
termasuk ghabn yasir. Atau dengan harga 90 ke bawah maka termasuk
ghabn fahish kepada penjual, atau dengan harga 100 ke atas maka

termasuk ghabn fahish kepada pembeli.?%?

b. Obyek al-Ghabn al-Fahish.

Obyek dari al-ghabi, al-fahish adalah mabi (obyek

transaksi).’®®  Mabi* ah se aenda  (al-‘ayn) yang dapat
4

u (al-mu‘ayyan) dan

terwujud (/- & 1 P @fah (igan), hewan (al-

komoditas

2021bid. 'Q ' n

23Materi ke-150 dalam La]nahg ?

**Haydar, Durar al-Hukkam, thli ada barang yang gantlnya dapat diperoleh di pasar
tanpa adanya selisish yang berarti, seperti gandum dan minyak (materi ke-145). Sedangkan gaymi
adalah sesuatu yang gantinya tidak bisa ditemukan di pasar, atau dapat ditemukan tetapi ada selisih
harga yang berarti, seperti hewan ternak dan hewan kendaraan (materi ke-146). Lajnah Mu’allifah,
al-Majallah, 36.

25Materi ke-151 dalam Lajnah Mu’allifah, a/l-Majallah, 37.

26Materi ke-159 dalam Ibid.

®"Haydar, Durar al-Hukkam, 129. Al-nuqud adalah emas dan perak atau yang mengganti
kedudukannya semisal uang kertas (materi ke-130). Sedangkan ‘urud adalah selain nuqud.
Komoditas perdagangan dinamakan a/-si/‘ah seperti hewan, satuan takar, satuan timbangan, dan
satuan ukur (materi ke-130). Lajnah Mu’allifah, a/-Majallah, 36. Termasuk kategori ‘wrud adalah
buku, pakaian, selimut, kursi, tikar, al-madhru‘at dan al-‘adadiyat. Sedangkan tanah tidak
termasuk ‘urud. Haydar, Durar al-Hukkam, 117.
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c. Implikasi Hukum a/-Ghabn al-Fahish Terhadap Status Akad.

Di dalam al-Majallah terdapat pasal tersendiri yang mengkaji
tentang status al-ghabn al-fahish dan implikasinya terhadap suatu
transaksi, yaitu pasal ketujuh (al-fasl al-sabi‘ fi al-ghabn wa al-taghrir)
pada bab keenam (a/-bab al-sadis i al-khiyarat) dalam buku pertama

materi ke-356 sampai 360. Redaksi materinya yaitu sebagai berikut:

:ﬁ /°fe// g drd 15
el Y e
Juj ¢ i/\

“Apabila :;;_ TsTi ';,;-"' al beli tanpa
adanya pe : a“orang”'ya A ghabn tidak
berhak ypabila ghabn

maka tran

'f'..

“Apabila salahsatu piha

pihak yanggain d 3 ; i

fahish dalamj t u pihak yang
menjadi gha jual
belinya.”

45 RGN R OGO 1 S )

“Apabila orang yang menipu dengan ghabn fahish
meninggal dunia, maka gugatan atas penipuan tersebut
tidak bisa berpindah ke ahli warisnya.”

8Materi ke-356 dalam Lajnah Mu’allifah, al-Majallah, 64.
*Materi ke-357. Ibid.
""Materi ke-358. Ibid.
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2 oW gd Je dli g i 0 ges b gl

Lo % -{,/ 1 “ . 5" /° “ade 4 °/° y AT
Wyhzw_))/\.«“dfm o \L%df,m

-

“Pembeli yang tertipu apabila menemukan adanya ghabn
fahish kemudian dia membelanjakan barang yang dibelinya
selayaknya pemilik, maka hak pembatalannya atas transaksi
menjadi gugur.”

/gf PR T Bo7 oOr - & s0
35 el e and 3 Sl ) A
/55}/ ~ ;L) /o// - ga o
5N Y aly Gl uoMINes

3
A
A
°
—n

, atau terjadi
membangun
ghabn tidak

faskh (membatalkan
tindakan
aitu pada transaksi

atas harta anak yatim, Wakaf, dan harta bait al-mal, dan

transaksi a ali wusiy (pelaksana
wasiat).?"

b. Baik ghabirrmh BEnd MiERaiqAen@dn €7 ataupun raghrir
yang disertai dengan ghabn fahish, gabungan keduanya sama-sama
menimbulkan khAiyar yang kemudian disebut dengan khiyar al-

ghabn wa al-tahgrir. Khiyar inilah yang akhirnya menimbulkan

"'Materi ke-359. Ibid.
*">Materi ke-360 dalam Ibid.
?BLihat Haydar, Durar al-Hukkam, 367-368.



97

hak faskh. Hak khiyar ini dapat dimiliki oleh penjual saja, pembeli
saja, ataupun keduanya secara bersama.?’

c. Gugatan atas tindak raghrir dan ghabn fahish gugur karena matinya
pelaku. Hal ini karena khiyar al-ghabn wa al-tahgrir hanyalah
semata hak (al-huquq al-mujarradah) sehingga tidak dapat

diwariskan atau dipindahtangankan.?”

d. Pembeli yang men' ghrir dan ghabn fahish kemudian
ka dia tetap memiliki hak

(al-mallak) maka hak

enindaklanjuti ketika

Q
& d
) /
Q) ™ < '
¥, < r
& o K
- -
— ——
Y_——d/ >

et sl o

han komoditas yang

menghilangkan hak

Maka

askh.
3. Kriteria AI-Gh al-Ka bole al-Tas‘ir al-Jabri
Perspektif Kitab jﬁ ? - Sharh-Sharhnya.

Di dalam beberapa sharh al-Majallah terdapat beberapa redaksi

tentang ghabn fahish yang dikorelasikan dengan al-tas ‘ir al-jabri. Penulis

*™Lihat Ibid., 369.

“5Ljhat Ibid., 370.

2"Gugurnya hak ini terdapat dalam enam kasus, yaitu: 1) tindakan yang menghilangkan hak milik,
2) Ibra’ (membebaskan), 3) barangnya menjadi rusak atau terurai, 4) dijual kepada pihak lain, 5)
diwakafkan secara sah, 6) bertambah selain dengan proses melahirkan. Ibid., 371.

*"Lihat Ibid.
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menemukan empat varian redaksi yang berbeda walaupun bersubstansi

sama, yaitu:

“Di antara cabangnya yaitu ketika para pemilik makanan
melampaui di dalam menaikkan harga. 2"

PR P 2 Zo /020*// . @5 o1 -0
A @w,@ 83 A5V 335 3 B b Xe L

“.. ketika para pedagang bermaksud memperoleh tambahan

laba yang mana tambahan ini dapat membahayakan
kemaslahatan umum.”

S @ H < 4 o, /& /o/ %/: -0
A Tl B8 el By and 3 ikl O A5 e L
- 3 ’ ‘ 3y

“... ketika pen
yang sangat,

gan kecurangan
massif.” 280

ST PRI

(13

.. ketika mer
tersebut. "*% |

di dalam harga
a.bahwa baik
a fahish tetap dapat
IK al-tas‘ir al-jabri. Redaksi kedua
i eteran@an (muqayyad bi al-
. Ha ghabn fahish yang
membahayakan kelifasfeRatEW p@DidiarGliabat @degalkan tindakan a/-

tas‘ir al-jabri. Sedangkan redaksi ketiga secara eksplisit bersifat umum,

bersifat lebih khu

sitah), yaitu tad

akan tetapi secara implisit bersifat khusus. Frase daf™ Ii al-darar al-‘amm

*®Salim Rustum Baz, Sharh al-Majallah, 31 dalam Zaydan, al-Wajiz fi Sharh al-Qawa‘id al-
Fighiyah, 93; Asaf, Mir’at al-Majallah, 18; Nujaym, al-Ashbah wa al-Naza’ir, 96, Al-Hasari,
Manafi’ al-Haqa’iq, 323.

*®Haydar, Durar al-Hukkam, 40.

20 Al-Atasi, Sharh al-Majallah, 63.

1 Al-Zarqa, al-Madkhal al-Fight al-‘Amm, 997.
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(untuk menolak bahaya umum) menunjukkan adanya taqyid bi al-sitah
yang tersembunyi. Sedangkan redaksi terakhir lebih bersifat menafsiri
ghabn fahish yang mengandung unsur melampaui batas dan keterlaluan

dalam memasang tarif.

a. Kiriteria a/-Ghabn al-Fahish atas Legalitas Praktik a/-Tas ‘ir al-Jabri.

Berdasarkan redaksi-redaksi di atas, dapat dirumuskan bahwa

kriteria ghabn fE]_u’s[z i gakan landasan legalitas praktik
la ini adalah syarat
tindakan a/-tas‘ir al-
I implikasi merusak
legalkan praktiknya,

isal diberlakukannya

tidak biasa terjadi

kecuali dengan k *82 Redaksi ta‘adda (melampaui

batas)ie - a Walaupun demikian,
sela atalime an laBMitas situasi kondisi,
terabajisangrya REk4BK J2'@3d @3 erusak kemaslahatan
publik —baik karena kesengajaan atau tidak-, maka ghabn
fahish dapat melegalkan tindakan al-tas ‘ir al-jabri.

3) Dengan dan tanpa taghrir. Taghrir adalah menginformasikan

kepada pembeli tentang kriteria barang dengan selain kriteria

282K ementerian Wakaf dan Urusan Agama, “ghabn”, al-Mawsui‘ah al-Fighiyah, 139.
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aslinya agar tertarik.®®® Sering dibayangkan bahwa taghrir
harus selalu ada ketika ghabn fahish ada. Anggapan ini tidak
tepat karena adanya taghrir hanya sebagai syarat untuk
memperoleh  khiyar al-ghabn wa al-tahgrir. Selama
kemaslahatan publik terganggu —baik dengan atau tanpa

taghrir-, maka ghabn fahish dapat melegalkan tindakan a/-

tas‘ir al-jabri. _

b. as Praktik al-Tas‘ir al-
Jabri.

Dari - atakan bahwa status

ghabn fahis. j . " praktik b as‘ir al-jabri adalah

lain.?**_Dalam , fahish dengan berbagai
kriter ik al-tas‘ir al-jabri
menj jadi Préktik al-tas‘ir al-jabri
menjar I(QI megsﬂth@nLﬂ persyaratannya, dan
bisa jadi ilegal karena ternyata ada solusi lain selain a/-tas ‘ir

al-jabri®® Artinya, ghabn fahish dengan berbagai kriterianya

83Materi ke-164 dalam Lajnah Mu’allifah, al-Majallah, 37.

% Abu Yahya Zakariya al-Ansari, Ghayat al-Wustl Sharh Lubb al-Usul (Surabaya: Al-Hidayah,
t.t.), 13.

85pembahasan al-tas7r al-jabri di dalam madhhab Hanafi masuk dalam terma al-darurat. Oleh
karenanyadia menjadi pijakan terakhir (akhir malja’) dan obat keras (al-dawa’ al-kayy) sebagai
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merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi agar praktik
al-tas‘ir al-jabri menjadi legal. Pandangan ini menggunakan
pendekatan usu/ al-figh dalam terma hukum wad ‘7 (korelatif).
2) Alasan (‘udhr). Artinya, dengan adanya ghabn fahish dengan
berbagai kriterianya dapat merubah status hukum al/-tas ‘ir al-

Jjabri yang asalnya ilegal menjadi legal. Tetapi legalitas

sesuatu yang b pada  ‘udhr bersifat temporal.
maka hukum sesuatu tadi

ini didasarkan pada

sesuatu yang terla i batal.?®” Al-Atasi dan al-Da‘as

meng V n pengakuan atas
legali stat enjadi sepeftl tidak ada.?®®
Dilihal8afPpe®yeidid 2ok @ fakaBlktus legalitas al-tasir

al-jabri masuk dalam Kkategori rukhsah (dispensasi). Haydar

mendefinisikan rukhsah dengan berlakunya hukum berdasarkan ‘udhr

solusi. Selama hak muslimin masih dapat dijaga dengan cara lain, a/-tas‘ir al-jabri tidak boleh
ditetapkan. Lihat Al-Hasani, Ahkam al-Tas ‘ir, 83.

285Materi ke-23 dalam Lajnah Mu’allifah, a/-Majallah, 27.

%7 Asaf, Mir’at al-Majallah, 17.

28 A1-Atasi, Sharh al-Majallah, 55; ‘Azat ‘Ubayd al-Da‘as, al-Qawa‘id al-Fighiyah ma* al-Sharh
al-Mujaz, cet. 111 (Beirut: Dar al-Turmudhi, 1989), 77.
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dengan masih adanya dalil yang mengharamkan karena bertujuan
memperlonggar.?®® Secara implisit terma rukhsah masuk dalam
substansi materi ke-17 yaitu a/-mashaqqah tajlib al-taysir (Kesulitan
dapat menarik kemudahan). Jika dilihat dari perspektif darurat maka
al-tas ‘ir al-jabri masuk dalam cakupan materi ke-21 yaitu al-darurat

tubih al-mahzurat (kondisi darurat melegalkan sesuatu Yyang

dilarang). Dan jika dilihg gdanya pertentangan antara bahaya

kan oleh sharh-sharh
al-Majallah untuk® affean ! fSetara umum, referensi-
si /i al-

'\ madhhab Shafii

: b hyang diwakili oleh Ibn
engunak@én redaksi yang sama
caktpanny darura®°> Dalam Kitab fikih

PONOROGO

menggunakan /7 a

Taymiyah dan Ib

yaitu /i al-hajah

289Haydar, Durar al-Hukkam, 35.

% Al-Hasani, Ahkam al-Tas r, 83.

*I1bid., 94.

Ibid., 86.

2[hn Taymiyah, al-Hisbah fi al-Islam, 42, 99; Al-Jawziyah, al-Turug al-Hukmiyah, vol. 1I,
(Makkah: Dar ‘Alamal-Fawaid, 1428 H.), 639, 683
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umum al-Zuhayli menggunakan redaksi /i al-darirah®* al-Qardawi dan
al-Bufi menggunakan redaksi /7 a/-hajah.**

Dari uraian di atas tampak bahwa redaksi-redaksi yang digunakan
selain al-Majallah masih bersifat abstrak dan global yang cakupannya
tidak terhingga, walaupun dalam beberapa tempat dibatasi dengan syarat-
syarat tertentu dan sebagiannya menyinggung perilaku ghabn fahish itu

sendiri.?®®

Keabstrakan dan globalitas redaksi tersebut menyamai
keabstrakan dan globalitas bunyi kaidahnya, yaitu yutahammal al-darar al-
khass Ii daf*i al-darar al-‘amm. Oleh karenanya, kesimpulan penelitian ini
bahwa ghabn fahish adalah faktor yang melegalkan praktik a/-tas‘ir al-
Jjabri merupakan penegas, penjelas, sekaligus pengkhusus atas redaksi lain
yang digunakan referensi-referensi selain a/-Majallah sebagai alasan
legalitas al-tas‘ir al-jabri. Perbandingan kekhususan redaksi ghabn fahish

dengan redaksi lainnya adalah sebagaimana kekhususan kasus partikular

dengan universalitas kaidahnya yang membawahinya.

24 Al-Zuhay[i, al-Figh al-Islami, vol. 1X, 564; Idem., vol. V11, 700.
25 Al-Qardawi, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlag, 429; Al-Buti, Dawabit al-Maslahah,182.
2%Hal ini dicontohkan semisal pada a/-Hisbah yang menjelaskan bahwa:

Ao Ao WG LA aa) O3fslaiss O3 pllal LT OO0

“Apabila pemilik makanan melampaui batas harga dengan sangat... maka pemerintah boleh

melakukan pembatasan harga ketika itu.” Ibn Taymiyah, a/-Hisbah fi al-Islam, 40. Lihat juga Al-
Zarqa, al-Madkhal al-Fighi al-‘Amm, 997.
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PROSEDUR OPERASIONAL PRAKTIK AL-TAS‘IR AL-JABRI
PERSPEKTIF KAIDAH TAZAHUM AL-MAFASID DALAM KITAB

MAJALLAT AL-AHKAM AL-‘ADLIYAHDAN SHARH-SHARHNYA
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al-Tas ‘ir al-Jabri

g baru, karena hal ini

sudah dikenal da e diy@ng lalu. Di Andalusia

(Spanyol), perat ang'Pepan daftar harga atau

kertas label harg@l(pHGEmIEss IBaRENS-bafang dagangan sudah

berlaku sejak delaf gy alu"dengap ir dksi dari pemerintah (al/-

1.

Di Andalusia, husus wilayat al-hisbah

(Departemen etugas khusus yang
disebut muht

cerdik, laksan pe&um(ag zﬁlﬂkﬂm&n pasar-pasar dengan

naik kuda disertai para pembantunya yang salah satunya membawa

g yang berilmu dan

timbangan roti. Di kalangan mereka, roti memiliki timbangan yang

pasti. Harga seperempat dirham akan mendapatkan roti dengan

7 Al-Hasani, Ahkam al-Tas Tr, 22-23.



105

timbangan tertentu, begitu juga dengan harga-harga makanan yang
lain.

Cara yang sering dilakukan adalah muhtasib —dengan diam-
diam- mengutus bocah yang masih lugu, laki-laki ataupun perempuan,
untuk membeli di suatu pasar. Kemudian barang yang dibeli tadi diuji

dan ditimbang oleh muhtasib. Apabila terdapat kekurangan pada

kadar timbangannya, ma gecek dengan menyamakan dan
menanyakan pada ; ;:‘ _ . Ketika jelas terbukti
1 dipermalukan. Kalau
ubat, maka dia diusir
g roti maupun daging

di atas atau di bawah

agaimana harga yang

H.) seorang™ ' arY surat instruksi dari

Khalifah Abb 9 H.) yang isinya:
hi karena hisbah

merupa i r dan penting, ia

lebih b @a“ berikan manfaat
kepada man |a sec a ia Juga lebih mendorong

terjaganya harta dan kestabllan kondisi mereka, menolak
pendapatan yang tidak halal dan mencukupkan diri dari
meminta-minta. Dan hendaknya orang yang dipasrahi tugas
itu selalu mengedepankan memantau kuantitas harga-harga
pasar dan memeriksa ketersediaan bahan-bahan kebutuhan
masyarakat, dan memperlancar transportasi di daerah-
daerah yang menjadi lumbung bahan-bahan pokok maupun

*®Ibn Sa‘d al-Andalusi, al-Mughrab i Hully al-Maghrib, dikutip dalam al-Hasani, Ahkam al-
Tas‘ir, 19-20.
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tempat lain yang berpotensi, agar penetapan/penentuan
harganya (al-tas‘ir) berdasarkan fluktuasi kuantitasnya,
tidak keluar dari batasan adil dan tidak cenderung
menguntungkan dua belah pihak dengan memperbanyak
(stok) atau menguranginya...” **°

Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Khalifah al-Nasir li
Din Allah (w. 622 H.) kepada seorang gadi bernama Muhyiddin

Muhammad bin Yahya ketika putusannya ditunggu-tunggu dewan

hakim di Baghdad, isiny

>

“Lakuka _ 0ses bah, karena hisbah
merupakaffkemasta '? esar dan penting, ia

lebih 8 m mberikan manfaat
kepadamanusiaisece , C laknya orang yang
dipas - ' uh barang-barang

daga o it k maupun lainnya
setiap : ‘menyelidiki or fluktuasi harga
dan se ‘me hendaknya perlu
diambil tiny indaka gueepaty tepat dan efisien

ebijakan“algassr adalahailigas™ dan_wewenang khusus
p€merintah atau_ Wal ato =0rang yang dittgaskannya.

Tugasnya yaitu mengawa emantau para penjual agar tidak

ada yang andd ekalig ri sangsi ataupun
merehabilitas ada pelan ugasstlilbas ini sebenarnya
terintegrasi sFrfﬁusdaﬁl &gabwd al-hisbah (petugas
pemantau) atau muhtasib.>"!

3. Dalam lingkup yang lebih sempit, praktik-praktik yang memiliki

kemiripan (naza’ir) dengan al-tas‘ir pernah dilakukan oleh Nabi

29 Al-Qalqashandi dikutip dalam Al-Hasani, Ahkam al-Tas Tr, 21-22.

*“Ibid., 22.

*"bid., 19-20; Lihat juga Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi al-
Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 245, 253.
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SAW. dalam konteks menetapkan harga yang adil (gimat al-‘adl).*®*

Di antaranya yaitu:
a. Kasus seorang budak yang dimiliki dua orang, yang mana
salah satunya ingin memerdekakan bagiannya, sedangkan yang
lain tidak mau kecuali temannya membayar bagiannya dengan

harga yang lebih. Lalu Nabi SAW bersabda:

kakan bagiannya pada diri

“Barang siapa ya
(. arta seharga budak tadi,

ganya tadi diberikan
mereka sehingga
maka merdekalah
. al-Bukhari dan
iliki sebatang pohon
etangga ini merasa
ah dan keluarganya
i SAW.
enjualnya  kepada

tetangganya atau laskannya, akan tetapi Samurah

tidak nak . i abi  mempersilakan
tetanggad t mberikan gantirugi
(qimall-mh BNy g sBhail Beplde €dmurah. Nabi berkata

kepada Samurah: “Innama ant mudarr” (Engkau ini

merugikan).***

3%Redaksi gimat al-‘adl adalah dari Nabi SAW., sedangkan gimat al-mithl dari Ibn Taymiyah,
dan thaman al-mithl dari fugaha’. Al-Hasani, Afkam al-Tas ‘ir, 143-144.

*%Diriwayatkan oleh Imam Enam ( a/-sittah), Ibid.

%%Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibid.
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Kasus dalam shuf*ah yang mana salah satu pemilik ingin menjual
bagiannya. Maka tetangganya adalah yang lebih berhak membelinya
dengan harga yang sesuai (gimat al-mithl), tidak boleh dengan harga yang
diberatkan dengan tujuan menggagalkan pembeliannya. Nabi SAW.
bersabda: “Al-jar ahaqq bi darih bishuf*atihi...” (tetangga lebih berhak

dengan bagian rumahnya karena shuf*ah).**

2. Wiliyat al-hisbah: | emipddaiPelaksana alllhgs ir al-Jabri
Al-hisbah " : gaturan yang baik. la
merupakan Lemb | pegang seorang ketua
urusan umum awasan harga dan
pemeliharaan al-hisbah  adalah
memerintahkan
melarang kemung
hisbal
(al-da‘wa).>®
Al-hisba milikcigelug intahkan kebaikan dan
melarang kemun ' i ' kaitanf@éngan hak Allah, hak

manusia, dan per

Al-amr b1 al- ma ‘ruf yang ge‘kgngengan huquq al-adamiyin

adakalanya bersifat umum dan khusus.’'® Sedangkan untuk al-nahy ‘an

*®Ibid.; Lihat juga Ibn al-Farkah, Sharh al-Waraqat li Imam al-Haramayn al-Juwayni (t.t. : Dar
al-Basha’ir al-Islamiyah, t.t.), 176.

*%Majma* al-Lughah al-Arabiyah, “al-hisbah”, a/-Mu %am al-Wasit, 171.

7 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, 315.

*%Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Qayyim al-Jawziyah, al-Turug al-
Hukmiyah fi al-Siyasah al-Shar Tyah, vol. 11, cet. I (Makkah: Dar ‘Alamal-Fawaid, 1428 H), 622.
% Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, 318.
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al-munkar, yang berkaitan dengan huquq Allah adakalanya berhubungan
dengan ibadah (al-‘ibadat), larangan (al-mahzurat), perekonomian (al-

11 Adapun al-tas‘ir al-jabrf masuk dalam ranah al-nahy ‘an

mu‘amalat).
al-munkar di dalam huqug Allah yang berhubungan dengan al/-
mu‘amalat’’? dan di dalam huqiq al-adamiyin"

Petugas al-hisbah disebut wali al-hisbah atau al-muhtasib. Dia

diposisikan sebagai instrukit g dipatuhi (al-amir al-muta’). Al-

adil, memiliki

mengetahui kem

di ia. keKeluargaan,®*”  dan

*Obid., 321.
*"bid., 324.
#121hid., 332; Lihat juga Ibn Ta f
*Ibid., 336. ONOROGO

Y Al-Jawziyah, al-Turuq al-Hukmiyah f7 al-Siyasah al-Shar Tyah, 622-623.

31 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, 316.

%1% jhat pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dalam Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1945
Perspektif Islam, (ed.) Ahmad Baedowi (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013), 1; dan UUD 1945
bab I pasal I ayat 2 halaman 61. Bagi sebagian besar ulama’ dan umat Islam Indonesia, negara kita
dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah pilihan yang sudah final dan sama sekali tidak
bertentangan dengan ‘agidah maupun shari ‘ah Islam; bahkan tidak sedikit di antara mereka yang
mengatakan ‘wajib’ hukumnya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
sebagai mithaqan ghalidza (kesepakatan luhur dan modus vivendi). Indonesia dengan dasar
Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang islami, tetapi bukan negara Islam. Negara Islami
adalah negara yang secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol-simbol Islam tetapi
substansinya mengandung nilai-nilai substantif ajaran Islam, seperti kepemimpinan yang adil,
amanah, demokratis, menghormati hak asasi manusia, dan sebagainya. lbid., XVIII dalam




110

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional.®*® Dari redaksi undang-undang yang
sama, para ekonom berbeda dalam menentukan nama dan tipe sistem

ekonomi negara Kkita, ada yang menyebut sistem ekonomi

320 sistem  ekonomi

perkoperasian,®*®  sistem _ekone pancasila,
em ekonomi campuran. 3?2
Apapun nq‘,"' Wa be . ] ! ripakan negara yang sistem
ekonominya tid: B2 akan bahwa bangsa
Indonesia menga S Ao s alfalau sistem demokrasi

dak sedikit juga yang

mengatakan bahw S i . a adalah kapitalisme.

Bahkan, pada ma bleh rezim Soeharto,

ditentang oleh mati bahwa secara

pengantar dengan judul “Jiw MK-RI, Moh. Mahfud
MD.
17 jhat UUD 1945 bab XIV p
$8UUD 1945 bab XIV pasal 33'9yat 4 a di, Ibid.

*“Lihat Ahmad Zarkasi Eferifi® OINe@raREI@nGK@asi dan Pengembangan
Ekonomi Kerakyatan (tt: Averroes Press, 2012), 10; Pengantar dalam Ai Siti Farida, Sistem
Ekonomi Indonesia, (ed.) Beni Ahmad Saebani (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 6.

30D antaranya adalah guru besar Fakultas Ekonomi UGM Prof. DR. Mubyarto dalam Mubyarto,
Membangun Sistem Ekonomi (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), 78, 289, 296, 298;
Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir & Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila
Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), 16, 23, 34, 35.

%211bid., 78; Revrisond Baswir, Manifesto Ekonomi Kerakyatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), 24; Efendi, et. al., Demokrasi Ekonomi, 69.

%22Efendi, et. al., Demokrasi Ekonomi, 56.

¥3Farida, Sistem Ekonomi Indonesia, 22. Ketidak jelasan ini juga secara implisit terekam dalam
point yang coba mendefinisikannya, yaitu: “(1) Terma Ekonomi kerakyatan sebenarnya tidak
dikenal dalam teori ekonomi. ... barangkali yang dimaksudkan terma ini merupakan gabungan
dua teori antara kapitalisme dan sosialisme.” Lihat Lajnat al-Ta’[if wa al-Nashr NU Jawa Timur.

1945, 259.
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normatif-legal sistem ekonomi politik Indonesia berada dalam kategori
sosialisme, tetapi praktiknya berbentuk kapitalisme. Dengan bahasa
paradoks bahwa ideologi normatifnya berpaling ke kiri sedangkan praktik
sistemnya bergeser ke kanan.*** Dewasa ini, Indonesia juga sedang
mengembangkan sistem ekonomi Syari’ah yang dianggap terbukti ampuh

dan lebih tahan pada masa krisis.*?® Begitulah sistem ekonomi negara kita,

aturan mainnya secara baku, ap masih berproses dan mencari
4

bentuk.*?° ;
pemerintah Indonesia
seringkali menge ; t'. a : ,:= dng sebenarnya menjadi
hak dan kewena e : rena tidak dipahami
dengan baik oleh ' ihak\ . Ikan kontroversi dan
l subsidi bahan bakar
minyak (BBM), st , dan renc Y 3 apan “BBM satu harga.”
| I rancu.
Contoh kuran mati pada kasus

permainan para ditas strategis yang

327

mengakibatkan k ula

~ G

Ahkam al Fugaha’: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan
Konbes Nahdlotul Ulama’ (1926-1999 M.) (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005),
653.

#4Djdik J. Rachbini, Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006),
2-3.

1pid., 23.

¥28\ubyarto, Ekonomi Pancasila, 34.

#7Eahmi, Ekonomi Politik: Teori dan Realita, 96.
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Jika diamati, pencabutan subsidi BBM,**® subsidi listrik,**® dan
program BBM satu harga adalah lebih bertujuan untuk menciptakan
pemerataan, realokasi anggaran ke sektor yang lebih produktif, dan
merealisasikan keadilan sosial.®** Untuk mengatasi naik turunnya harga
pangan di dalam negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan membuat

pasokan pangan elastis dengan tiga cara, yaitu meningkatkan produksi,

idak jarang kemudian

pasar murah untuk

328 Jika dikaji lebih jauh, keuntungan dari pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan berbagai

sektor publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pembangunan ekonomi dan sosial,
jauh lebih bermanfaat. Penerapan subsidi BBM selama ini hanya menguntungkan kelompok
masyarakat menengah keatas dan para pemodal borjuis, boleh dikata “tidak tepat sasaran”.
Sejatinya, subsidi BBM justru dapat membantu masyarakat miskin agar lebih sejahtera, khususnya
dalam sektor kesehatan dan pendidikan.
Https://www.kaskus.co.id/thread/546fdc6e5a516331678b4570/ini-tujuan-penting-dibalik-

pengalihan-subsidi-bbm/, diakses pada P5 Agus 0 [

*¥Direktur Bisnis PT Perusahiaan ik N awa Bagien Tengah (JBT) Nasri
Sebayang mengatakan bahwi mbex SUbSi dislistriky tepat an merupakan program
pemerintah yang menganut dasar keadilan."Karena'mentirutiya jangan Sdmpai orang yang mampu,

tetap mendapatkan subsidi JstR) FaF @It Pse@ekti €Pang-orang yang tidak

mampu. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jusman Hutajulu mengungkapkan bahwa
penyesuaian tarif tenaga listrik ini harus dilakukan karena selama ini subsidi listrik banyak
dinikmati pelanggan mampu. Rata-rata subsidi yang diterima kelompok 40% termiskin kurang dari
30% atau bahkan berdasarkan survei ekonomi nasional 2013 hanya 26% subsidi listrik yang
diterima oleh kelompok miskin dan rentan miskin. Sisanya sekitar 74% dinikmati orang kaya.
Https://ekbis.sindonews.com/read/1204816/34/pencabutan-subsidi-listrik-disebut-atas-dasar-
keadilan-1494651384, diakses pada 25 Agustus 2018.

3%0Sejak Oktober 2016, Pertamina sudah merealisasikan program BBM Satu Harga di Papua.
Kesuksesan tersebut, dilanjutkan menjadi program BBM Satu Harga Nasional melalui Permen
ESDM nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan BBM satu harga. Pertamina ikut berkontribusi
dalam mewujudkan energi berkeadilan. Https://finance.detik.com/energi/d-3750029/strateqi-
pertamina-wujudkan-bbm-satu-harga-di-ri, diakses pada 25 Agustus 2018.

31Fahmi, Ekonomi Politik: Teori dan Realita, 97.



https://www.kaskus.co.id/thread/546fdc6e5a516331678b4570/ini-tujuan-penting-dibalik-pengalihan-subsidi-bbm/
https://www.kaskus.co.id/thread/546fdc6e5a516331678b4570/ini-tujuan-penting-dibalik-pengalihan-subsidi-bbm/
https://ekbis.sindonews.com/read/1204816/34/pencabutan-subsidi-listrik-disebut-atas-dasar-keadilan-1494651384
https://ekbis.sindonews.com/read/1204816/34/pencabutan-subsidi-listrik-disebut-atas-dasar-keadilan-1494651384
https://finance.detik.com/energi/d-3750029/strategi-pertamina-wujudkan-bbm-satu-harga-di-ri
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Gambaran-gambaran di atas merupakan langkah aktif pemerintah
untuk menjaga stabilitas harga dengan menyeimbangkan hukum
permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar. Usaha-usaha
pemerintah di atas merupakan bentuk intervensi terhadap aktivitas
perekonomian rakyat, yang kedua adalah bentuk intervensi secara

langsung karena para pihak terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Sedangkan yang pertama seca agsung karena melalui mekanisme
regulasi harga. Interven: ' .. - € larga, inilah yang dinamakan a/-
tas ‘ir al-jabri.

Praktik am sistem ekonomi
Indonesia yang e kanan juga ke kiri”
menemukan relev rinsip ekonomi Islam
(al-igtisad al-islé asan ekonomi yang
terbatas.®**  Prin i me mberikan. kebebasan kepada manusia

sepe

selama tidak ggar s

ebas

bagaimanapun m u penimbunan, dan

eksploitasi.*** Kel @d'mtervensi pemerintah

bukan menjadi seSuatu ri diktator, justru sebaliknya
PONOROGO

menjadi legal bahkan wajib.**

33?Muhammad Shawqi al-Fanjari, a/-Wajiz fi al-Iqtisad al-Islami (Beirut: Dar al-Shurug, 1994),

15.
3331 bid.

**Dalam hal ini, pemerintah menggunakan prinsip intervensi negara dalam kegiatan ekonomi
Individu (mabda’ tadakhkhul al-dawlah fi al-nashat al-iqtisad Ii al-afrad) dalam ranah pengawasan
Negara terhadap aktivitas individu dan merealisasikan keseimbangan ekonomi. Al-Zuhayli, a/-
Figh al-Islami, 1V, 34-41.
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B. Prosedur Operasional Praktik al-Tas ‘ir al-Jabri
1. Jenis-Jenis al-Tas ‘Ir al-Jabri.
Ada beberapa jenis atau model a/-tas ‘ir, yaitu:
a. Penetapan harga di bawah harga pasar (ceiling price).
Ceiling price (harga tertinggi) yaitu kebijakan pemerintah

yang memberikan batasan harga tertinggi dari suatu barang, yang

mana harga tersebut be ah harga pasar. Tujuan dari

an pemerintah yang
memberikan S¢ 'A ] i I barang, yang mana
an dari kebijakan ini

dari harga yang terlalu

(@ (b)

Gambar 5.1 Kurva ceiling price dan floor price. 3%

*pada kurva pertama (a), ketika pemerintah menetapkan ceiling price sebesar Pc, sementara
harga keseimbangan adalah P, maka akan mengakibatkan kelebihan permintaan (excees demand,
shortage). Sedangkan pada kurva kedua (b), pemerintah menetapkan floor price sebesar Pf,
sementara harga keseimbangan adalah P, maka akan mengakibatkan kelebihan penawaran (excees
supply, surplus). Kedua kasus ini rawan memunculkan black market, karena penjual tidak mau
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c. Penetapan harga sesuai harga pasar (equivalence price).

Yaitu kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga sesuai
dengan harga pasar (equivalence price), yaitu harga yang adil, tidak
terlalu murah dan terlalu mahal berdasarkan prinsip saling rela.
Menurut Ibn Taymiyah, tidak ada a/-fas‘ir kecuali dengan gimat al-

mithl**® Tujuannya yaitu menghilangkan berbagai masalah yang

menimbulkan distorsi pas indungi kepentingan masyarakat

2. Konsep Harga

Sebelum

penggunaan istil

disinggung perbedaan
ah yang semuanya
rfian sI'r, al-thaman, dan al-

al-
a. Secara S a al-
NOR [ ¢

gimah bisa diartikan sebagai harga dari suatu komoditas. Perbedaannya,

merujuk kepada arfi har
PO

merugi dengan menjual di bawah harga pasar dan pembeli juga tidak mau merugi dengan membeli
di atas harga pasar. Lihat MBHA, “Menuju Harga yang Adil” dalam Pengantar Ekonomika Mikro
Islami, 295-296. Diktat tidak diterbitkan.

336 Al-Hasani, Ahkam al-Tas ‘Ir, 97.

»7Lihat MBHA, “Menuju Harga yang Adil”, 303.

338 ntervensi berupa floor price (Pf) dan ceiling price (Pc) dalam keadaan normal adalah haram,
karena merupakan kezaliman (mazlamah). Intervensi harga dilakukan justru untuk mengembalikan
harga pada posisi harga keseimbangan pasar (Pe) sehingga menciptakan keadilan bagi penjual dan
pembeli. Lihat MBHA, “Menuju Harga yang Adil”, 295-296.
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al-gimah merupakan nilai harga dari suatu barang yang sama dengan
standar kualitas maupun kuantitasnya, tidak kurang tidak lebih. Sedangkan
al-si‘r adalah harga yang ditawarkan oleh penjual atau ditetapkan oleh
pemerintah, bisa di atas harga asli, sama atau di bawahnya. A/-thaman
adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli, bisa di atas harga

asli, sama atau di bawahnya.®*® Oleh karena itu, ia disebut dengan bada/

atau ‘“7wad. Istilah-istilah tersg dalam materi ke-152 dan 154.

ya dalam diri

lebih.”
Dari redaksi_hadith di ata ‘ ang adil (gimat al-‘adl)

adalah harga vy ku i melebihi dari nilai

komoditasnya (/a f) ymiy enggunakan hadith

tersebut sebagai T 4hn Thena B\eﬂarﬂla@ dengan nilai yang

339K ementerian Wakaf dan Urusan Agama, “Si‘r”, al-Mawsi‘ah al-Fighiyah, vol. XXV, 8; Idem,
“Qimah”, vol. XXX1V, 132; Al-Hasani, Ahkam al-Tas ‘ir, 13-14.

*Lihat hadis-hadis serupa dalam Mundhir Qahaf, al-Nusus al-Iqtisadiyah min al-Qur’an wa al-
Sunnah (Jeddah: Markaz al-Nashr al-‘Ilmi, t.t.), 750; Lihat juga Ibn Taymiyah, al-Hisbah fi al-
Islam, 23; Al-Jawziyah, al-Turuq al-Hukmiyah, vol. 11, 670.
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sepadan (gimat al-mithl) inilah yang dinamakan a/-zas ‘ir yang sebenarnya

(hagiqat al-tas‘ir). Al-tasirseperti ini adalah suatu keharusan.***
Al-Hasani menyimpulkan argumentasi dari madhhab Maliki

tentang perbedaan tingkatan harga pasar menjadi tigabelas poin, salah

satunya yaitu:

A e Lo g
2 pihak-pihak yang
Jarinya dianggap
ligunakan oleh
adalah harga umum
awah (lebih murah)
selama mereka tidak
menjadi mayorit .7:_._:._4:"" ' Britas yang harganya
ok o a, karena

tingginya harg serupa, ketika ada

beberapa pihak i i oritas yang lain tidak
diperintahkan me hak t £.343
Pengertian"harga mbilkaW’dari definisi adil itu

PONOROGO

sendiri, yaitu: “pertengahan antara dua ujung kelebihan (boros) dan

kekurangan (terlalu irit).”*** Sehingga harga yang adil adalah harga yang

3bn Taimiyah, a/-Hisbah f7 al-Islam, 22-23.

32 Al-Hasani, Ahkam al-Tas ‘r, 43.

bid.

*Wizarat al-Awqaf, ““Adl”, al-Mawsu‘ah al-Fighiyah, vol. XXX, 3; Al-Shaqifi, “Dawabit al-
‘Adalah”, 71; Ahmad al-Sharbasa, “al-‘adl”, a/l-Mu‘%am al-Iqtisad al-Islami (t.t.: Dar al-Jayl,
1981), 289; Al-Buti, Dawabit al-Maslahah, 75.
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tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Harga yang terlalu mahal akan
merugikan para pembeli ketika terjadi kelangkaan (scarcity), atau bahkan
merugikan diri sendiri ketika dalam keadaan normal. Sedangkan harga
yang terlalu murah akan merugikan diri sendiri ketika terjadi kelangkaan,
bahkan merugikan para penjual lain ketika dalam keadaan normal.

Di dalam literatur klasik, ada beberapa istilah yang merujuk kepada

terma harga yang adil. Di anta

L o “ad (@ilaPharga adil). Dal@w Hadith Nabi Saw. yang
o~

cara (|ua m maka tidak
diperluka ika kebutuhan
mereka tid i regulasi harga
yang adil, i i egulasi harga
yang adil,

PONOROGO

b. Ibn al-Qayyim al-Jawzi dalam a/-Turuq al-Hukmiyah fi al-al-

Siyasah al-Shari ‘ah.

**Tbn Taymiyah, a/-Hisbah f7 al-Islam, 42.



119

-—‘h\

,@xﬁwuy\ 5105 o0 aslias OF S
/%;L;w.b\\.u)chhw‘ijfj 4&9%
.:};‘-2-20 éi;v\ic}“//"/

“Kesimpulannya adalah kemaslahatan umum apabila tidak
bisa sempurna kecuali dengan a/-tas‘ir maka (pemerintah)
penetapan harga yang adil, tidak kurang tidak lebih. Dan
apabila kebutuhan dan kemaslahatan mereka bisa terpenuhi
dan terwujud tang)a adany@wa/-tas ‘i, maka al-tas‘ir tidak
boleh dilakukan.” **.

“Penentua

yang waji gikatnya yaitu
mereka ti mbeli kecuali
dengan har

“Paksaan untuk tidak menjual kecuali dengan harga yang
sepadan tidak diperbolehkan kecuali dengan cara mekanisme
yang benar.”

Ibid.; Al-Jawziyah, al-Turuq al-Hukmiyah, vol. II, 683.
**"bn Taymiyah, al-Hisbah f7 al-Islam, 41.
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4. Qimat al-mithl (harga sepadan).
B Uz Jo o0 5% OF ST 1l 58710
R
“Oleh karena ini, Pemerintah diperkenankan memaksa para

penjual untuk menjual barang-barang mereka dengan harga
yang sepadan ketika masyarakat sangat membutuhkannya.”

giannya dengan

al-si ‘T al-mithl (harga

adil (harga
Para pakar a tokoh yang pertama

kali konsen terhad m (al-ast@), upah (al-ujur), dan

laba (al-arbah) : Ikan nsep yang orisinil

tentangnya adalah Imam Ibn Tayrmyah (1263 1%) 30 M) dari madhhab

Hanbali,** walaupun sebelumnya telah diawali sebagiannya oleh Zayd Ibn

*¥Lihat Abd al-Hamid Barahimi, a/-‘Adalah al-IjtimaTyah wa al-Tanmiyah f7 al-Iqtisad al-Islami
(Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘ Arabiyah, 1997), 47.

I Abdul Azim Islahi, “Economic Concepts of Ibn Taimiyah, Islamic Economics Series” dalam
Barahimi, al-‘Adalah al-Ijtima‘iyah, 46.
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‘Ali (699-738 H.) dan al-Ghazali (1058-1111 M).** Dalam sejarah
pemikiran ekonomi Islam, Ibn Taymiyah merumuskan bahwa:***
a. Harga seimbang (s/‘r al-mumathil) adalah harga yang digunakan
para pihak dalam jual beli dan diterima secara biasanya (dalam
kondisi normal), sebagaimana keseimbangan nilai untuk komoditas

yang serupa dalam tempat dan waktu yang sama.

Upah seimbang (zfj}‘r ama halnya dengan upah yang

minimum™ sehingga me enjual, ataup

makSImum' n' n

30Zayd Ibn ‘Al membawa konsep arga kontan (naqdan) dan tempo (mu’ajjal). Menurutnya,
memberi harga yang lebih tinggi dalam pembayaran yang bertempo itu sah-sah saja daripada
pembayaran kontan. Riba dengan praktik ini adalah sangat berbeda sekali. Sedangkan al-Ghazali
membawa konsep harga dengan analisisnya tentang perilaku pasar (sayr al-suqg). Menurutnya,
produksi dan konsumsi tidak mungkin terjadi dalam waktu yang sama. Di sana ada peran
pedagang dan lainnya dalam proses penyimpanan. Semisal pedagang membeli hasil pertanian dari
petani (produsen) dengan harga rendah, kemudian mereka menyimpannya sebelum menjualnya
kembali kepada para konsumen dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan laba. Pemikiran
pendahuluan semacam ini bermuara pada konsep bahwa dinamisasi harga ditentukan oleh
kekuatan pasar (gawiy al-suq). Al-Ghazali menyatakan bahwa distribusi memiliki peranan penting
dalam pemenuhan penawaran barang (supplay) dan motivasi permintaan konsumen (demand).
Barahimi, al-‘Adalah al-Ijtima‘Tyah, 46-47.

*11bid., 47-48.
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Dari uraian pemikiran Ibn Taymiyah tentang harga, upah dan laba
di atas jelas menunjukkan semangatnya dalam menjaga keseimbangan
kemaslahatan individu dan jaminan keadilan distributif -yaitu
keseimbangan antara kewajiban dan jerih payah- di dalam hubungan sosial
ekonomi. Menurutnya, dalam situasi tertentu negara memiliki hak —bahkan

berkewajiban- melakukan intervensi untuk memperbaiki kondisi yang tidak

adil, mencegah eksploitasi I masyarakat, dan menjaga

C. Prosedur Operasio ] a i) )2 b Perspektif Kaidah

Tazahum al-Maf3si - Kvab- 2l al-‘Adfiyah dan

Di dalam Sharh al-Majallah karya al-Atasi disebutkan bahwa:

& : #/: ~ 0 w/o,a i..f o~ <o ° ° 5/ -0
PGk S el e it B B3 JIRA Ay St g
.éw\ J,.@UQ' ) F5S 4g2~>/-L/9 ‘;\;f i\f“‘j"/ Lg

“Di antara cabgngnya dengan harga yang
adil, dengan emilik makanan
melampaui ba g sangat, dalam rangka
menolak baha
Kasus ini secara eksplisit masuk dalam partikular (furu?) kaidah fikih materi

ke-26 yaitu:

Fo 7 1 Eadh el s

“Bahaya yang khusus ditanggung untuk menolak bahaya yang
umum.”354

%21bid., 48-49.
33 Al-Atasi, Sharh al-Majallah, 63.
**Lajnah Mu’allifah, al-Majallah, 27; Ibid., 62.
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Al-Atasi memberikan komentar dan penjelasan atas kaidah tersebut

dengan lugas bahwa:

5N el e Jig Y el als W daa B bk
AU gy @JJ S 5 s y,smup\} 1231 Gl

Z
5
@

cliat 3 S50 il o Bt M 2058 1 g B ol
FEE R CE N .u.a}.,ﬁ.lj\ Cuw\ i ujW\ 55528 3Ua))
bizd ¢ u\ £ O il v awmnd o L;w M‘ S
A5 55 b 4SS iy sy dlsey nac Bl 4 L0 B
md@x&gsmwmuyb ug,.\uL@_Jm,.; 24 345 106
538 dlea K3 o f B edgs L am T iy 26N 5 L
33y £ il N G 2S5 G e ik G

SN Fyia o

“Materi ini membatasi materi sebelumnya, yaitu bahaya tidak
boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain. Kecuali salahsatunya
umum dan yang lain khusus, sehingga bahaya yang khusus
ditanggung dalam rangka menolak bahaya yang umum. Ini adalah
kaidah penting yang termasuk menjadi pondasi hukum. (Kaidah
ini) didasarkan pada tujuan-tujuan hukum di dalam
(merealisasikan) kemaslahatan hamba yang dilahirkan para
mujtahid dari konsensus dan rasionalisasi nass. Sang Argumentasi
Islam yaitu Imam a/-Ghazali menyebutkan di dalam (kitabnya) a/-
Mustastfa yang intinya: ‘“Sesungguhnya (ajaran) hukum datang
untuk menjagakan terhadap manusia agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta mereka”. Maka setiap sesuatu yang menjadi kebalikan
ini semua maka hal tersebut membahayakan dan wajib dihilangkan
sebisa mungkin. Dan apabila tidak bisa demikian maka dalam
rangka menguatkan tujuan-tujuan hukum maka —masih di dalam
koridor ini- bahaya yang umum ditolak dengan bahaya yang
khusus. Kaidah ini berlaku dalam setiap kasus yang berputar pada
dua bahaya, umum dan khusus. Banyak dari perintah-perintah dan
larangan-larangan hukum, hukuman-hukuman dan sanksi-sanksi
diberlakukan karena tujuan ini.”
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Penjelasan tersebut memberikan penegasan bahwa kaidah ini:

1. Merupakan kaidah penting karena termasuk pondasi hukum (agama).
la merupakan kaidah cabang dari kaidah universal mayor keempat,
yaitu al-darar yuzal (segala jenis bahaya harus dihilangkan).

2. Merupakan kaidah tazahum al-mafasid, karena di dalamnya
mengandung pertentangan antara dua bahaya, yaitu bahaya yang
berskala umum (darar ‘amm) dan berskala khusus (darar khass).

3. Berlandaskan maqgasid al-shari‘ah yang tujuan utamanya adalah
merealisasikan kemaslahatan hamba dengan menjaga lima kebutuhan
dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Bersumber dari dalil (ijma) dan istidlal (rasionalisasi nass) yang
keduanya merupakan sumber hukum (masadir al-ahkam, adillat al-
ahkam).

5. Cakupan wilayahnya pada tiap kasus yang di dalamnya terdapat dua
kerusakan atau bahaya (umum dan khusus) yang saling bertentangan.

6. Sebagai sumber inspirasi dan faktor pendorong atas diberlakukannya
instruksi hukum (perintah maupun larangan) dan sanksi-sanksi hukum
dalam rangka menjaga dan melaksanakan visi-misi maqasid al-

shari‘ah.

Sebagaimana uraian pada bab ketiga, terdapat empat kaidah fikih yang
masuk dalam kategori kaidah tazahum al-mafasid. Dari empat kaidah
tersebut, hanya kaidah ke-26 yang secara eksplisit menyebutkan terma al/-
tas‘ir al-jabri sebagai partikularnya. Walaupun demikian, tampak bahwa

kaidah ke-26 saudara kaidah ke-27. Dan kaidah ke-27, 28, dan 29 adalah
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sebanding, sama, dan tunggal dalam hakikat, makna dan cabangannya,
walaupun berbeda redaksi.*®® Jika kaidah ke-26 memfokuskan pada sisi
kuantitas (umum-khusus, luas-sempit, publik-privat, massif-parsial) dari
dampak yang ditimbulkan suatu darar, maka kaidah kaidah ke-27, 28, dan 29
lebih memfokuskan pada sisi kualitasnya (berat-ringan, besar-kecil, sulit-

ringan).

Dari redaksi partikular kaidah ke-26 di atas dapat disimpulkan bahwa
prosedur operasional praktik a/-tas‘ir al-jabri adalah dengan membuat atau
menggunakan standar harga yang adil, bermusyawarah dengan para ahli yang
berpengalaman, dan motivasi utamanya adalah menolak bahaya yang massif

dalam rangka merealisasikan dan menjaga kemaslahatan.

| Al : i |
1. Menggunakan standar harga yang adil.

Al-Majallah dan sharh-sharh tidak membahas hal ini secara

teknis.**® Oleh karenanya penulis merujuk Sabda Nabi Saw.:

P
ol- g%

. -

13

budak tersebut
kurang tidak

déﬁg
lebih.

-

Redaksi hadis tersebut fnerupakan tafsir (penjelas) dari kata

sebelumnya yaitu gimat al-‘adi (nilai harga yang adil). Artinya harga

% Al-Atasi, Sharh al-Majallah, 63, 65; Lihat juga Haydar, Durar al-Hukkam, 41.

»%Penulis tidak menemukan di dalam sharh-sharh al-Majallah uraian tentang terma harga adil.
Mengingat hampir keseluruhan referensi berupa kaidah fikih memiliki gaya dan metode penulisan
yang berbeda dengan referensi fikih. Referensi kaidah fikih lebih cenderung menyebut suatu
pembahasan dengan terma tertentu secara ringkas, padat dan global sebagai petunjuk bahwa terma
tersebut masuk dalam partikular suatu kaidah tertentu. Menurut asumsi penulis, seakan
pengarangnya berkata: “Jika ingin tahu detailnya, silakan rujuk kitab asalnya (a/-mutawwalat
ataupun al-mabsutat).
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yang adil adalah harga yang tidak kurang atau melebihi nilai suatu
komoditas. Kemudian redaksi ini pertama kali digunakan dalam

konteks al-tas ‘ir al-jabri oleh Ibn Taymiyah:

< 7z < ° < ] - T %
j ] “n sy/ P ~ sy < .9 o W o Ol ¥
. ¥ D J& e e e
Z >

I3

. maka bagi mereka diberlakukan regulasi harga
yang adil, tidak kurang dan tidak lebih.

harga dapat diterima
semua pihak lain, harga yang adil

adalah harga

2. Bermusyawarah den‘Qan para ahli yang berpengalaman.

AEEN————. T _AERR——.
Musyawarah ini merupakan sesuatu yang niscaya karena al/-

tas‘ir al-jabri berkaitan menjaga hak dan hajat hidup orang banyak

agar tidak tersia-siakan.*®” Redaksi tentang hal ini bervariasi:

%.71 of ° “/oﬂ:,’ “_0 /° - 2& o% "/a};,’ ",G.o 0% w? o”
I AT &e 5355 irnadly BN A 85355 G Al B ag
52

“Dengan sepengetahuan ahli berpengalaman, dengan

musyawarah ahli berpendapat dan jeli, dengan
musyawarah ahli berpendapat dan berpengalaman.

%7 Ahmad bin Muhammad al-Hanafi al-Hamawi, Ghamz ‘Uyun al-Basa’ir Sharh Kitab al-Ashbah
wa al-Naza'ir, cet. 1. Vol. I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyah, 1958), 282.

%8Semua redaksi ini dari kalangan madhhab Hanafi. Redaksi pertama dalam Al-Atasi, Sharh al-
Majallah, 63. Redaksi kedua dalam al-Jawziyah, a/-Turug al-Hukmiyah, 679. Dan redaksi ketiga
dalam al-Hasani, Aakam al-Tas ‘ir, 83.
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Dari redaksi-redaksi tersebut dapat dipahami bahwa seorang
konsultan ini harus memiliki kriteria sebagai seorang ahli yang
memiliki pengalaman di lapangan, memiliki pendapat yang logis, dan
jiwa visioner yang jeli dalam bidang ekonomi terutamanya tentang
dinamika pasar dan mekanismenya. Mengingat yang berkonsultasi
adalah seorang /mam, atau hakim, atau petugas yang diberi mandat
yang mana kebijakannya menyangkut kemaslahatan publik. Kata
mashurah dan ma ‘rifah juga dapat dibahasakan dengan konsultasi,

koordinasi, rekomendasi, maupun pertimbangan.

. |- { N [ -a
Bermotivasi menolak bahaya yang massif.

Poin ketiga ini sangat penting karena secara langsung
mempengaruhi legalitas a/-tas ‘ir al-jabri itu sendiri. Dalam perspektif
kaidah ke-26, diperbolehkannya praktik a/-tas‘ir al-jabri dengan
dimasukkannya menjadi salah satu furunya karena memang untuk
menolak bahaya yang lebih massif (umum) —dalam hal ini tersia-
siakannya hak konsumen (mus/imin) karena tidak mendapatkan
barang yang mereka butuhkan kecuali dengan harga yang lebih
tinggi- dengan cara membatasi harga jual dari para produsen ataupun
pedagang. Walaupun pembatasan harga ini menimbulkan kerugian,
akan tetapi kuantitasnya tidak seberapa karena terbatas pada beberapa
pedagang saja (khusus).

Di samping itu, secara umum motivasi ini merupakan
implementasi dari visi-misi maqasid al-shari‘ah yaitu menarik

maslahah dengan cara menolak mafsadah yang lebih besar.
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BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan.
Setelah melakukan pembahasan dan analisis tentang praktik a/-tas‘ir

al-jabri perspektif kaidah tazahum a 2sid dalam kitab Majallat al-Ahkam

al-*Adliyah dan sharh-sharimyas pat d serolehikesimpulan sebagai berikut:

tanpa unsur kese ‘l‘ 4 Tratas 3 unsur taghrir. Status

ghabn fahish te |8gatita Pal-tasiB al-jabri di samping

sebag ‘ 7 hukum

korelatif. Ter rupakan penegas,

penjelas, sekalig Inya al-tas‘ir al-jabri
dengan redaksi lam rensi-referensi lain.
Legalitas tersebut'@itias idah 6 yaitu yutahammal
al-darar al-khass i ?af‘Ndarg %nm()(ba ay?yang khusus harus
ditanggung untuk menolak bahaya yang umum).

2. Prosedur operasional praktik al-tas ‘ir al-jabri perspektif kaidah ke-26 yaitu

pertama, menggunakan standar harga yang adil (gimat ‘adl, si‘r ‘adl)

dengan batasan tidak kurang sehingga merugikan penjual sendiri dan tidak
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berlebihan sehingga merugikan pembeli (/a2 waks wa la shatat). Kedua,
berkonsultasi, berkoordinasi, dan atau dengan pertimbangan seorang pakar
yang memilki kriteria berpengalaman (ah/ al-khibrah), berpandangan logis
(ahl al-ra’y), dan memiliki kejelian dan jiwa visioner (ahl-basirah). Ketiga,
bermotivasi menolak bahaya atau kerusakan yang lebih massif. Motivasi

ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan status legalnya, dan

sekaligus merupakan impleme iSi-misi magqasid al-shari ‘ah.
4

B. Saran.
Sesuai denga penulis menganggap
perlu menyampaik
1. Dalam konte an hal yang prinsip
dan darurat egara hukum. Tetapi
debatable

dan cende sosial” dan kubu

“hukum fo ; ' toh terbaik positifisasi
hukum Islam N';m i h al-Majallah. Oleh
karenanya ka 4 igal@kkan dalam berbagai
aspeknya, terLEma(?erMeQnt&an‘?ellﬁlap

2. Kajian tentang referensi klasik (zurath) secara umum sangat
diperlukan, demi penyempurnaan hukum di Indonesia yang masih di
dominasi oleh hukum Barat (Belanda). Dalam hal ini, partisipasi

santri, akademisi, dan pemerintah sangat dibutuhkan.[]
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